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Nama Wibowo, Tri. NPM 2117500094. 2020. Peran Kepala Desa dalam 
Mengoptimalkan Dana Desa Tahun Anggaran 2016-2018 Untuk Pembangunan 
Fisik Desa Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Skripsi, Ilmu 
Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal. Pembimbing I : Drs. Djoko Suyono. 
M.Si dan Pembimbing II : Dra. Erny Rosyanti, M.Si 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa 
dalam mengoptimalkan dana desa tahun anggaran 2016-2018 untuk pembangunan 
fisik desa kaligelang kecamatan taman kabupaten pemalang dan juga untuk 
mengetahui faktor pendukung dan penghambat serta solusi dari peran kepala desa 
dalam mengoptimalkan dana desa tahun anggaran 2016-2018 untuk pembangunan 
fisik desa kaligelang kecamatan taman kabupaten pemalang. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif 
kualitatif, yaitu tipe penelitian yang berusaha mendiskripsikan secara jelas tentang 
peran kepala desa dalam mengoptimalkan dana desa tahun anggaran 2016-2018 
untuk pembangunan fisik desa kaligelang kecamatan taman kabupaten pemalang. 
Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Peran menurut 
Suharto (2006 :32). 
Hasil penelitian menggambarkan bahwa peran kepala desa dalam 
mengoptimalkan dana desa tahun anggaran 2016-2018 untuk pembangunan fisik 
desa kaligelang kecamatan taman kabupaten pemalang sudah berjalan dengan baik 
dan lancar. Tetapi masih ada beberapa hambatan dalam proses pembangunan yaitu 
sebagai berikut: a. dana desa yang minim mengakibatkan melambatnya 
pembangunan; b. sarana prasarana lingkungan masih adanya program yang belum 
terselesaikan, khususnya di dusun Buaran yang akses jalan utamanya masih sangat 
rusak. 















Name Wibowo, Tri. NPM 2117500094. 2020. Village Chief role in 
optimizing Village funds fiscal year 2016-2018 for physical development of 
Kaligelang Village Sub-district of Taman Pemalang. Thesis, Government Science 
University Pancasakti Tegal. Supervisor I: Drs. Djoko Suyono. M.Si and mentor 
II: Dra. Erny Rosyanti, M.Si 
This research aims to know how the role of the village head in optimizing 
the village funds year 2016-2018 budget for the physical development of the 
village Kaligelang District Park Pemalang and also to know the supporting 
factors and Barriers and solutions from the role of the village head in optimizing 
the village funds year 2016-2018 budget for the physical development of the 
village Kaligelang District Garden Pemalang. 
The type of research used is a type of qualitative descriptive research, 
which is the type of study that seeks to describe clearly about the role of the 
village head in optimizing the village funds year 2016-2018 budget for the 
physical development of the village Kaligelang District Garden Pemalang. The 
theory used in this study was the theory of role according to Suharto (2006:32). 
The results illustrate that the role of village head in optimizing the village 
funds year 2016-2018 budget for the physical development of the village 
Kaligelang District Garden Pemalang has been running well and smoothly. But 
there are still some obstacles in the development process as follows: a. Low 
village funds resulting in the slowing of development; b. Environmental 
infrastructure is still a program that has not been resolved, especially in the 
hamlet Buaran that access the main road is still very damaged. 
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I. 1 Latar Belakang Penelitian 
Era reformasi telah berlangsung dan mengeluarkan produk penting berupa 
otonomi daerah sebenarnya merupakan perwujudan dari demokrasi sebagaimana 
diamanatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan 
daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta 
peningkatan daya saing daerah memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 
keadilan, kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Selanjutnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Desa 
dalam susunan, tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu 
diatur tersendiri dengan undang-undang. Pemaknaan dari dua undang-undang ini 
secara langsung memberikan peluang bagi hadirnya otonomi desa. 
Pelaksanaan pembangunan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat 
jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 9 bahwa: Pembangunan Desa adalah upaya 
peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat Desa. Selajutnya dalam asas pengeleloaan keuangan desa pasal 2 ayat 
1 dan 2 disebutkan bahwa: pemerintah desa menyusun perencanaan Pembangunan 





Kabupaten/Kota, pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melibatkan seluruh masyarakat desa semangat 
gotong royong (Khasan Effendi, 2011:55-56). 
Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa 
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum batas-batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat, diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal 
ini mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun diberikan, 
yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan 
di desa sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk 
melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber 
penerimaan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dilakukannya. Salah 
satu hal penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan 
pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk 
pembiayaannya. Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai 
sumber seperti dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. 
Penyelenggaraan pembangunan desa merupakan manifestasi sistem 
demokrasi di tingkat desa sehingga proses penyelenggaraannya dilaksanakan atas 
dasar prinsip “dari, oleh, untuk rakyat”. Hal ini dapat dilihat pada proses 





Lembaga Musyawarah Desa (LMD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa 
(LKMD). Oleh karena itu sendi-sendi yang mencerminkan pada terwujudnya 
demokrasi dalam proses kiranya di kembangkan dan ditegakkan. Dengan 
tersedianya wahana representatif tersebut, diharapkan masyarakat desa mampu 
menyalurkan aspirasi masyarakat ke arah lebih tinggi merupakan suatu keharusan 
untuk segera dikembangkan. 
Memberikan otonomi daerah seluas-luasnya berarti memberikan keluasan 
kepada daerah dalam mengelolah rumah tangganya serta mengoptimalkan sumber 
daya yang ada agar tidak terjadi penyimpangan harus di adakan pengawasan 
Meskipun titik berat otonomi di berikan kepada daerah, namun secara esensi 
sebenarnya kemandirian harus di mulai dari tingkatan paling bawah yaitu Desa. 
Selama ini desa hanya bergantung pada pendapatan asli desa, swadaya masyarakat 
jumlah dan sifatnya tidak dapat di prediksi. (Daeng Sudirwo, 1981:46). 
Keberhasilan pembangunan suatu desa tidak terlepas dari peran Kepala 
Desa sebagai pemimpin di desa, hal ini juga merupakan fungsi dari pemerintah 
desa itu sendiri yaitu fungsi pembangunan. Peran kepala desa dalam pelaksanaan 
pembangunan adalah peran sebagai suatu strategi, dimaksud strategi disini adalah 
cara-cara atau langkah-langkah dilakukan kepala desa dalam pelaksanaan 
pembangunan, keberhasilan pelaksanaan pembangunan tentunya tidak terlepas 
dari partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan. 
Didesa kaligelang kecamatan taman kabupaten pemalang, berdasarkan hasil 





saat ini belum ada konsep atau model pembangunan desa dapat menjadi solusi 
secara optimal dalam upaya pengentasan kemiskinan di desa. Kedua, 
pembangunan desa dilaksanakan bersifat sektoral, hanya akan memberikan solusi 
secara parsial juga dan dengan waktu bersifat temporer, sehingga jaminan 
kelangsungan program pembangunan masih tergantung pada kewenangan 
pemerintah pusat. Ketiga, sumberdaya manusia di desa, baik aparat maupun 
masyarakatnya memberikan kontribusi besar terhadap berbagai upaya pelaksanaan 
pembangunan desa itu sendiri, keterbatasan sumber pendanaan, baik dari desa 
maupun dari Kabupaten, Provinsi dan Nasional, merupakan faktor utama 
menyebabkan lambatnya proses pembangunan desa. Disisi lain Anggaran 
disediakan atau dialokasikan ke desa, baik dari Kabupaten, Provinsi maupun dari 
Nasional, cenderung bersifat proyek yaitu hanya bersifat pada fisik. Keempat, 
perencanaan yang disusun, walaupun telah melalui suatu proses panjang, yaitu 
dari Musrenbangdes, Musrenbangda, tetap menujukan suatu streamline belum 
menujukan keterpaduan program. Pembangunan non-fisik seperti pembinaan 
kemasyarakatan meliputi pembinaan kelompok tani, pemuda serta ibu rumah 
tangga juga belum terealisasi. 
Konsep pembangunan desa bertujuan agar menjadi desa mandiri. Paradigma 
pembangunan yang baru berprinsip bahwa pembangunan harus dilakukan atas 
inisiatif serta dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat, masyarakat harus 
diberi kesempatan untuk terlihat di dalam keseluruhan proses perencanaan dan 





infrastruktur masih belum maksimal. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas 
akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat. Harus dipikirkan adalah kita 
harus mampu membangun sebuah infrastruktur yang saling terintegrasi satu sama 
lainnya. Karena ini merupakan sebuah kemampuan sebuah bangsa dalam 
melaksanakan pembangunan. 
Pembangunan pementasan untuk mengatasi kemiskinan di desa Kaligelang 
belum seluruhnya mecakup seluruh dusun yang ada di desa Kaligelang. 
Contohnya, koperasi simpan pinjam hanya ada 1 (satu), belum bisa menunjang 
perekonomian masyarakat desa Kaligelang. Pembangunan dimaksud untuk 
meningkatkan pencapaian sasaran akan nilai budayanya menghasilkan kehidupan 
lebih bermutu. Ini menunjukan bahwa pembangunan bukan saja pada 
pertumbuhan ekonomi semata namun lebih penting adalah perbaikan kualitas 
kehidupan diri, sosial dan lingkungan meningkat lebih baik. 
Bentuk pembangunan sumber daya manusia di desa Kaligelang hanya 
terfokus pada pemberdayaan masyarakat pada bidang pembangunan fisik, yaitu 
dalam proses pembangunan. Seperti pembangunan drainase, jalan desa, serta 
talud. Setiap tahunnya pelaksanaan pembangunan hanya terfokus pada 
pembangunan tersebut, dengan menggunakan anggaran yang cukup besar, yang 
seharusnya dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat serta pembangunan 
bidang lainnya. Selain itu, belum ada kegiatan khusus untuk pembangunan 





Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya upaya 
meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha sama atau memberi 
modal saja tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi 
masyarakat. Selain itu, pembangunan fisik desa seperti bidang kesehatan dan 
pendidikan perlu dioptimalkan di desa Kaligelang supaya dapat menjadi desa 
mandiri. Hal tersebut tidak sejalan dengan rencana pembangunan yang merata dan 
seimbang. Padahal anggaran yang didapat selama 3 periode yaitu tahun 2016-
2018 cukup besar dengan jumlah ± 3 Miliar. 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka peneliti mengajukan 
judul PERAN KEPALA DESA DALAM MENGOPTIMALKAN DANA DESA 
TAHUN ANGGARAN 2016-2018 UNTUK PEMBANGUNAN FISIK DESA 
KALIGELANG KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG. 
I. 2 Rumusan Masalah 
Masalah dalam Prakoso (2016:12) adalah suatu kesenjangan antara 
seharusnya terjadi dengan apa yang sudah terjadi tentang suatu perihal, atau 
kesenjangan antara kenyataan terjadi seharusnya terjadi serta harapan dan 
kenyataannya. 
Berdasarkan pengertian tersebut maka peneliti mengajukan pokok 
permasalahan sebagai beikut:  
1. Bagaimanakah peran kepala desa dalam mengoptimalkan dana desa tahun 
anggaran 2016-2018 untuk pembangunan fisik desa kaligelang kecamatan 





2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat, serta solusi dalam 
peran kepala desa dalam mengoptimalkan dana desa tahun anggaran 2016-
2018 untuk pembangunan fisik desa kaligelang kecamatan taman kabupaten 
pemalang ? 
I. 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk 
mengetahui peran kepala desa dalam mengoptimalkan dana desa tahun 
anggaran 2016 – 2018 untuk pembangunan fisik desa Kaligelang 
kecamatan Taman kabupaten Pemalang. 
2. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis 
maupun secara praktis, yaitu: 
a. Manfaat Akademis 
Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan untuk 
mahasiswa dan umum mengenai peranan kepala desa. 
b. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk 










II. 1. Kerangka Dasar Teori 
Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan 
pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teri-teori yang mendukung 
permasalahan penelitian. Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir 
dalam memecahkan atau menyoroti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk 
menerangkan, meramalkan, memprediksi, menemukan keterpautan fakta-fakta 
secara sistematis (Effendy, 2004:224). 
II. 1. 1. Penelitian Terdahulu 
Studi pustaka pada dasarnya digunakan untuk memeproleh suatu informasi 
tentang teori dengan judul penelitian dan digunakan untuk memperoleh landasan 
teori ilmiah. Dalam kajian pustaka ini, peneliti menelaah beberapa karya ilmiah 
antara lain: 
a. Judul Sripsi “Peran Kepala Desa dalam Merealisasikan Anggaran Dana 
Desa (Studi Kasus Desa Kerang Kecamatan Batu Prak Kabupaten Lampung 
Barat 2009-2015)”. Ditulis oleh Winiarsih (NIM: 1331040048) Jurusan 
Pemikiran politik Islam, Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Raden 
Intan Lampung tahun 2017. Pokok bahasan pada sripsi ini adalah peran kepala 
desa Kerang dalam merealisasikan penggunaan anggaran dana desa maupun 
dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi dana desa. Hasil dari penelitian 





b. anggaran dana desa sudah sesuai prioritas program kerja kepala desa tetapi 
kepala desa belum melaksanakan sesuai dengan prioritas dana desa yaitu 
mencakup tiga aspek pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa 
maupun pembinaan masyarakat desa. 
c. Judul Skripsi “Kinerja Politik Pemerintah Desa (Studi terhadap Perbaikan 
Jalan Desa Di Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kecamatan 
Jeneponto)”. Ditulis oleh Muh. Ismail (NIM: 30600112039) Jurusan Ilmu 
Politik, Fakultas Ushuludin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar 
tahun 2017. Pokok bahasan pada skripsi ini adalah dinamika Politik Perbaikan 
Jalan desa di Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, 
dan Apa faktor penghambat dalam perbaikan jalan desa di Desa Baraya 
Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Hasil penelitian 
menggambarkan bahwa kinerja kepala desa dalam pembangunan infrastruktur 
jalan belum maksimal, kondisi ini diketahui dari banyaknya keluhan dari 
masyarakat akan kinerja kepala desa. Selanjutnya mengenai faktor 
penghambat kinerja pembangunan infrastruktur jalan di desa Baraya yaitu 
kurangnya perhatian dari birokrasi desa serta faktor lain itu faktor kesehatan 
dialami oleh kepala desa Baraya selama menjabat sebagai kepala desa sering 
terganggu sehingga kepala desa kurang bisa mengkordinir bawahannya 
sehingga kurang maksimal dalam memimpin desa Baraya, serta tidak 
tersedianaya lahan/tanah atau masyarakat enggan memberikan seikit 





desa. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu masyarakat antusias membantu 
dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. 
d. Judul Skripsi “Analisis Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan 
Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Marolembo Kecamatan Mangkutanga 
Kabupaten Luwu Timur”. Ditulis oleh Sri Wulandari S. (NIM: E12113023). 
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2017. Pokok bahasan skripsi ini 
adalah kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan ADD maka penulis 
merujuk pada pengelolaan yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 
pelaporan pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik 
analisis data teknik kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa kemampuan pemerintah desa di 
margolembo, kecamatan mangkutana sebenarnya dari segi aspek kemampuan 
dalam administrative itu sudah membaik dari tahun ketahun, tetapi dari segi 
penentuan program kerja dalam penggunaan ADD itu masih minim. 
Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni; (1) Masyarakat 
Desa Margolembo telah mempercayai pihak pemerintah desa dalam segala 
urusan permerintah desa, dan (2) Pengawasan oleh tim pengawas belum 





juga merupakan factor utama tidak maksimalnya kinerja aparat desa dalam 
bidang pengelolaan ADD. 
II. 1. 2. Peran, dan Kepala Desa 
II. 1. 2. 1. Peran 
Peran merupakan kemampuan seseorang dalam memposisikan diri sesuai 
ruang dan waktu serta dapat memahami apa tugas sera tanggungjawabnya. Peran 
adalah serangkaian perilaku pada seseorang sesuai posisi sosial yang diberikan 
baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi 
(ketentuan) dan harapan peran menerangkan apa individu-individu harus lakukan 
dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri 
atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. Peran merupakan aspek 
dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu, apabila seseorang melakukan 
hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran 
(IPDN, tt:2). 
Menurut Purwadaminta dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan 
pengertian peran sebagai berikut: peran adalah pemain dalam sandiwara maka ia 
adalah pemain sandiwara atau pemain utama, peran adalah bagian seorang pemain 
dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang 
diberikan, peran adalah bagian dari tugas utama harus dilaksanakan. 
Mengenai peranan ini, selanjutnya Suharto, mengemukakan beberapa 





a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran 
merupakan suatu kebijaksanaan tepat dan baik dilaksanakan, peran sebagai 
strategi. Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi 
untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini 
didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan serta kepedulian masyarakat 
pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka 
keputusan tersebut memiliki kredibilitas, peran sebagai alat komunikasi. 
b. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan 
masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini 
dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk 
melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat 
tersebut adalah masukan bernilai, guna mewujudkan keputusan responsif dan 
responsible. 
c. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu 
cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian 
konsensus dari pendapat-pendapat. Asumsi melandasi persepsi ini dalah 
bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian, toleransi 
serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust), kerancuan (biasess). 
d. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya 
“mengobati” masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan 
ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan 





II. 1. 2. 2. Kepala Desa 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2014 tentang petunjuk 
pelaksanaan undang-undang desa, dalam struktur organisasi pemerintahan desa, 
disebutkan bahwa: “Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa tertinggi 
yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala Desa 
diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemelihin langsung oleh penduduk desa 
warga Negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat 
dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”. 
Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Bab 
1 Pasal 1 menyebutkan Desa adalah desa adat atau disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,  
atau hak tradisional diakui serta di hormati dalam sistem pemeintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Dalam ayat 2 menjelaskan bahwa Pemerintahan 
desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia 
(tt:10). 
Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan 
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat 






a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; 
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; 
c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan, aset desa; 
d. Menetapkan peraturan desa; 
e. Menetapkan Anggaran Pendapatan serta Belanja Desa; 
f. Membina kehidupan masyarakat desa; 
g. Membina ketentraman, ketertiban masyarakat desa; 
h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar 
mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
masyarakat desa; 
i. Mengembangkat sumber pendapatan desa; 
j. Mengusulkan serta menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 
k. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat desa; 
l. Memnfaatkan teknologi tepat guna; 
m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 
n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum 
untuk mewakilinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
o. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 






a. Mengusulkan struktur organisasi serta tatakerja pemerintah desa; 
b. Mengajukan rancangan, menetapkan peraturan desa; 
c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya 
yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; 
d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan 
e. Memberikan mandate pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada 
perangkat desa (2011:57). 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala 
desa kerkewajiban: 
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara ketuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika 
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa 
d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan 
e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender 
f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, 
professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan 
nepotisme 






h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa: 
i. Mengelola keuangan dan Aset Desa 
j. Melaksanakan urusan pemerintahan menjadi kewenangan Desa 
k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa 
l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa 
m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa 
n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa 
o. Mengembangkan potensi sumberdaya ala dan melestarikan lingkungan hidup 
p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa (2011:58). 
II. 1. 2. 3. Peran Kepala Desa 
Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa 
berdasarkan kebijakan ditetapkan bersama Badan Permusyawarata Desa (BPD). 
Jadi, kepala desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas 
terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa memegang peran yaitu 
sebagai wakil rakyat terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. 
kepala desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, sifat 
kepemimpinan,disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, 
peran dan tanggung jawab (eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 1, 
2013: 400–414). 
Mengenai peran kepala desa, dalam melaksanakan pembangunan di  
wilayahnya adalah sebagai perencana pembangunan, pengawas pembangunan, 





pendektaan menumbuhkan serta mengembangkan swadaya gotong royong 
masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan telah 
direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini berarti 
bahwa kepala desa sebagai pemimpin di desa adalah penyelenggara serta 
penanggung jawab di dalam bidang pemerintahan, pembangunan serta 
kemasyarakatan, juga kepala desa bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan 
mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. 
Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa 
berdasarkan kebijakan telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD). Jadi, kepala desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas 
terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa memegang peran yaitu 
sebagai wakil rakyat terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. 
Kepala desa harus memiliki kemampuan, bakat kecakapan, sifat kepemimpinan, 
disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran serta 
tanggung jawab. 
Kepala desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas 
terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa memegang peran yaitu 
sebagai wakil rakyat terpilih serta dipilih secara langsung oleh masyarakat desa.  
Adapun beberapa hal menjadi peran kepala desa yaitu  sebagai berikut: 
Motivator, yaitu Fungsi Pemerintah Desa sebagai pendorong serta pemberi 





positf sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat 
menjadi penopang perekonomian. 
Fasilitator dalam hal ini kepala desa sebagai fasilitator yaitu orang yang  
memberikan bantuan, menjadi nara sumber untuk berbagai permasalahan serta 
memfailitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa memberikan kemudahan dan 
kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa 
dapat berjalan dengan baik. 
Mobilisator yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk 
melakukan sesuatu berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk 
kepentingan bersama. Jadi kepala desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa 
menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan 
tindakan nyata untuk membangun desa, misalanya melakukan gotong royong, 
memperbaiki tempat ibadah, serta memperbaiki tempat-tempat umum lainya 
(2013: 400–414). 
II. 1. 3. Optimalisasi 
Kajian teori mengenai optimalisasi dimulai dari pengertian optimalisasi 
secara umum. Menurut  bahasa optimalisasi berasal dari kata optimal berarti 
terbaik, tertinggi. Sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau 
meningkatkan ketercapaian dari tujuan diharapkan sesuai dengan kriteria yang 
telah di tetapkan. Optimalisasi merupakan suatu proses untuk mengoptimalkan 





Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif tidak 
melanggar batasan. Adanya optimalisasi, suatu sistem dapat meningkatkan 
efektifitasnya, yaitu seperti meningkatkan keuntungan, meminimalisir waktu 
proses, dan sebagainya. Menurut Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia 
optimalisasi merupakan proses, cara atau perbuatan mengoptimalkan. 
Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik, paling tinggi atau paling 
menguntungkan. Pengertian optimalisasi dalam Kamus Bahasa Indonesia, 
dikemukakan bahwa: Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai keinginan, jadi 
optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif efisien 
(KBBI, 1994:800). 
Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan 
dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan dilaksanakan. Menurut beberapa ahli 
pengertian optimalisasi dapat didefinisikan sebagai berikut: 
Menurut Winardi, optimalisasi adalah ukuran tercapainya tujuan sedangkan 
jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan 
kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. 
Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons, optimalisasi juga dapat didefinisikan 
sebagai proses untuk mendapatkan keadaan memberikan nilai maksimum atau 
minimum dari suatu fungsi 
Penjelasan di atas diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan 
apabila dalam perwujudannya secara efektif efisien dan  tujuannya diarahkan 





Jadi,optimalisasi maknanya yaitu langkah atau metode untuk 
mengoptimalkan. Dalam hal penelitian ini tentu yang dimaksud adalah sebuah 
upaya, langkah atau metode dalam rangka mengoptimalkan peran kepala desa.  
II. 1. 4. Dana Desa 
Dana desa adalah dana dari anggaran pendapatan serta belanja negara 
diperuntukkan bagi desa kemudian ditransfer melalui anggaran pendapatan, 
belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,pembinaan 
kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat. 
Desa sebagai subsistem pemerintahan memiliki hak untuk mengelola dana 
yang bersumber dari Infradesa maupun Supradesa. Dana dari infra desa masuk 
dalam kategori potensi desa baik berupa bengkok, titisara, tanah ulayat, pasar desa 
serta jenis lainnya sebagian milik desa. Sedangkan dana dari Supradesa baik dari 
kabupaten, Provinsi, Pemerintah Pusat maupun pihak ketiga di peroleh melalui 
Top Down dengan tetap memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan 
kondisi geografis desa. Bentuk dana yang bersumber dari supra desa secara 
yuridis di kategorikan menjadi 1) Dana Alokasi Umum Kabupaten, 2) Dana 
Alokasi Khusus Kabupaten, 3) Dana bagi hasil dari penerimaan pajak, 4) Bagi 
hasil dari Retribusi Daerah, 5) Berbagai proyek lintas instansi termasuk Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. 
Sumber-sumber dana desa dari Dana Alokasi Umum merupakan isyarat dari 





desa akan menerima Dana Alokasi Umum sebesar 10% dari jumlah Dana Alokasi 
Umum di terima Pemerintah Kabupaten. Namun dalam praktek dan tataran 
implementasi sebagian desa menerima bervariasi 7,5%, 7,8%, 8% dan seterusnya. 
Namun ada juga desa-desa penerima lebih tergantung APBD dan potensi desa 
termasuk luas wilayah, jumlah penduduk dan kondisi geografis desa. 
Sementara itu dana alokasi Khusus yaitu dana, diberikan Pemerintah Daerah 
kemudian di alokasikan secara khusus melalui APBD. Kriteria Dana Alokasi 
Khusu diberikan untuk membiayai kebutuhan Khusus desa antara lain desa 
tertinggal, imbas disaster, resque desa, percontohan atau model village 
development dan berbagai kebutuhan desa secara terstriktur maupun 
parsial(1981:46). 
1. Bagian desa penerimaan Pajak dan Retribusi dirinci sebagai berikut: 
a. Penerimaan daerah dari pajak bumi dan bangunan sector perkotaan dan 
perdesaan (Sektor SKB) dibagi imbangan 25% untuk pemerintah daerah dan 
75% untuk pemerintah desa. 
b. Penerimaan daerah dari Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C imbangan 
75% untuk pemerintah daerah dan 25% untuk Pemerintah Desa. 
c. Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dibagi imbangan 25% 
untuk Pemerintah Daerah dan 75% untuk Pemerintah Desa. 
d. Penerimaan daerah dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) di bagi dengan imbangan 25% untuk Pemerintah Daerah dam 





e. Penerimaan daerah dari Sumberdaya Alam selain dari tambang galian Gol. 
C dibagi imbangan 25% untuk Pemerintah Daerah dan 75% untuk 
Pemerintah desa. 
2. Bagian desa berupa Dana Alokasi Umum Desa di tetapkan sekurang-
kurangnya 10% dari penerimaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam 
APBD untuk seluruh desa. 
3. Dana Alokasi Khusus dialokasikan dari anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
kepada desa tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan 
memperhatikan tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah. 
Berbagai sumber dana dan pembagian Dana Alokasi untuk Desa secara 
prinsip digunakan dan disalurkan melalui: seluruh kegiatan dilaksana-kan secara 
transparan atau terbuka dan diketahui oleh masyarakat berperan aktif mulai proses 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan, kegiatan dapat 
dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum, memfungsikan 
peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya, hasil kegiatan 
dapat diukur dan dinilai tingkat keberhasilannya dan dapat dilestarikan dan 
dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui 
partisipasi masyarakat. 
Aliran dana maupun proyek-proyek dari supradesa begitu gencar dan deras 
mengalir ke desa, namum kenyataannya kondisi desa seperti saat ini apa yang 





supradesa kurang serius. Ketiga, sumberdaya dimiliki desa masih sederhana. 
Keempat, pemerintah Kabupaten dan Provinsi masih ragu. Kelima, Anggaran 
Dana Alokasi Umum dimiliki kabupaten masih tersendat untuk rutin. Keenam, 
kondisi regulasi masih tumpul. Ketujuh, belum terpadunya program dan fasilitas 
keuangan antara desa sama Pemerintah Kabupaten. Kedelapan, masih berharap 
besar terhadap dana-dana dari masyarakat desa berupa pungutan desa, gotong 
royong, bantuan dari pihak ketiga dan jenis-jenis lainnya dari dana-dana swadaya 
masyarakat. 
Berbagai kondisi tersebut muncul sebagai reaksi lambannya pembangunan 
dan pemberdayaan pada masyarakat desa. Mengingat orang desa juga menggugat 
terhadap kondisi masyarakat kota tenang dan tidak rishi tertelan program 
pembangunan di wilayah dan sedang dikerjakan, bahkan di ajak bicara pun tidak, 
tahu-tahu ada. Sementara di desa para tokoh agama, sosial dan cendekiawan 
bahkan telah melalui Musrembang kenyataannya hanya letupan-letupan kecil 
dalam dinamika pembangunan desa dibahas dan diselesaikan (2011:59). 
II. 1. 5. Pembangunan Desa 
II. 1. 5. 1. Pembangunan 
Pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses 
perubahan terus menerus untuk menuju keadaan lebih baik berdasarkan norma-
norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan 
definisi bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa 





lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu 
kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan 
(Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).Untuk lebih jelasnya berikut 
ini disajikan pengertian pembangunan menurut beberapa ahli: 
Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai 
“Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana 
dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, menuju modernitas dalam 
rangka pembinaan bangsa (nation building)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita 
(1994) memberikan. 
Pengertian sederhananya, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah 
lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. 
Pembangunan (development) adalah proses perubahan seluruh system 
sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan 
teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) 
mendefinisiskan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial budaya. 
Sama halnya dengan Portes, menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa 
pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial 
dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang 
diinginkan. 
Sedangkan dalam pengertian ekonomi murni, pembangunan adalah suatu 
usaha proses penyebab pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka 





Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan 
masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, berlangsung pada level makro 
(nasional) dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya 
kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan serta diversifikasi. 
Sebagaimana dikemukakan oleh para para ahli di atas, pembangunan adalah 
semua proses perubahan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana (Riyadi 
dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). 
II. 1. 5. 2. Pengertian Pembangunan Desa 
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan 
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan desa tidak 
terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten 
maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas 
(sosial, ekonomi, akses pasar, ploitik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa 
dalam kecamatan, antar kecamatan, kabupaten antar kabupaten. Pembangunan 
desa memiliki sebuah peran cukup penting dalam projek pembangunan nasional. 
Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar 
dari sebuah pembangunan. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah 
peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal 
dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan 
desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu 
mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan mandiri, maju, sejahtera, dan 





untuk mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang 
dilaksnaakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan 
fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. 
Adanya sebuah pembangunan desa ini memiliki peranan penting dalam 
konteks pembangunan nasioanal. Pembangunan desa ini tidak hanya melulu 
membicarakan tentang pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik 
juga sangat perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan. Faktor sumber daya 
manusia adalah modal utama dalam pelaksanaan pembangunan khususnya 
pembangunan di desa. Pembangunan masyarakat desa harus diperbaiki dan 
ditingkatkan untuk menunjang adanya pembangunan desa. Pembentukan karakter 
masyarakat desa dapat dilakukan dengan diadakannya pengembangan kemampuan 
sumber daya manusianya sendiri. Adanya aktivitas-aktivitas positif akan dapat 
meningkatkan kreativitas serta kesadaran lingkungan akan semakin tinggi. 
Pendampingan adalah salah satu hal sangat di harapkan oleh pemerintah pusat 
khusunya Kementerian Desa yang mencetuskan adanya sebuh pendampingan. 
Karena pendampingan ini bukan hanya mendampingi pelaksanaan proyek masuk 
ke desa, bukan mendampingi dan mengawasi masalah Danan Desa, tetapi 
dimaksudkan adalah pendampingan secara utuh terhadap desa. 
Disisi lain pemerintah desa memiliki peran sangat penting dalam upaya 
menciptakan lingkup mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di 
pedesaan. Pemerintah desa menyandang peran dalam mengupayakan terciptanya 





pedesaan, dan disisi lain masyarakat juga berperan aktif dalam mengupayakan 
berjalannya pembangunan dengan maksimal. Sehingga upaya pembangunan di 
desa ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk sebuah perubahan sosial di 
masyarakat desa sendiri dan memberikan arti desa sebagai sebuah basic 
perubahan. 
II. 1. 5. 3. Tujuan Pembangunan Desa 
Dalam sebuah pembangunan desa, maka akan terlaksana dengan baik dan 
terarah sesuai tujuan awal. Secara khusus dari pembangunan desa sebagai berikut: 
1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam 
penyusunan perencanaan pembangunan secara partisipatif 
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masayarakat dalam 
memberikan makna dalam perencanaan pembangunan 
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan; dan 
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sektor dan kelembagaan dalam 
kerangka. 
Menurut pendapat lain menjelaskan bahwa tujuan dari pembangunan desa di 
bagi menjadi 2, yaitu pembangunan desa jangka panjang serta pembangunan desa 
jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya 
peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara langsung dilakukan melalui 
peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan 
pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, bina manusia, dan secara tidak 





Sedangkan tujuan pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan 
efektivitas, efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam pemanfaatan 
sumber daya manusia serta sumber daya alam. 
Memaknai beberapa pendapat mengenai tujuan pembangunan desa menurut 
beberapa teori para ahli, bahwasannya hakikat tujuan dari pembangunan desa 
adalah meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat desa melalui kegiatan-
kegiatan pencapaian tujuan dari berbagai bidang (sosial, ekonomi, pendidikan, 
sarana kesehatan, budaya, agama, politik, keamanan) secara berkesinambungan 
tetap mengedepankan kesamaan hak sekaligus tetap menjunjung tinggi keadilan 
seluruh masyarakat. 
II. 1. 5. 4. Perencanaan Pembangunan Desa 
Melakukan misi menjadikan sebuah desa menjadi mandiri, ini adalah hal 
penting. Membangun suatu hal harus dimulai dengan namanya proses 
perencanaan. Kalau membicarakan masalah pembangunan desa maka kita harus 
mengetahui proses dari perencanaan pembangunan desa. menciptakan sebuah 
pembangunan desa efektif, bukan semata-mata karena adanya kesempatan. 
Namun merupakan hasil dari penentuan beberapa pilihan akan di ambil dalam 
prioritas kegiatan. Proses perencanaan baik, maka akan menimbulkan sebuah 
program baik pula. Pelaksanaan program tersebut pemerintah akan membutuhkan 
partisipasi masyarakat untuk ikut bekerjasama dalam menjalankan program 





adalah pada proses merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi sendiri 
kegiatan pembangunan. 
Dalam perjalanan kegiatan perencanaan pembangunan seorang pendamping 
ini harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik, hanya ia dapat memahami 
dinamika masyarakat serta pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, 
monitoring dan evaluasi. Karena pemahaman pendamping akan perencanaan 
pembangunan serta pelaksanaan program-programnya sangat penting dilakukan. 
Maka ia akan dapat bekerjasama dengan pemerintah desa dan masyarakat secara 
baik sesuai porsi sudah ditentukan. Pemerintah Desa dapat menyusun sebuah 
perencanaan pembangunan desa harus sesuai kewenangannya sebagai pemerintah 
desa, namun harus tetap mengacu pada perencanaan pembangunan sudah di buat 
di tingkat Kabupaten/Kota. 
Pada perencanaan pelaksanaan sebuah pembangunan desa, pemerintah desa 
didampingi oleh pihak-pihak berkompeten dari pemerintah daerah kabupaten/kota 
secara teknisnya ini dilaksankan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) daerah 
kabupaten/kota. Sedangkan untuk mengkoordinasikan program pembangunan 
desanya, Kepala Desa ini didampingi oleh seorang pendamping professional. 
Sedangkan Camat akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya 
sendiri.  
Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berenjang meliputi: 
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka 





b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja 
Pemerinah Desa (RKP DESA), memrupakan penjabaran dari RPJM Desa 
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 
II. 2. Definisi Konsepsional 
Menurut Robert K Norton yang dikutip oleh “Koentjarningrat” (1981:31) 
mengatakan bahwa “Definisi Konsepsional merupakan definisi yang perlu 
diamati, konsep menentukan adanya hubungan empiris” 
Definisi Konsepsional adalah definisi yang menggambarkan suatu abtraksi 
hal-hal yang perlu diamati sehingga akan mempermudah penelaahan dan 
penjernihan masalah-masalah agar mudah dimengerti, sehingga tidak terjadi 
kesalahpahaman mengenai arti yang digunakan dalam penelitian. 
Berdasarkan pengertian diatas, maka konsep dapat diartikan sebagai suatu 
penelitian yang berupa definisi yang mana definisi tersebut akan menggambarkan 
secara abstrak suatu gejala sosial yang menjadi objek penelitian. 
Definisi konsepsional yang peneliti ajukan sebagai berikut :  
1. Peran Kepala desa adalah pimpinan tertinggi di desa yang mempunyai 
perilaku adil untuk melaksanakan pembangunan didesa secara merata, 
serta dapat meningkatkan efektifitas kerja, meminimalisir waktu dalam 
segi pengerjaan pembangunan agar lebih efisien. serta dapat 
bertanggungjawab menyerahkan laporan kepada bupati. 
2. Dana desa adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 





Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Terdapat tiga 
sumber dana penerimaan desa yaitu: penerimaan pajak dan retribusi, kedua 
dana alokasi umum merupakan isyarat dari pemerintah pusat melalui 
Undang-undang 32/2004 dan PP 72/2005, ketiga dana alokasi khusus yaitu 
dana diberikan Pemerintah Daerah kemudian di alokasikan secara khusus 
melalui APBD. 
3. Pembangunan desa adalah suatu proses kegiatan perubahan pembangunan 
desa jangka pendek dan pembangunan desa jangka panjang. Serta 
melakukan perencanaan yang efektif sehingga menghasilkan suatu 
program kerja yang dapat memaksimalkan pembanguan di desa.  
II. 3. Pokok-Pokok Penelitian 
Pokok-pokok penelitian merupakan definisi secara terperinci dari konsep-
konsep telah diuraikan di atas. Salah satu fungsinya yaitu untuk memberi  
petunjuk  bagaimana  suatu  variabel  yang  diteliti  itu dapat diukur dengan 
indikator-indikatornya.  
Adapun pokok-pokok penelitian peran kepala desa dalam mengoptimalkan 
dana desa tahun anggaran 2016 – 2018 terhadap pembangunan fisik desa 







Adapun indikator-indikator penelitian dalam hal ini adalah sebagai berikut: 
1. Peran Kepala Desa dengan indikator : 
a. Perilaku kepala desa 
b. Efektifitas kerja 
c. Efisiensi waktu 
d. Tanggung jawab 
2. Dana Desa dengan indikator : 
a. Penerimaan Pajak dan Retribusi 
b. Dana alokasi umum 
c. Dana alokasi khusus 
3. Pembangunan Desa dengan indikator : 
a. Proses kegiatan perubahan 
b. Proses perencanaan pembangunan 
c. Pembangunan jangka pendek 
d. Pembangunan jangka panjang 
e. Kesejahteraan masyarakat desa 
II. 4. Alur Pikir Penelitian 
Kepala desa dipilih langsung oleh rakyatnya, sehingga ketika kepala desa 
terpilih, maka rakyat telah mempercayakan kehidupannya untuk diatur oleh 
seorang kepala desa, sehingga kepala desa sangat dituntut mempunyai kinerja baik 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja pemerintahan tersebut 





perubahan social dan politik, sehingga masyarakat tetap berada pada situasi 
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Menurut Ali, (1995) Metode adalah suatu teratur dan terpikir baik - baik 
untuk mencapai tujuan atau tatacara tersistem untuk memudahkan pelaksana suatu 
kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Penelitian merupakan suatu proses dan 
sesuai rangkaian usaha dilakukan secara sistematis guna mendapatkan jawaban 
terhadap pertanyaan – pertanyaan tertentu. Sedangkan menurut Surakhmad (2008) 
metode merupakan cara utama untuk mencapai tujuan, cara utama tersebut 
disesuaikan dengan situasi penelitian. 
Adapun menurut Menurut (Sugiyono 92009:3) disebutkan bahwa secara 
umum metodologi penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan 
data tujuan dan kegunaan tertentu. kegiatan penelitian ini dimaksudkan untuk 
memperoleh sebuah hasil dapat diandalkan dalam menguji suatu kebenaran 
Penentuan metode penelitian ini sangat vital, karena menyangkut pemecahan 
masalah berdampak pada pengambilan kesimpulan. Dengan menetukan metode 
penelitian tepat, maka permasalahan diajukan dalam penelitian dapat terpecahkan, 
kesimpulan diambil tepat dan akurat. 
III. 1. Jenis dan Type Penelitian 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana penelitian 
kualitatif diangkat dari masalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah 





dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori dalam 
penyusunan proposal penelitian kualitatif juga bersifat sementara, dalam 
kaitannya dengan teori, pada penelitian kualitatif bersifat menemukan teori. 
Sugiyono (2006), membedakan penelitian tujuan, pendekatan, tingkat 
eksplanasi, serta analisis dan jenis datanya. Menurut tingkat eksplanasinya, 
Sugiyono (2006) mengelompokkan type penelitian menjadi : 
a. Penelitian Eksplorer (Eksploratif) 
Penelitian ini bersifat menjelajah, bertujuan untuk memperdalam 
pengetahuan suatu gejala tertentu atau mendapat ide-ide baru mengenai 
gejala-gejala itu dengan maksud untuk mendapatkan penemuan masalah 
secara lebih terperinci atau untuk mengembangkan hipotesis. 
b. Penelitian Deskriptif 
Penelitian deskriptif bersifat menggambarkan. Dalam bukunya Prof. 
Sugiono, Penelitian Deskriptif adalah penelitian untuk  mengetahui nilai 
variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa 
membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan 
variabel lain. 
c. Penelitian Komparatif 
Penelitian komparatif merupakan suatu penelitian bersifat 
membandingkan. 
d. Penelitian Asosiatif atau hubungan 
Penelitian asosiatif merupakan suatu penelitian untuk mengetahui 





Berdasarkan ke empat type penelitian diatas, type penelitian digunakan 
peneliti adalah type penelitian deskriptif, artinya peneliti ingin mendeskripsikan 
tentang Peran Kepala Desa Dalam Mengoptimalkan Dana Desa Tahun Anggaran 
2016-2018 Untuk Pembangunan Desa Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten 
Pemalang. 
III. 2. Jenis dan Sumber Data 
Pada bagian ini menjelaskan nantinya penelitian ini akan menggunakan 
jenis dan sumber data apa untuk digunakan dalam proses penelitian tersebut, guna 
memperjelas penelitian akan dilakukan.  
III. 2. 1. Jenis Data 
Adapun jenis data pada penelitian ini adalah : 
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, 
melalui wawancara langsung dengan responden dan pihak-pihak terkait 
masalah khususnya di Desa Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten 
Pemalang 
b. Data Sekunder, yaitu data secara tidak langsung. Data ini diperoleh melalui 
monografi, laporan-laporan, dokumen-dokumen, brosur-brosur dan data-data 
lain yang telah dipublikasikan baik dalam surat kabar maupun media massa. 
III. 2. 2. Sumber Data 
Adapun sumber data digunakan pada penelitian ini adalah : 
1. Responden dalam hal ini adalah, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Tokoh 





2. Kantor Desa sebagai instansi menyediakan data sekunder yang dibutuhkan 
dalam penelitian ini. 
III. 3. Informan Penelitian 
Menurut Moleong (2001:91). Informan adalah orang yang memberikan 
informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus banyak 
pengalaman tentang latar penelitian. Informan „berkewajiban” secara sukarela 
menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal.  
Dalam penelitian ini bertindak sebagai informan berjumlah 8 orang dengan 
rincian sebagai berikut: 
a. Kepala Desa Kaligelang, 1 orang 
b. Perangkat Desa, 1 orang 
c. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 1 orang 
d. Tokoh Masyarakat, 3 orang 
e. Masyarakat desa kaligelang, 2 orang 
f. Jumlah Informan, 8 orang 
Adapun persyaratan diperlukan dalam memilih dan menentukan seorang 
informan adalah ia harus jujur, taat pada janji, patuh pada peraturan, suka 
berbicara dan masyarakat menerima program tersebut serta masyarakat secara 
nyata menolak program tersebut. 
III. 4. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi 
keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan 





mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung 
(data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). 
Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara dilakukan untuk 
mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan 
penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan 
sebagainya. 
Sedangkan Instrumen Pengumpul Data merupakan alat yang digunakan 
untuk mengumpulkan data.  Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa 
lembar cek list, kuesioner (angket terbuka / tertutup), pedoman wawancara. 
.Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah : 
a. Metode Obsevasi adalah  
Sutrisnohadi (1986) dalam buku Metode Penelitian Administrasi 
(Sugiyono, 2006:166) mengemukakan bahwa, observasi adalah suatu proses yang 
kompleks, suatu proses yang disusun dari berbagai proses biologis dan psikologis 
dengan aspek terpenting, antaranya proses pengamatan dan ingatan. Metode ini 
digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, 
gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 
Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk meneliti secara langsung di 
lapangan tentang Optimalisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016-2018 Untuk 
Pembangunan Desa Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. 





Wawancara adalah percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu. 
Teknisnya adalah dengan memberikan pertanyaan langsung kepada responden, 
dengan menggunakan metode wawancara langsung dimaksudkan mempertegas 
hal-hal yang mungkin tidak diketahui responde. Pertanyaan yang diajukan 
disesuaikan dengan topik penelitian untuk memperoleh data primer dari obyek 
penelitian. 
Dalam penelitian kualitatif ini, wawancara bertujuan untuk memperoleh 
informasi dari perangkat desa, kaur pelayanan dan masyarakat desa 
Kedungbanjar. Wawancara juga dilakukan untuk memperoleh data tertentu 
sebagai pelengkap data kuesioner. 
c. Study kepustakaan 
Yaitu usaha untuk pengumpulan data yang merupakan studi kepustakaan 
dengan cara membaca literatur, majalah-majalah, atau surat kabar yang ada 
hubungannya dengan materi yang diteliti. 
Jadi dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
yang utama, yaitu wawancara dan kuesioner. Sedangkan teknik pendukungnya 
adalah observasi dan studi kepustakaan. 
d. Dokumentasi  
Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data mengkaji dokumen-
dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal-pasal yang 
berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi materi-materi yang 
berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dokumen merupakan 





atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam hal ini dokumen ( Bogdan, 
240 ) menyatakan bahwa hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan 
lebih kredibel/ dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis 
akademik dan seni yang telah ada. 
Metode dokumentasi dapat mendukung data-data dalam penelitian agar 
lebih valid. Dokumentasi tersebut bisa begitu berharga sehingga penelitian bahkan 
bisa mengambil foto-foto pada situs studi kasus. Foto-foto ini akan membantu 
memuat karakteristik-karakteristik kasus penting bagi para pengamat luar. 
III. 5 Teknik Analisis Data 
Menurut Matthew Miles dan Michael Huberman (1984) dalam buku Metode 
Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Prof Sugiyono mengemukakan bahwa 
aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 
secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas 
dalam analisis data yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan/verifikasi. 
Adapun penjelasan tentang model interaktif dikembangkan oleh Miles dan 
Huberman (dalam Sugiyono, 2011) sebagai berikut : 
1. Pengumpulan Data adalah dimana data pertama dan masih bersifat mentah 
kemudian dikumpulkan dalam sebuah penelitian. 
2. Reduksi Data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Demikian 
data telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas, dan 





dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan 
peralatan elektronik seperti komputer mini, memberikan kode pada aspek-
aspek tertentu. Reduksi data juga dapat diartikan sebagai proses pemilihan, 
pemusatan perhatian pada penyederhanaan,   pengabstrakan,   dan   
transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis 
dilapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus-
menerus selama proyek berorientasi kualitatif berlangsung. 
3. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie chard, 
pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data 
terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah 
dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 
sejenisnya. Kami membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan  
informasi tersusun  yang memberi kemungkinan adanya penarikan 
kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
4. Menarik Kesimpulan/Verifikasi, dari permulaan pengumpulan data, 
seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat 
keteraturan, pola-pola, dan proposisi. Menurut Miles dan Huberman (252) 
dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D oleh Prof 
Sugiyono mengemukakan bahwa kesimpulan awal dikemukakan masih 
bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat 
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 





valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, 
maka kesimpulan dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
Skema analisis data menurut Miles and Huberman (2003:56) sebagai 
berikut : 
Skema III.01 








Pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data serta penarikan 
kesimpulan atau verifikasi berinteraksi satu sama lain, metode analisis data dalam 



















DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN 
 
Deskripsi wilayah penelitian merupakan gambaran secara umum tentang 
daerah tempat penelitian tersebut berlangsung. Uraian tentang wilayah penelitian 
penting untuk memberi gambaran secara umum, Baik mengenai potensi maupun 
masalah secara umum yang ada di daerah penelitian. Lokasi penelitian ini diambil 
pada Desa Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. 
Kecamatan Taman adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Pemalang, 
Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Taman terdiri dari 21 desa. Kantor 
Kecamatan Taman terletak di Jl. Dr. Cipto mangunkusumo, Kecamatan Taman, 
Kabupaten Pemalang (52361) Jawa Tengah. Saat ini Kecamatan Taman di pimpin 
oleh Drs. BPM Wibowo Dengan sekertaris Camat Waluyo S. STP.MP. 
Visi dan misi Kecamatan Taman mengikuti visi misi Kabupaten 
Pemalang. 
a. Visi 
Terwujudnya masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, sehat sejahtera, 
berkesadaran hukum dan demokratis dalam kesatuan wilayah Kabupaten 
Pemalang yang IKHLAS (Indah, Komunikatif, Hijau, Lancar, Aman dan Sehat).  
b. Misi 
1. Melaksanakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin 





3. Meningkatkan sarana dan prasarana kebutuhan pelayanan dasar bidang 
kesehatan, pendidikan dan ekonomi 
4. Meningkatkan taraf hidup penduduk miskin 
5. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam secara 
berkesinambungan 
6. Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparat yang berkualitas, profesional dan 
berjiwa pelayanan prima 
7. Mengupayakan perwujudan kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi 
daerah dalam rangka pembangunan daerah yang bertumpu pada kemampuan 
dan potensi lokal 
8. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi 
daerah, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi 
9. Meningkatkan ketertiban dan keamanan serta pelaksanaan sistem hukum 
yang menjamin tegaknya pelaksanaan supremasi hukum 
10. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama secara harmonis dalam rangka 
saling menghormati dengan semangat kekeluargaan. 
Secara Geografis, Kecamatan Taman merupakan salah satu dari 14 
Kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang, terdiri dari 21 desa, 105 dusun, 176 
RW dan 790 RT, dengan jumlah penduduk sebanyak 188.767 jiwa yang terdiri 
dari laki – laki sebanyak 96.209 jiwa dan perempuan sebanyak 92.558 Dan  
mempunyai luas wilayah 67.41 Km² terletak pada ketinggian antara 10 – 15 m 
diatas permukaan laut dan suhu mencapai 30⁰C. Luas lahan tersebut sebagian 





Adapunbatas - batas wilayah Kecamatan Taman antara lain: 
Sebeah Utara    : - 
Sebelah Timur : Kabupaten Petarukan 
Sebelah Selatan : Kecamatan Bantarbolang 
Sebelah Barat  : Kecamatan Pemalang 
Tabel: IV.01 































Dari tabel diatas dapat di ketahui Kecamatan Taman terdapat 21 desa 
dimana desa Kaligelang merupakan salah satu desa yang masuk di dalam wilayah 
Kecamatan Taman. 
Desa Kaligelang adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Taman, 
Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Kaligelang terdiri dari 
delapan (8)  RW dan 38 RT, kantor desa Kaligelang terletak di Jl. Dr. Wahidin 
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang (52361) Jawa Tengah.  Saat ini desa 
kaligelang di pimpin oleh kepala desa Agus Sudibyo.S.IP, dengan Sekertaris Desa 
Casmad. S.Pd. 
Visi dan Misi Desa Kaligelang yaitu : 
a. Visi 
Kejujuran dan Keterbukaan Demi Terwujudnya Kesejahteraan Bersama 
Berdasarkan Hukum dengan Menjunjung Tinggi Hak Asasi dan Berakhlak 
Mulia. 
b. Misi 
1. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah berbasis potensi desa 
2. Meningkatkan akses kelembagaan ekonomi local untuk menumbuhkan 
perekonomian masyarakat 
3. Membangun lembaga pengelola dan pengembang ekonomi desa 
4. Membangun organisasi usaha ekonomi desa dengan pelibatan kelembagaan 
kemasyarakatan desa 






6. Pengembangan kerjasama dengan akademisi, investor dan dunia usaha 
lainnya 
7. Menciptakan produk unggulan desa yang kreatif, inovatif dan berdaya saing 
8. Membuat regulasi desa sebagai jaminan keberlanjutan kegiatan usaha 
ekonomi 
9. Meningkatkan sarana dan prasarana desa penunjang perekonomian 
masyarakat berbasis teknologi dan informasi 
10. Mewujudkan masyarakat desa yang kreatif dan inovatif guna menghadapi 
globalisasi  melalui teknologi dan informasi 
11. Pembinaan umat di bidang religius untuk mencapai peningkatan keimanan 
dan ketahanan masyarakat melalui teknologi informasi 
12. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, khususnya pada bidang 
penguasaan teknologi dan iformasi 
13. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima, cepat dan berbasis 
teknologi dan informasi. 
IV.1 Profil Desa Kaligelang 
Secara Geografis, desa kaligelang kecamatan taman terdiri dari tujuh (7) 
dusun dan secara kelembagaan terbagi dalam delapan (8)  RW dan 38 RT, dengan 
jumlah penduduk 8,619 jiwa terdiri dari 4.451 jiwa laki-laki dan 4.168 jiwa 
perempuan, dan mempunyai luas wilayah 210.600 km2 atau 210,60 Ha. Terdiri 
dari tanah sawah seluas 154,78 Ha dan tanah darat seluas 42,62 Ha. Dengan 





rata 2000-3000 mm/th dan suhu udara berkisar antara 25-30°c. adapun secara 
geografis wilayah Desa Kaligelang Kecamatan Taman berbatasan dengan : 
a. Sebelah Utara : Kelurahan Wanarejan Selatan 
b. Sebelah Timur : Desa Taman 
c. Sebelah Selatan : Desa Cibelok 
d. Sebelah Barat : Kelurahan Mulyoharjo. Kecamatan Pemalang. 
Jarak orientasi dari Desa Kaligelang ke kantor Kecamatan Taman sejauh 
0,5 KM sedang jarak Desa Kaligelang ke Ibu Kota Kabupaten Pemalang sejauh 3 
Km. 
Gambar: IV.01 














( Sumber: sejarah-negara.com ) 
Kondisi topografi wilayah Desa Kaligelang terdari dari daerah dataran 
rendah dengan ketinggian rata-rata 13 meter diatas permukaan air laut dengan 
curah hujan rata-rata 2000-3000 mm/th dan suhu udara berkisar antara 25-30°c. 





Pemanfaatan tanah sebagian besar dipergunakan untuk lahan pertanian yakni 
seluas 113,907 Ha atau 68 % untuk perkebunan seluas 23,695 Ha atau 14%, untuk 
pemanfaatan tanah untuk bangunan rumah seluas 17,76 Ha atau 11%, untuk 
pekarangan seluas 9 Ha atau 5,5% dan untuk lain-lain (lapangan, kuburan, Balai 
Desa, SD, TK) seluas 2,59 Ha atau 1,5%. 
 
Tabel: IV. 02: 






1 2 3 4 5
1 Penggarit 412.98 835.64 1,248.62 19%
2 Pener 224.96 47.59 272.55 4%
3 Gondang 140 47.08 187.08 3%
4 Jrakah 238.74 57.2 295.94 4%
5 Sokawangi 188.32 73.6 261.92 4%
6 Kejambon 82.15 34.04 116.19 2%
7 Jebed Selatan 128.02 70.84 198.86 3%
8 Jebed Utara 126.02 53.85 179.87 3%
9 Cibelok 181.38 148.26 329.64 5%
10 Kaligelang 134.41 76.19 210.6 3%
11 Banjardawa 72.94 47.75 120.69 2%
12 Banjaran 170.96 49.14 220.09 3%
13 Sitemu 131.24 35.85 167.09 2%
14 Pedurungan 227.91 125.36 353.27 5%
15 Taman 178.63 83.28 261.91 4%
16 Wanarejan Selatan 160.47 48.3 208.77 3%
17 Wanarejan Utara 152.47 56.18 208.65 3%
18 Beji 243.46 91.66 335.12 5%
19 Kabunan 417.9 156.8 574.7 9%
20 Asemdoyong 420.1 180.9 601 9%
21 Kedungbanjar 345.83 43.07 388.9 6%
Jumlah 4,378.87 2,362.58 6,741.44 100%
No
 





Dari tabel diatas dapat diketahui luas penggunaan lahan desa Kaligelang 
sebesar 210.6 Ha. Dengan luas penggunaan lahan sawah dengan jumlah 134.41 
Ha, dan luas penggunaan lahan bukan sawah dengan jumlah 76.19 Ha. Hal ini 
disebabkan desa Kaligelang masih memiliki lahan sawah yang luas dibandingkan 
lahan bukan sawah seperti; perumahan, pertokoan, perkantoran, dan  bangunan 
sekolah. 
IV.2. Kondisi Demografis 
Kondisi demografi merupakan suatu kondisi yang menjelaskan terkait 
kependudukan warga masyarakat yang ada ditempat tersebut. Dengan tujuan 
mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan 
bermacam-macam aspek organisasi sosial, menjelaskan pertumbuhan masa 
lampau, penurunannya dan persebarannya dengan sebaik-baiknya dan dengan data 
yang tersedia, mencoba meramalkan pertumbuhan penduduk dimasa yang akan 
datang dan kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya. Kondisi  demografi ini 
meliputi jumlah penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk menurut 
kelompok umur, jumlah rumah tangga, luas jumlah penduduk desa, jumlah 
penduduk menurut kewarganegaraan, jumlah kelahiran, jumlah kematian dan 
jumlah penganut agama. Berikut ini data jumlah penduduk di desa Kaligelang, 









Tabel : IV.03 
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Desa/Kelurahan di Kecamatan 
Taman Tahun 2018 
Desa/Kelurahan Laki-Laki Perempuan Jumlah (%)
1 2 3 4 5
1 Penggarit 2,845 2,840 5,685 3
2 Pener 3,336 3,183 6,519 3
3 Gondang 3,336 3,216 6,552 3
4 Jrakah 4,107 3,915 8,022 4
5 Sokawangi 3,595 3,428 7,023 4
6 Kejambon 1,879 1,851 3,730 2
7 Jebed Selatan 3,365 3,325 6,690 4
8 Jebed Utara 3,974 4,012 7,986 4
9 Cibelok 5,522 5,366 10,888 6
10 Kaligelang 4,928 4,661 9,589 5
11 Banjardawa 2,448 2,433 4,881 3
12 Banjaran 3,306 3,227 6,533 3
13 Sitemu 1,982 1,801 3,783 2
14 Pedurungan 6,684 6,309 12,993 7
15 Taman 7,951 7,657 15,608 8
16 Wanarejan Selatan 5,508 5,172 10,680 6
17 Wanarejan Utara 5,828 5,447 11,275 6
18 Beji 6,910 6,769 13,679 7
19 Kabunan 6,027 5,737 11,764 6
20   Asemdoyong 9,104 8,739 17,843 9
21 Kedungbanjar 3,574 3,470 7,044 4
Jumlah 96,211 92,561 188,772 100
% 50.97 49.03 100
No
 
(Sumber: Data Kec. Taman Dalam Angka 2018) 
 
Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah keseluruhan warga 
masyarakat di wilayah desa Kaligelang menurut jenis kelamin per desa pada tahun 
2018 berjumlah 9.589 jiwa. Terdiri dari laki-laki berjumlah 4.928 jiwa dan 








Tabel: IV. 04 
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di 
Kecamatan Taman Tahun 2018 
Kel. Umur Laki - Laki Perempuan Jumlah %
1 2 3 4 5
  0  -   4 7,214 6,773 13,987 7
  5  -   9 8,149 7,378 15,527 8
10 – 14 7,710 7,406 15,116 8
15   -  19 8,770 8,178 16,948 9
 20   -   24 9,531 8,865 18,396 10
 25   -   29 9,451 8,670 18,121 10
 30   -   34 8,969 8,325 17,294 9
 35   -   39 8,194 7,780 15,974 8
 40   -   44 6,417 6,521 12,938 7
  45   -   49 5,551 5,989 11,540 6
50   -  54 4,657 5,269 9,926 5
55   -  59 4,198 4,215 8,413 4
60   -  64 3,092 2,933 6,025 3
65   -  69 2,070 1,935 4,005 2
70   -  74 1,098 1,155 2,253 1
75 + 1,138 1,166 2,304 1
Jumlah 96,211 92,561 188,772 100  
(Sumber: Data Kec. Taman Dalam Angka 2018) 
 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, penduduk paling banyak di 
Wilayah Kecamatan Taman pada tahun 2017 terletak pada usia 20-24 tahun 
dengan jumlah keseluruhan 18.396 jiwa setara dengan 10 %. Yang terdiri dari 
laki – laki 9.531jiwa atau setara dengan 5,10 % dan perempuan sebanyak 8,865 







Tabel: IV. 05 


























775 431 1810 2069 2672 431
 
(Sumber: Data monografi desa kaligelang tahun 2017) 
 
Dari tabel diatas dapat dijelaskan penduduk desa Kaligelang masih rendah 
dalam masalah pendidikan. Terbukti masih ada penduduk buta huruf. Pendidikan 
yang mendominasi masyarakat desa Kaligelang yaitu lulusan SLTA sebanyak 
2672 jiwa, kemudian SLTP sebanyak 2069 jiwa, lulusan SD sebanyak 1810, dan 
tamat perguruan tinggi sebanyak 432 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang 
















Tabel : IV.06 
Luas dan Jumlah Penduduk Desa di Kecamatan Taman Tahun 2018 
Desa/Kelurahan (Km²) Penduduk Penduduk/Km² %
1 2 3 4 5
1 Penggarit 12.49 5,685 455 64%
2 Pener 2.73 6,519 2392 3%
3 Gondang 1.87 6,552 3502 5%
4 Jrakah 2.96 8,022 2711 4%
5 Sokawangi 2.62 7023 2681 4%
6 Kejambon 1.16 3,730 3210 5%
7 Jebed Selatan 1.99 6690 3364 5%
8 jebet Utara 1.8 7,986 4440 6%
9 Cibelok 3.3 10,888 3303 5%
10 Kaligelang 2.11 9,589 4553 6%
11 Banjardawa 1.21 2,881 4044 6%
12 Banjaran 2.2 6,533 2968 4%
13 Sitemu 1.67 3,783 2264 3%
14 Pedurungan 3.53 12,993 3678 5%
15 Taman 2.62 15,608 5959 8%
16 Wanarejan Selatan 2.09 10,680 5116 7%
17 wanarejan Utara 2.09 11,275 5404 8%
18 Beji 3.35 13,679 4082 6%
19 Kabunan 5.75 11,764 2047 3%
20   Asemdoyong 6.01 17,843 2,969 4%
21 Kedungbanjar 3.89 7,044 1811 3%
Jumlah 67.41 188767 70957 100%
No
 
(Sumber: Data Kec. Taman Dalam Angka 2018) 
 
Pada tabel diatas menjelaskan luas dan kepadatan penduduk di wilayah 
Kecamatan Taman pada tahun 2017, yang mana luas wilayah keseluruhan 
mencapai 67.41 km2 dengan jumlah penduduk keseluruhan mencapai 188.767 
jiwa dan memiliki kepadatan penduduk mencapai 2.800/km2. Yang mana desa 
Taman memiliki kepadatan penduduk yang lebih besar dengan jumlah 5.959/km2 
atau setara dengan 10 %, dan desa Penggarit yang memiliki kepadatan penduduk 





Tabel : IV.07 




1 Penggarit 5,685 5,685 3
2 Pener 6,519 - 6,519 3
3 Gondang 6,552 - 6,552 3
4 Jrakah 8,022 - 8,022 4
5 Sokawangi 7,023 - 7,023 4
6 Kejambon 3,730 - 3,730 2
7 Jebed Selatan 6,690 - 6,690 4
8 Jebed Utara 7,986 - 7,986 4
9 Cibelok 10,888 - 10,888 6
10 Kaligelang 9,589 - 9,589 5
11 Banjardawa 4,881 - 4,881 3
12 Banjaran 6,533 - 6,533 3
13 Sitemu 3,783 - 3,783 2
14 Pedurungan 12,993 - 12,993 7
15 Taman 15,608 - 15,608 8
16 Wanarejan Selatan 10,680 - 10,680 6
17 Wanarejan Utara 11,275 - 11,275 6
18 Beji 13,679 - 13,679 7
19 Kabunan 13,679 - 13,679 7
20   Asemdoyong 11,764 - 11,764 6
21 Kedungbanjar 7,044 - 7,044 4





(Sumber: Data Kec. Taman Dalam Angka 2018) 
Tabel diatas menunjukan bahwa keseluruhan masyarakat yang ada 
diwilayah Kecamatan Taman dari berbagai desa semuanya asli warga negara 










Jumlah Penganut Agama per Desa di Kecamatan Taman Tahun 2018 
(Sumber : Data Kec Taman Dalam Angka 2018) 
Dengan melihat tabel pada data diatas menunjukan bahwa sebagian besar 
masyarakat di wilayah Kecamatan Taman sebagian besar menganut agama 
muslim/islam dengan jumlah keseluruhan mencapai 164,508 orang atau setara 
dengan 99,9 %. Dan jumlah paling sedikit yaitu masyarakat yang menganut pada 
agama katholik dengan jumlah 447 orang atau setara dengan 40 %. 
Islam Protestan Katholik Hindhu Budha Jumlah
1 2 3 4 5 6 7
1 Penggarit 4,332 20 - - - 4,352
2 Pener 5,383 - - - - 5,383
3 Gondang 5,905 - - - - 5,905
4 Jrakah 6,899 - 15 - - 6,914
5 Sokawangi 5,385 53 34 - - 5,472
6 Kejambon 3,786 5 - - - 3,791
7 Jebed Selatan 5,235 42 - - - 5,277
8 Jebed Utara 6,966 56 8 - - 7,030
9 Cibelok 9,564 18 7 - - 9,589
10 Kaligelang 7,798 - 14 - - 7,812
11 Banjardawa 4,514 17 21 - - 4,552
12 Banjaran 5,462 - 8 - - 5,470
13 Sitemu 4,267 - - - - 4,267
14 Pedurungan 10,949 - 15 - - 10,964
15 Taman 12,861 166 114 - - 13,141
16 Wanarejan Selatan 10,876 98 130 - - 11,104
17 Wanarejan Utara 9,864 13 57 - - 9,934
18 Beji 13,390 6 13 - - 13,409
19 Kabunan 10,583 9 11 - - 10,603
20   Asemdoyong 14,145 - - - - 14,145
21 Kedungbanjar 6,343 - - - - 6,343
Jumlah 164,508 503 447 165,458







Sehingga dapat dikatakan mayoritas masyarakatnya memiliki jiwa religius 
yang lumayan kental yang melekat pada setiap diri masyarakat. Dan membuat 
hubungan antar masyarakatnya menjadi lebih rukun ,akur, dan sejahtera antara 
masyarakat satu dengan yang lain, walaupun terkadang masih ada sedikit 
perselisihan. 
IV.3. Kondisi Pemerintahan 
Pengertian Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut desa, 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Mencermati pengerian desa sebagaimana diatur dalam PP. 43 Tahun 
2014 tentang Desa dimaksud, maka secara yuridis Wilayah Kaligelang dapat 
disebut Desa dan secara administratif termasuk wilayah Kecamatan Taman 
Kabupaten Pemalang. 
Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan 
Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diatur bahwa yang menjadi 
kewenangan Desa meliputi: 1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul; 2. 
Kewenangan lokal berkala Desa; 3. Kewenangan yang ditugaskan oleh 





dan 4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah 
provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Dalam organisasi desa juga memiliki gambar struktur mengenai bagian-
bagian desa yang bisa di lihat di gambar strukur agar mudah untuk di ingat dan 
agar masyarakat mengerti berbagai bagian yang ada dalam tata desa, Sehingga 
mampu memberikan informasi bagi masyarakat itu sendiri. 
Struktur organisasi juga penting bagi para aparatur, karena dengan adanya 
tatanan jabatan/kedudukan diharapkan menambah semangat para aparatur dalam 
bekerja dan mengabdikan dirinya kepada negara dan masyarakat. 
Struktur organisasi dalam sebuah organisasi juga di maksudkan untuk 
merumuskan tugas pokok dan fungsi yang terbagi dalam unit – unit bagian divisi 
agar meminamilisir terjadinya masalah dalam setiap unit atau divisi. Dalam 
struktur organisasi juga terdapat span of control (rentang pengendalian) para 
pimpinan unit untuk memperjelas jumlah unit yang akan di bawahi. 
Pentingnya struktur organisasi juga untuk mengatur hubungan yang baik 
antar unit atau masing-masing bidang. Serta dapat mempermudah aparatur dalam 










Skema: IV. 01 
STRUKTUR ORGANISASI 
PEMERINTAH DESA KALIGELANG 
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(Sumber: Data profil desa Kaligelang tahun 2018) 
 
Desa dipimpin oleh seorang kepala desa merupakan perangkat daerah 
sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Daerah. 
Kepala desa mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang 
dilimpahkan oleh Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di 
bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan kehidupan kemasyarakatan dalam kerja 
desa. 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Desa mempunyai fungsi : 
1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Camat 





2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 
umum 
3. Mitra pembangunan kota 
4. Sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Kesatuan Negara 
Republik Indonesia 
Uraian tugas dari masing-masing pejabat stuktural di lingkungan desa 
Kaligelang adalah sebagai berikut: 
1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa: 
a. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang 
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 
melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 
dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala 
Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut : 
d. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, 
penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan 
ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, 
administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah; 
e. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana 





f. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban 
masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, 
keagamaan, dan ketenagakerjaan; 
g. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi 
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, 
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; 
h. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga 
lainnya. 
2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa 
a. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. 
b. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang 
administrasi pemerintahan. 
c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), 
Sekretaris Desa mempunyai fungsi : 
d. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat 
menyurat, arsip, dan ekspedisi. 
e. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, 
penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, 
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan 
umum. 
f. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, 





administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, 
Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. 
g. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran 
pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka 
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta 
penyusunan laporan. 
h. Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas 
Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa. 
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah 
yang lebih tinggi. 
3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Umum 
a. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. 
b. Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan 
pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 
c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
d. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi: 
e. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas; 
f. Melaksanakan administrasi surat menyurat; 
g. Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa; 
h. Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa; 
i. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor; 
j. Penyiapan rapat-rapat; 





l. Pengadministrasian inventarisasi desa; 
m. Pengadministrasian perjalanan dinas; 
n. Melaksanakan pelayanan umum. 
4. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan 
a. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. 
b. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam 
urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas 
pemerintahan. 
c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
d. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi: 
e. Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa; 
f. Menyusun RAPBDes; 
g. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa; 
h. Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa; 
i. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan 
rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa); 
j. Menyusun laporan kegiatan Desa; 
k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
5. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Urusan Perencanaan 
a. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. 
b. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam 






c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
d. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi: 
e. Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa; 
f. Menyusun RAPBDes; 
g. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa; 
h. Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa; 
i. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan 
rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa); 
j. Menyusun laporan kegiatan Desa; 
k. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
6. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan 
a. Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis 
di bidang pemerintahan. 
b. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai 
pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan. 
c. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi 
d. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa; 
e. Menyusun rancangan regulasi desa; 
f. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan; 
g. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 
h. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa; 
i. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan; 





k. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa; 
l. Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 
7. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan 
a. Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis 
di bidang kesejahteraan. 
b. Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai 
pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan . 
c. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi  
d. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial 
budaya; 
e. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang 
ekonomi; 
f. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang 
politik; 
g. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang 
lingkungan hidup; 
h. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang 
pemberdayaan keluarga; 
i. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang 
pemuda, olah raga dan karang taruna; 







8. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan 
a. Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di 
bidang kesejahteraan. 
b. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai 
pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan. 
c. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi : 
d. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan 
kewajiban masyarakat Desa; 
e. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa; 
f. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa; 
g. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan 
ketenagakerjaan masyarakat Desa; 
h. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk; 
i. Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian; 
j. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan; 
k. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan; 
l. Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan; 
9. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dusun 
a. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang 
bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di 
wilayahnya. 
b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala 





c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan 
masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan 
wilayah. 
d. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. 
e. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan 
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. 
f. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang 
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa 
IV.4. Kondisi Sosial Ekonomi 
Dalam kehidupan sehari-hari sering kita mengamati adanya perbedaan 
kondisi antar warga. Baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dalam 
lingkungan masyarakat yang lebih luas perbedaan mencakup berbagai aspek 
kehidupan, misalnya ada orang kaya dan orang miskin, ada orang berkuasa dan 
ada orang yang tidak berkuasa, serta ada orang yang dihormati dan ada orang 
yang tidak dihormati. 
Kondisi yang cenderung merujuk pada keadaan ekonomi dan sosial 
seseorang dalam kaitannya dengan jabatan (kekuasaan), dan peranan yang 
dimiliki oleh orang bersangkutan di dalam masyarakat. Status atau kondisi 
cenderung memperlihatkan tingkat kedudukan seseorang dalam hubungannya 
dengan orang lain berdasarkan suatu ukuran tertentu. Ukuran atau tolak ukur yang 
dipakai didasarkan pada salah satu kombinasi yang mencakup tingkat pendidikan, 





Dalam kamus besar bahasa indonesia kondisi adalah keadaan atau 
kedudukan seseorang. Sedangkan sosial adalah sesuatu yang berhubungan dengan 
masyarakat. Ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. 
Dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial ekonomi adalah keadaan, kedudukan 























Tabel : IV. 09 Mata Pencaharian Penduduk Menurut Jenisnya per Desa di Kecamatan Taman Tahun 2018 
Buruh Buruh Buruh
Tani Industri Bangunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Penggarit 564 756 129 98 328 19 3 516
2 Pener 540 1453 206 21 653 13 3 1198
3 Gondang 579 163 342 15 463 12 5 1201
4 Jrakah 549 1602 312 18 492 59 2 1098
5 Sokawangi 436 1478 336 67 345 24 9 542
6 Kejambon 202 600 32 211 581 14 1 -
7 Jebed Selatan 447 342 661 67 344 39 2 532
8 Jebed Utara 202 336 763 198 362 17 3 126
9 Cibelok 373 1098 177 245 616 19 3 705
10 Kaligelang 251 1624 492 142 820 32 10 432
11 Banjardawa 41 105 414 236 213 13 - 642
12 Banjaran 705 765 348 718 436 20 - 654
13 Sitemu 169 532 327 39 101 5 - 402
14 Pedurungan 751 1605 278 207 157 32 67 706
15 Taman 117 188 658 106 324 28 - 1873
16 Wanarejan Selatan 54 543 253 120 410 69 27 225
17 Wanarejan Utara 193 363 2136 2251 152 20 27 2780
18 Beji 991 380 750 250 110 63 25 1512
19 Kabunan 600 561 216 1500 420 31 296 812
20   Asemdoyong 879 254 173 43 142 27 3523 1398
21 Kedungbanjar 455 239 36 46 171 23 71 -
Jumlah 9098 14987 9039 6598 7469 579 4077 17354
% 52.43 86.36 52.09 38.02 43.04 3.34 23.49 100
No
Desa
Petani Dagang Angkot Nelayan Lain2
Mata Pencaharian
 





Bisa dilihat pada tabel di atas bahwa wilayah kecamatan Taman memiliki 
beragam mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakatnya guna memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Dengan melihat tabel diatas yang paling dominan yaitu 
masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dengn jumlah 9.098 atau setara 
dengan 52,43% maupun buruh tani dengan jumlah 14.987 atau setara dengan 
86,36%. Disamping itu sektor pertanian juga telah menjadi produk unggulan bagi 
sebagian besar masyarakat di wilayah Kecamatan Taman.Dan mata pencaharian 
yang paling sedikit di tekuni oleh masyarakat yaitu sebagai angkot, yang hanya 
berjumlah 579 orang atau setara dengn 3,34%. 
Dengan memperhatikan keragaman yang di miliki, Maka mobilitas 
perekonomian masyarakat wilayah Kecamatan Taman dapat di katakan sangat 
jauh untuk dikatakan“miskin harta” secara kasat mata dapat dilihat rumah - rumah 
yang di huni masyarakat umumnya berada pada kondisi yang prima dan layak 
pakai. 
Suburnya tanah menjadi motivasi utama bagi tumbuh suburnya usaha 
agribisnis. Wilayah Kecamatan Taman saat ini telah menjadi sasaran penting bagi 
pelaku usaha cabai, bawang,buah timun suri, mentimun,semangka dsb untuk bisa 
bercocok tanam didaerah tersebut. 
a. Pertumbuhan ekonomi 
 Pertumbuhan ekonomi desa Kaligelang kecamatan Taman dipengaruhi oleh 
pertumbuhan hasil pertanian, industri kecil atau rumah tangga pertumbuhan 
ekonomi di desa Kaligelang kecamatan Taman sudah ada peningkatan 





karena sebagian besar penduduk desa Kaligelang mempunyai mata pencaharian 
sebagai buruh tani atau petani penggarap dan sektor pertanian menjadi komoditi 
utamanya khususnya produksi padi. 
b. Pendapatan perkapita 
Pendapatan perkapita (pendapatan setiap orang pertahun) merupakan 
salah satu indicator kondisi perekonomian desa Kaligelang. Pendapatan 
perkapita penduduk desa Kaligelang pada tahun 2017 sebesar Rp. 10.800.000 
(sepuluh juta delapan ratus rupiah). Dengan pendapatan perkapita penduduk 
tersebut berarti rata-rata pendudukan desa Kaligelang memiliki penghasilan ± 
Rp. 900.000,00 perbulan, artinya masih dibawah UMK kabupaten Pemalang 
tahun 2017. 
c. Potensi unggulan 
Desa Kaligelang memiliki beragam potensi sumberdaya yang bisa 
dikembangkan, baik yang berasal dari sumbernya alam maupun sumber daya 
buatan. Beberapa potensi unggulan dalam rangka mendukung pengembangan 
desa Kaligelang meliputi: 
1) Industri Rumah Tangga 
Desa Kaligelang memiliki industri rumah tangga pembuatan mainan anak-
anak berupa otok-otok, kipas, sumpritan, terompet, dan tas berkualitas 








2) Industri Kecil Makanan 
Di desa Kaligelang memiliki banyak produk industri kecil, diantarannya 
adalah tempe kripik, peyek kacang, rengginang bodin, ogel-ogel, bolu, dan 
tempe. Jumlah pengusaha ada sekitar 20 orang dengan tenaga kerja 40 
orang orang. Industri ini terletak di RW. 01, 03, 04, 05, 07, dan 08 desa 
Kaligelang kecamatan Taman. 
3) Peternakan Lele 
Seiring dengan kemajuan dunia peternakan dan untuk memenuhi 
kebutuhan protein hewani, di desa Kaligelang memiliki pengusaha ternak 
lele sebanyak 7 peternak. Lokasinya di RW. 01, 02, 03, 04, dan 07. 
Pemasarannya selain disekitar wilayah desa serta keluar daerah 
4) Peternakan Unggas 
Peternakan unggas yang ada adalah ternak itik dan ayam kampong, 
meskipun belum begitu besar jumlahnya tetapi dapat membantu 
menambah penghasilan keluarga. Jumlah peternak sebanyak 10 orang 
dengan jumlah peliharaan sekitar 200 ekor yang terletak di RW. 01, 02, 03, 
04, 05, dan 06 desa Kaligelang kecamatan Taman. 
5) Peternakan Kambing dan Kerbau 
Di desa Kaligelang memiliki peternakan kambing potong dengan jenis 
kambing jawa, jumlah peternak sebanyak 11 orang yang berlokasi di RW. 







6) Pembuatan Bata Merah 
Di desa Kaligelang memiliki industri pembuatan bata merah yang dikelola 
oleh masyarakat. Jumlah pengusaha 10 orang, tenaga kerja sebanyak 22 
orang, industri terletak di RW. 01, 03, dan 06 pemasaran di sekitar 
Wilayah Kabupaten Pemalang. 
7) Jasa Servis Elektrotik 
Potensi unggulan lainnya yang ada di desa Kaligelang adalah jasa servis 
elektronik yang mulai berkembang dan banyak diminati oleh warga, hal ini 
sejalan dengan upaya pemerintah desa yang memfasilitasi kegiatan 
pelatihan-pelatihan servis dan jasa servis yang ada sejumlah 4 orang. 
IV.5. Kondisi Kesehatan 
Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 
Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan 
kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau perawatan termasuk 
kehamilan  dan persalinan. Untuk itu di suatu desa harus memiliki sarana dan 
prasarana seperti pukesmas, pukesmas pembantu dan poliklinik. 
Pukesmas merupakan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan 
pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta 
kecamatan dan memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada 
masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Dengan kata lain 
pukesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan 





IV.6. Kondisi Sosial Budaya 
Masyarakat di desa Kaligelang adalah pendukung kebudayaan jawa. 
Sebagaimana seperti masyarakat pendukung kebudayaan jawa lainnya, mereka 
dalam berkomunikasi juga menggunakan bahasa jawa.”ngapak” dimana 
pengucapan akhiran kata vokal kebanyakan di lafalkan dengan huru “a” misalnya 
seperti apa, sega, lara dsb. 
Prinsip keturunan yang dianut oleh masyarakat desa Kaligelang adalah 
bilateral, yaitu suatu sistem penarikan garis keturunan melalui nenek-moyang 
laki-laki dan wanita secara serentak. Artinya, yang dianggap sebagai kerabatnya 
adalah kerabat dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Sedangkan, istilah yang 
digunakan untuk menyebut atau menyapa kerabatnya antara lain: bapak (istilah 
untuk menyebut orang tua laki-laki), sima (istilah untuk menyebut orang tua 
perempuan), side lanang (istilah yang digunakan untuk menyebut orang tua laki-
laki ayah dan ibu), side wadon (istilah yang digunakan untuk menyebut orang tua 
perempuan ayah dan ibu), lek atau paman (istilah yang digunakan untuk menyebut 
adik laki-laki ayah dan ibu), bibi (istilah yang digunakan untuk menyebut adik 
perempuan ayah dan ibu), kakang (istilah yang digunakan untuk menyebut 
saudara tua laki-laki), mbakyu (istilah yang digunakan untuk menyebut saudara 
tua perempuan), dan adi (istilah yang digunakan untuk menyebut saudara muda 
baik laki-laki maupun perempuan). 
Sistem perkawinan yang mereka anut adalah “bebas”. Artinya, tidak hanya 





orang kawin dengan gadis atau jejaka dari daerah lain. Sedangkan, tempat tinggal 
yang dianut setelah perkawinan adalah matrilokal (pengantin baru tinggal di 
rumah orang tua atau dekat dengan kerabat pihak perempuan). 
Pada masa lalu orang-orang yang status sosialnya tinggi adalah yang 
memiliki harta benda yang berlimpah dan orang-orang yang pengetahuan 
agamanya (Islam) dalam/luas. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di masa 
lalu banyak orang tua yang mengirim anaknya ke pesantren, seperti: Kaliwungu 
(Semarang), Kraprak (Yogyakarta), dan Lasem (Jawa Timur). Namun, dewasa ini 
yang termasuk dalam status sosial tinggi adalah tidak hanya orang-orang yang 
memiliki kekayaan dan pengetahuan agama saja, tetapi juga pendidikan formal 
yang tinggi. 
Ini artinya, orang-orang yang hanya memiliki kekayaan, pengetahuan 
agama, dan pendidikan formal yang sedang-sedang saja temasuk dalam 
statussosial sedang (menengah). Sedangkan, mereka yang tidak atau kurang 
mampu, baik dalam kekayaan, pengetahuan agama, dan pendidikan formal 
termasuk dalam status sosial yang rendah. 
Lembaga keagamaan di wilayah desa Kaligelang bisa dikatakan sedikit, 
dan dalam urusan keagamaan masyarakat desa Kaligelang dapat dikatakan netral. 
Walaupun begitu masyarakat desa Kaligelang mengedepankan sifat religius, 
santun dalam kata-kata dan bijak dalam sikap. Arus informasi sebagai dampak era 





masyarakat dari penindasan politis serta berhasil menyentuh rasa keingin tahuan 
yang tinggi. 
Terdapat indikasi yang kuat bahwa tokoh masyarakat telah memiliki 
wawasan mandiri tentang suatu tema yang sedang menjadi topik kajian 
masyarakat. Para tokoh masyarakat sangat menghargai kepada upaya-upaya 
inovatif bagi perkembangan pembangunan tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur 
budaya bangsa yang Islami. 
Kemudian masyarakat desa Kaligelang ketika menjelang ramadhan 
mengadakan “nyekar” area pemakaman umum. Warga pun melakukan slametan 
atau biasa disebut “unggah-unggahan”, pada saat itu slametan biasa menggunakan 
apem merah dan apem putih, tetapi dengan perkembangan zaman apem merah dan 
apem putih sulit dijumpai, dengan demikian slametan diganti dengan nasi atau 
makanan. Kegiatan ini sebagai wadah silaturahmi warga desa sebelum ramadhan. 
Tradisi ini sebagai simbol rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah 
member umur panjang dan dapat bertemu bulan Ramadhan. Tradisi yang di 
selanggarkan setahuan sekali mendorong warga antusias untuk berbondong-






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang berjudul Peran 
Kepala Desa Dalam Mengoptimalkan Dana Desa Tahun Anggaran 2016-2018 Untuk 
Pembangunan Fisik Desa Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. 
Peneliti memilih informan tidak pada besaran tetapi kedalaman informasi yang 
didapatkan dengan memilih orang-orang yang mengetahui bagaimana permasalahan 
yang ada dalam penelitian, hal ini agar tingkat kepercayaan dan validitas dari 
penelitian ini memiliki kepercayaan bagi pembaca. 
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Peran Kepala Desa dalam Mengoptimalkan 
Pembangunan Fisik di Desa Kaligelang, dan untuk mengetahui apa saja faktor  
penghambat serta solusi dari peran kepala desa dalam pembangunan di desa 
Kaligelang. 
Pokok-pokok penelitian mengenai Peran Kepala Desa dalam Mengoptimalkan Dana 
Desa Tahun Anggaran 2016-2018 Untuk Pembangunan Fisik Desa Kaligelang 
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut: 
1. Peran kepala desa dengan unit analisis : 
e. Perilaku kepala desa 
f. Efektifitas kerja 
g. Efisiensi waktu 





2.  Dana desa dengan unit analisis : 
d. Penerimaan Pajak dan Retribusi 
e. Dana alokasi umum 
f. Dana alokasi khusus 
3. Pembangunan desa dengan unit analisis : 
f. Proses kegiatan perubahan 
g. Proses perencanaan pembangunan 
h. Pembangunan jangka pendek 
i. Pembangunan jangka panjang 
j. Kesejahteraan masyarakat desa 
  Untuk mengetahui apa yang sudah menjadi tujuan dalam penelitian ini, 
peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang berhubungan 
dengan Peran Kepala Desa Dalam Mengoptimalkan Dana Desa Tahun Anggaran 
2016-2018 Untuk Pembangunan Fisik Desa Kaligelang Kecamatan Taman 
Kabupaten Pemalang dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat serta solusi 
dari peran kepala desa dalam mengoptimalkan dana Desa Tahun Anggaran 2016-
2018 Untuk Pembangunan Fisik Desa Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten 
Pemalang. 
 Adapun informan mencangkup : 
a. Kepala Desa : Bapak Agus Sudibyo, S.Ip. 
b. Perangkat Desa : 





c. Ketua BPD : Bapak Ali Jabidin 
d. Tokoh Masyarakat : 
1. Bapak H. Kaliri. M.Pd 
2. Bapak Suharto 
3. Bapak Rusdi 
e. Masyarakat 
1. Bapak Dulmanan 
2. Bapak Ustad Muhidin 
V.1. Hasil Penelitian  
1.Peran kepala desa dengan unit analisis: 
a. Peran Kepala Desa sebagai suatu perilaku kepemimpinan dalam pembangunan 
yaitu pimpinan tertinggi di desa yang mempunyai perilaku adil untuk melaksanakan 
pembangunan di desa secara merata. 
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana peran 
kepala desa dalam dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya? 
Menurut Bapak Casmad, S.Pd.  (selaku sekertaris desa) pada tanggal 17 
Oktober 2019 mengatakan: 
Bapak kepala desa sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai 
dengan aturan perundang undangan yang berlaku. Meski demikian desa 
memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah 
pembangunan desa itu sendiri, dengan demikian kepala desa dalam membuat 
peraturan yang bersifat formal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat 





Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku kepala BPD Desa Kaligelang) 
pada tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Bapak kepala desa sudah melaksanakan tugasnya sesuai tupoksi dan 
kewenangannya sebagai kepala desa, suatu bukti bliau di pilih untuk yang 
kedua kalinya sebagai kepala desa untuk periode yang kedua, kepala desa 
dalam hal ini sudah melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin demi 
kemajuan desa kaligelang. 
Selanjutnya Bapak Kaliri, M.Pd. (selaku tokoh masyarakat) pada tanggal 28 
Oktober 2019 mengatakan: 
Dilihat dari tolak ukur apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya  
sebagai kepala desa dan kinerja sebagai kepala desa, sebisa mungkin beliau 
bekerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena menjadi kepala 
desa merupakan amanah dari masyarakat . 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa 
peran kepala desa dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan baik. 
Bertanggungjawab dengan pekerjaannya dan sudah melaksanakan tugas 
sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Meski demikian 
desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah 
pembangunan desa itu sendiri, dengan demikian kepala desa dalam membuat 
peraturan yang bersifat formal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat 
secara positif dalam bentuk peraturan desa. 
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Bagaimana kepala 
desa dalam berkomunikasi kepada aparatur desa maupun masyarakat guna 





Menurut Bapak Casmad, S.Pd. (selaku sekertaris desa) pada tanggal 17 
Oktober 2019 mengatakan: 
Salah satu kunci demi terciptanya kelancaran pembangunan di pedesaan 
adalah peranan komunikasi pemerintahan (dalam hal ini kepala desa) untuk 
dapat menyempaikan berbagai informasi tentang kebijakan pembangungan 
yang akan dilaksanakan di desa kepada masyarakat setempat agar 
masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan tersebut. Untuk 
masalah pembangunan, bapak kepala desa sudah transparan dan akuntabel. 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku kepala BPD Desa Kaligelang) 
pada tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Beliau sudah menjalankan sesuai dengan aturan undang-undang dan 
prosedur pembangunan yang ada. Jadi setiap pembangunan yang 
dilaksanakan desa kaligelang itu tidak lepas dari pemerintahan, lembaga, 
ataupun masyarakat dengan bukti memberdayakan masyarakat yang ada di 
desa kaligelang. 
Selanjutnya Bapak Kaliri, M.Pd. (selaku tokoh masyarakat) pada tanggal 28 
Oktober 2019 mengatakan:  
Komunikasi mempunyai sejumlah pengaruh baik terhadap tipe, sasaran, tugas 
pemerintahan termasuk di dalamnya pemeliharaan hubungan. Maka dari itu 
selaku kepala desa selalu menjaga kepada aparatur desa maupun masyarakat 
guna tercapaiannya pembangunan di desa Kaligelang. Komunikasi memang 
sangat penting mengingat ini mengenai pembangunan, melalui rapat desa 
bersama masyarakat dan menjalin hubungan dengan masyarakat itu memang 
sangat baik dan menjadi wadah untuk dapat transparan. Tanpa adanya 
hubungan komunikasi ke segala arah dalam suatu kegiatan, akan sulit 
diketahui apa yang sudah dicapai, apa yang akan diraih dan bagaimana 





informasi bagi pimpinan dalam menginformasikan berbagai kebijakan 
ataupun tentang pembangunan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa peran 
kepala desa dalam berkomunikasi kepada aparatur desa maupun masyarakat 
guna pembangunan fisik desa yaitu bapak kepala desa dalam kesempatannya 
rapat desa bersama aparatur desa dan masyarakat guna mengkomunikasikan 
pembangunan desa secara transparan dan akuntabel. Tanpa adanya hubungan 
komunikasi ke segala arah dalam suatu kegiatan, akan sulit diketahui apa yang 
sudah dicapai, apa yang akan diraih dan bagaimana kendala dalam 
pelaksanaan pekerjaan dan komunikasi adalah sumber informasi bagi 
pimpinan dalam menginformasikan berbagai kebijakan ataupun tentang 
pembangunan. 
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Bagaimana kepala 
desa merespon atau memperhatikan aspirasi masyarakat dalam pembangunan 
fisik desa? 
Menurut Bapak Casmad, S.Pd.  (selaku sekertaris desa) pada tanggal 17 
Oktober 2019 mengatakan: 
Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) sesungguhnya adalah 
forum bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan program pembangunan 
di daerahnya masing-masing, kemudian munculnya usulan-usulan 
pembangunan dari masyarakat dan diputuskan di Musrenbang, Usulan 
program dari masyarakat itu kemudian oleh kepala desa diperingkatkan 





usulan masyarakat dan lahirnya pemerataan pembangunan sarana dan 
prasarana yang dibutuhkan masyarakat. 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD) pada tanggal 11 
November 2019 mengatakan: 
Setiap manusia pasti ada kekurangan dan kelebihannya, apa yang 
dilaksanakan kepala desa dalam pembangunan ini juga. Pembangunan fisik 
selama ini tidak ada kendala, jadi kesimpulan kita atau masyarakat posiitif 
dalam hal ini. Aspirasi masyarakat contohnya ada lapangan yang menjadi 
menjadi program dan pengaspalan jalan. 
Selanjutnya Bapak H. Kaliri, M.Pd. (selaku tokoh masyarakat) pada tanggal 
28 Oktober 2019 mengatakan:  
Musyawarah desa dalam pelaksanaannya menganut musyawarah mufakat, 
sehingga dalam pengambilan keputusan dilaksanakan dengan 
mengedepankan asas tersebut. Keputusan yang diambil berdasarkan 
kesepakatan bersama menjadi keputusan akhir dari hasil musyawarah yang 
dilaksanakan. Seluruh peserta musyawarah pada akhirnya menyepakati hasil 
musyawarah tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil. Hasil 
kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara kesepakatan 
musyawarah  yang ditandatangani  oleh Ketua BPD dan Kepala Desa. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa 
peran kepala desa merespon atau memperhatikan aspirasi masyarakat dalam 
pembangunan fisik desa bahwa kepala desa menyikapi usulan ataupun 
masukan dari masyarakat mengenai pembangunan desa dengan baik. 
Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) sesungguhnya adalah 





di daerahnya masing-masing. Usulan program dari masyarakat itu kemudian 
diperingkatkan berdasarkan skala prioritas yang kemudian teralisasi. 
mendorong masyarakat ikut aktif dalam proses pembangunan, dengan 
demikian masyarakat menjadi lebih merasa di hargai karena ikut serta dalam 
setiap pembangunan dan menghidupkan lagi nilai-nilai gotong royong sesama 
masyarakat. Kemudian kepala desa selalu melibatkan BPD selaku badan 
eksekutif desa supaya peraturan yang di buat kepala desa dapat bermanfaat 
bagi masyarakat. 
4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah Bagaimana 
mengenai kecerdasan kepala desa dalam mengambil keputusan pembangunan 
fisik desa? 
Menurut Bapak Casmad, S.Pd.  (selaku sekertaris desa) pada tanggal 17 
Oktober 2019 mengatakan: 
Kebijakan yang ada di desa tetap harus sesuai aturan dari atasan yaitu 
atasan Pemerintah daerah. Selain itu pengambilan keputusan juga diambil 
dari musyawarah desa yang telah disepakati bersama. Bapak kepala desa tau 
persis mana pembangunan yang harus dilaksanakan saat ini dan 
pembangunan yang dapat dipending. 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD) pada tanggal 11 
November 2019 mengatakan: 
Kepala desa setiap kali bermusyawarah, setiap kali mengambil keputusan 
dengan bijaksana transparan, dan dimana dalam memimpin rapat dan 





Selanjutnya Bapak H. Kaliri, M.Pd. (selaku tokoh masyarakat) pada tanggal 
28 Oktober 2019 mengatakan:  
Semua pembangunan yang telah tercapai di desa itu tidak terlepas dari 
dukungan dan partisipasi masyarakat,  sebagai kepala desa selalu 
berkoordinasi yaitu rapat desa untuk menentukan pembangunan dan 
mengajak masyarakat berpartisipasi. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan 
mengenai kecerdasan kepala desa dalam mengambil keputusan pembangunan 
fisik desa pengambilan keputusan yang di buat kepala desa harus tetap 
mengacu pada peraturan yang berlaku, dan melihat skala prioritas. Meski 
demikian masyarakat memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam 
menentukan arah pembangunan desa itu sendiri yaitu dengan adanya 
musyawarah. 
5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah kepala desa 
selalu jujur dan terbuka dalam anggaran pembangunan fisik desa? 
Menurut Bapak Casmad, s.Pd. (selaku sekertaris desa) pada tanggal 17 
Oktober 2019 mengatakan: 
Masyarakat ditunjukan setiap anggaran pembangunan desa secara 
transparan. Terbuka dengan masyarakat contohnya selalu di paparkan dalam 
rincian-rincian sepanduk di setiap pembangunan yang sedang berjalan. 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 
tanggal 25 Oktober 2019 mengatakan: 
Kepala desa berpedoman pada ketentuan yang ada maka tidak akan ada 





dana desa, mengenai anggaran pembangunan cukup transparan karena 
dalam musrembang selalu di sampaikan. Bapak kepala desa dan jajarannya 
sudah jujur dan transparansi, dan ini bisa di lihat dan di buktikan didalam 
Laporan Pertanggung Jawaban dan setian kali ingin mejalankan program itu 
melibatkan lembaga-lembaga yang lain, jadi tidak di putuskan sendiri. 
Selanjutnya Bapak H. Kaliri, M.Pd. (selaku tokoh masyarakat) pada tanggal 
28 Oktober 2019 mengatakan: 
Semua pembangunan yang telah tercapai di desa itu tidak terlepas dari 
dukungan dan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya musyawarah mufakat 
jadi nomor satu dalam pembangunan dan otomatis masalah anggaran juga di 
musyawarahkan. Dalam program pembangunan desa masyarakat bukan 
hanya sebagai penentu keputusan, melainkan juga sebagai sumber 
identifikasi, sehingga dalam penggunaan dan pengelolaan ADD menjadi tepat 
sasaran dan rill dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa 
kepala desa selalu jujur dan terbuka dalam anggaran pembangunan fisik desa. 
Musrembang sebagai wadah aspirasi masyarakat dan menyampaikan anggaran 
pembangunan secara transparan oleh kepala desa. Dalam program 
pembangunan desa masyarakat bukan hanya sebagai penentu keputusan, 
melainkan juga sebagai sumber identifikasi, sehingga dalam penggunaan dan 
pengelolaan ADD menjadi tepat sasaran dan rill dengan kepentingan 
masyarakat itu sendiri. 
Berdasarkan 5 jawaban diatas mengenai unit analisis perilaku kepala 
desa, peneliti simpulkan bahwa peran kepala desa dalam melaksanakan tugas 





pekerjaannya dan sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan 
perundang undangan yang berlaku. Meski demikian desa memiliki hak dan 
wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan desa itu 
sendiri. Kemudian, dalam berkomunikasi kepada aparatur desa maupun 
masyarakat guna pembangunan fisik desa yaitu bapak kepala desa dalam 
kesempatannya rapat desa bersama aparatur desa dan masyarakat guna 
mengkomunikasikan pembangunan desa secara transparan dan akuntabel. 
Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) sesungguhnya adalah 
forum bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan program pembangunan 
di daerahnya masing-masing. Usulan program dari masyarakat itu kemudian 
diperingkatkan berdasarkan skala prioritas. Kemudian kepala desa selalu 
melibatkan BPD selaku badan eksekutif desa supaya peraturan yang di buat 
kepala desa dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam program pembangunan 
desa masyarakat bukan hanya sebagai penentu keputusan, melainkan juga 
sebagai sumber identifikasi, sehingga dalam penggunaan dan pengelolaan 
ADD menjadi tepat sasaran dan rill dengan kepentingan masyarakat itu 
sendiri. 
b. Peran Kepala Desa Sebagai Suatu Peningkatan Efektifitas Kerja 
Yaitu peningkatan efektifitas kerja dalam penyelesaian pekerjaan tepat pada 





1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah program atau 
misi pembangunan yang direncanakan kepala desa sudah tercapai sesuai 
tujuan? 
Menurut Bapak Casmad, s.Pd. (selaku sekertaris desa) pada tanggal 17 
Oktober 2019 mengatakan: 
Untuk program pembangunan fisik secara umum sudah mas tapi ada satu 
yaitu lapangan sepak bola desa yang masih belum terselesaikan mas karena 
butuh dana cukup banyak dan jalan desa mas karena keterbatasan dana tapi 
selanjutnya akan segera di perbaiki. 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 
tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Pembangunan setiap tahun itu di musyawarahkan melalui RPJM selama lima 
tahun, kemudian untuk tahun tahun anggaran itu ada rencana kerja tahunan. 
Jadi tidak bisa dalam satu tahun anggaran melaksanakan beberapa program 
yang tidak bisa di jangkau, sesuai dengan anggran yang di tetapkan untuk 
tahun anggaran di tahun tersebut. 
Selanjutnya Bapak Suharto (selaku tokoh masyarakat) pada tanggal 27 
Oktober 2019 mengatakan: 
Secara umum program pembangunan yang sudah di rencanakan sedikit-
sedikit sudah terlaksana mas, namun belum seluruhnya tercapai, dan masih 
banyak yang belum tercapai karena keterbatasan anggaran. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa 
program atau misi pembangunan yang direncanakan kepala desa sudah 
tercapai sesuai tujuan dan secara umum sudah di selesaikan, teapi untuk 





yang cukup banyak. Pembangunan setiap tahun di musyawarahkan melalui 
RPJM selama lima tahun, kemudian untuk tahun tahun anggaran itu ada 
rencana kerja tahunan. Jadi tidak bisa dalam satu tahun anggaran 
melaksanakan beberapa program yang tidak bisa di jangkau, sesuai dengan 
anggran yang di tetapkan untuk tahun anggaran di tahun tersebut. 
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah kepala desa 
mengatur kegiatan pembangunan fisik desa? 
Menurut Bapak Casmad, S.Pd. (selaku sekertaris desa) pada tanggal 17 
Oktober 2019 mengatakan: 
Keberhasilan pembangunan suatu desa tidak terlepas dari peran Kepala Desa 
sebagai pemimpin yang ada di desa, hal ini juga merupakan fungsi dari 
pemerintah desa itu sendiri yaitu fungsi pembangunan. Dengan cara 
musyawarah mufakat yang sudah tercantum dalam RKPDES, dengan 
membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK), dan yang mengerjakannya TPK. 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 
tanggal 11 Noveber 2019 mengatakan: 
Ini merupakan salah satu peran sebagai kepala desa mas. Kepala desa atau 
pemerintah desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan 
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan desa.  
Selanjutnya Bapak Suharto (selaku tokoh masyarakat) pada tanggal 27 
Oktober 2019 mengatakan:  
Wewenang mengatur pembangunan desa itu dilaksanakan oleh Pemerintah 






Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa peran 
kepala desa mengatur kegiatan pembangunan fisik desa dan kebijakan 
pembangunan, masih didasarkan pada program yang telah dirumuskan pada 
musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap 
tahunnya. Kepala Desa sebagai pemimpin yang ada di desa, hal ini juga 
merupakan fungsi dari pemerintah desa itu sendiri yaitu fungsi pembangunan. 
Dengan cara musyawarah mufakat yang sudah tercantum dalam RKPDES, 
dengan membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK), dan yang mengerjakannya 
TPK. 
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah kepala desa 
membagikan atau mengintrupsikan kerja terhadap aparatur desa dalam 
menyelesaikan pekerjaan? 
Menurut Bapak Casmad, S.Pd. (selaku sekertaris desa) pada tanggal 17 
Oktober 2019 mengatakan: 
Peran kepala desa sebagai bagian terpenting yang ada di desa sudah jelas 
dapat mengatur rumah tangganya. Dengan asas bekerja sama dan 
gotongroyong maka pekerjaan diselesaikan bersama-sama dengan membagi 
tugas sesuai porsinya. 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 
tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Ya pasti mas, karena fungsinya perangkat desa kan menyelesaikan pekerjaan 





Selanjutnya Bapak Suharto (selaku tokoh masyarakat) pada tanggal 27 
Oktober 2019 mengatakan: 
Pekerjaan apabila dikerjakan bersama-sama maka akan cepat selesai, begitu 
juga pembangunan desa mas, beliau sebagai orang yang dipercaya di desa 
percaya dengan perangkat desa untuk mengemban tugas demi pembangunan 
desa. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa 
kepala desa membagikan atau mengintrupsikan kerja terhadap aparatur desa 
dalam menyelesaikan pekerjaan dengan asas kerjasama dan gotong royong 
agar pembangunan desa cepat selesai. Yaitu dengan membagi tugas sesuai 
porsinya. 
4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah kepala desa 
menggunakan fasilitas sarana dan prasarana kantor guna menyelesaikan tugas 
pekerjaan? 
Menurut Bapak Casmad, S.Pd. (selaku sekertaris desa) pada tanggal 17 
Oktober 2019 mengatakan: 
Sarana prasana yang ada di kantor desa fugsinya untuk menunjang pekerjaan 
mas, jadi kalau mengerjakan tugas desa dan menggunakan sarpras desa itu 
memang di anjurkan. 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 
tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Ya mas, bukan Cuma kepala desa tapi siapa saja yan kerja di kantor desa dan 






Selanjutnya Bapak Harto (selaku tokoh masyarakat) pada tanggal 27 Oktober 
2019 mengatakan:  
Untuk memperlancar pekerjaan, bapak kepala desa menggunakan fasilitas 
yang ada dan untuk menunjang pekerjaan. Sarana dan prasarana dibeli, 
dibikin, dan tersedia tujuannya untuk memfasilitasi mereka-mereka yang 
kerja di kantor desa. Bukan cuma beliau mas  semua yang kerja juga di sini, 
ya jelas memakai mas. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa 
kepala desa menggunakan fasilitas sarana dan prasarana kantor guna 
menyelesaikan tugas pekerjaan, karena sarana prasarana memang milik kantor 
dan digunakan untuk menyelesaikan tugas kantor. Untuk memperlancar 
pekerjaan, bapak kepala desa menggunakan fasilitas yang ada dan untuk 
menunjang pekerjaan. Sarana dan prasarana dibeli, dibikin, dan tersedia 
tujuannya untuk memfasilitasi aparatur desa yang kerja di kantor desa. 
5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah kepala desa 
melakukan kontrol atau pengawasan terhadap aparatur desa dalam 
menyelesaikan tugas dan pekerjaan? 
Menurut Bapak Casmad, S.Pd. (selaku sekertaris desa) pada tanggal 17 
Oktober 2019 : 
Setiap sebulan sekali aparatur desa selalu di ingatkan agar dapat bekerja 
sesuai dengan tupoksinya masing-masing. 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 
tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
 Fungsi aparatur desa melayani kebutuhan umum dan menjalankan fungsinya 





saling memelihara maka akan mendapatkan hasil yang baik. Bapak kepala 
desa mempehatikan kinerjanya sebagai konsekuensi tanggungjawab tugasnya. 
Selanjutnya Bapak Harto (selaku tokoh masyarakat) pada tanggal 27 Oktober 
2019 mengatakan:  
Tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi 
masyarakat. Saya kepala desa sebagai penanggugjawab tentu bekerja sesuai 
yang telah diamanahkan. Walaupun dengan rekan kerja saya tetap 
mengawasi kinerjanya apalagi yang telah diberi tugas sesuai porsinya. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa  
kepala desa sudah melakukan kontrol atau pengawasan terhadap aparatur desa 
dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan, yaitu dengan mengoreksi dan 
memantau setiap satu bulan sekali. Hal itu dilakukan agar yang sudah 
diamanahkan bisa dipertanggungjawabkan. 
Berdasarkan 5 jawaban diatas mengenai unit analisis efektifitas kerja 
peneliti simpulkan bahwa program atau misi pembangunan yang direncanakan 
kepala desa sudah tercapai sesuai tujuan dan secara umum sudah di 
selesaikan, tetapi untuk pembuatan lapangan desa belum terselesaikan karena 
membutuhkan dana yang cukup banyak. Pembangunan setiap tahun di 
musyawarahkan melalui RPJM selama lima tahun, kemudian untuk tahun 
tahun anggaran itu ada rencana kerja tahunan. Jadi tidak bisa dalam satu tahun 
anggaran melaksanakan beberapa program yang tidak bisa di jangkau, sesuai 
dengan anggran yang di tetapkan untuk tahun anggaran di tahun tersebut. 





dengan membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK), dan yang mengerjakannya 
TPK. 
c. Peran Kepala Desa sebagai suatu efisiensi waktu 
Yaitu meminimalisir waktu dalam segi pengerjaan pembangunan agar lebih efisien. 
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah waktu 
pelaksanaan program pembangunan selesai tepat waktu ?  
Menurut Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada tanggal 
17 Oktober 2019 mengatakan : 
Selesai dengan tepat waktu, dan terkendala dengan anggaran yang kurang. 
Namun sesuai tepat waktu yang telah di tetapkan. 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 
tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama 
kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dan merupakan penjabaran dari 
program-program pembangunan desa guna mencapai Visi. Sebelum 
melaksanakan pembangunan maka diadakan musyawarah tujuannya sebagai 
pengawasan pembangunan nantinya. Selama ini pembangunan dapat selesai 
tepat waktu. 
Selanjutnya Bapak Rusdi (selaku tokoh masyarakat) pada tanggal 26 Oktober 
2019 mengatakan: 
Program Desa diawali dari musyawarah Dusun yang dilanjutkan ke 
musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, 
RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalian gagasan. 
Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di 





seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung. Sebagai wakil dabagai wakil 
dari masyarakat Lembaga Desa berperan aktif membantu pemerintah Desa 
dalam menggerakkan program Pembangunan. Pemerintah Desa beserta 
Lembaga Desa merumuskan program Pembangunan Desa, dalam hal ini 
menyusun Pembangunan apa yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan 
dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas dan selesai tepat waktu. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa  
kepala desa sudah melaksanaan program pembangunan selesai tepat waktu. 
Hal ini karena trategi kepala desa beserta jajarannya yang dapat menyusun 
pembangunan berdasarkan skala prioritas agar selesai tepat waktu, namun ada 
beberapa kendala karena anggaran yang kurang. Program Desa diawali dari 
musyawarah Dusun yang dilanjutkan ke musyawarah Desa yang dihadiri oleh 
tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta 
BPD dalam rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut 
dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang 
diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa 
tertampung. Sebagai wakil dabagai wakil dari masyarakat Lembaga Desa 
berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam menggerakkan program 
Pembangunan. Pemerintah Desa beserta Lembaga Desa merumuskan program 
Pembangunan Desa, dalam hal ini menyusun Pembangunan apa yang sifatnya 
mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala 





2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah kepala desa 
dan aparatur desa dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa ? 
Menurut Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada tanggal 
17 Oktober 2019 mengatakan : 
Kepala desa dan aparatur desa sudah dapat melaksanakan pelayanan dengan 
baik dan tidak mempersulit urusan warganya. 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 
tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat sudah cukup baik. Prosedur 
dari kami jika ada yang membutuhkan surat keterangan itu harus ada surat 
pengantar dari RT/RW setempat itu saja, kami tidak mempersulit. 
Selanjutnya Bapak Dulmanan (selaku masyarakat) pada tanggal 2 November 
2019 mengatakan: 
Negara berkewajiban memenuhi setiap kewajiban setiap warga Negara 
melalui sistem pemerintahan dalam hal ini yaitu desa yang mendukung 
terciptaanya penyelenggaraan pelayanan publik  dalam rangka memenuhi 
kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga Negara atas barang publik, jasa 
publik, dan pelayanan administratif. Maka disini beliau sebisa mungkin 
melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan karena memang sudah 
aturan tersebut. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa  
kepala desa dan aparatur desa dalam memberikan pelayanan terhadap 
masyarakat desa sudah baik dan tidak mempersulit urusan warganya. Kepala 
desa dan aparatur desa melayani masyarakat desa sesuai prosedur undang-
undang yang berlaku yaitu setiap warga sipil berhak atas pelayanan. Negara 





pemerintahan dalam hal ini yaitu desa yang mendukung terciptaanya 
penyelenggaraan pelayanan publik  dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar 
dan hak sipil setiap warga Negara atas barang publik, jasa publik, dan 
pelayanan administratif. 
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana kepala 
desa dalam  memberikan materi pencerahan tentang pemerintahan desa dalam 
pembangunan fisik desa ?  
Menurut Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada tanggal 
17 Oktober 2019 mengatakan : 
Melalui musyawarah desa, kepala desa menyampaikan tentang pembangunan 
fisik yang akan di laksanakan dengan jelas. 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 
tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Semakin banyak bermusyawarah maka lebih banyak pula masukan dan 
evaluasi pembangunan fisik sebelumnya. Dengan begitu bisa diambil 
kesimpulan bersama-sama. 
Selanjutnya Bapak Rusdi (selaku tokoh masyarakat) pada tanggal 26 Oktober 
2019 mengatakan: 
Melalui musyawarah desa yang diadakan setiap akan diadakan proyek 
pembanguan. Hal ini selain menginformasikan kepala mayarakat juga 
sebagai wadah aspirasi masyarakat. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa  
kepala desa dalam  memberikan materi pencerahan tentang pemerintahan desa 





dan rapat desa sebagai wadah menginformasikan apa yang akan menjadi 
proyek desa. 
4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana kepala 
desa dalam  membagi tugas pekerjaan di kantor dengan kegiatan tugas di luar 
kantor ? 
Selanjutnya Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada 
tanggal 17 Oktober 2019 mengatakan : 
Tugas kepala desa itu kalau Di kantor 30% dan di lapangan 70%, di 
lapangan ini mengatasi masalah masalah warga, menanggapi pengaduan 
dari warga mas. 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 
tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Bapak kepala desa setiap hari ke kantor mengerjakan tugas-tugasnya dan 
apabila ada kerjaan diluar maka beliau akan segera menyelesaikannya, 
karena sebagai kepala desa buka melulu di kantor, banyak yang harus di cek, 
banyak yang harus dilihat diluar kantor. 
Selanjutnya Bapak Rusdi (selaku tokoh masyarakat) pada tanggal 26 Oktober 
2019 mengatakan: 
Kepala desa dalam melaksanakan kewajiban dan  wewenangnya sesuai 
peraturan. Urusan  kantor sebisa mungkin  menyelesaikan bersama rekan-
rekan kerja, dan urusan di luar kantor apabila beliau  diwajibkan hadir maka 
hadir karena kepala desa sebagai wakil desa. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa  





di luar kantor sudah seimbang. Dilihat dari bagimana kepala desa 
mengerjakan tugas kantor dan diluar kantor sesuai kepentingannya. Tugas 
kepala desa itu kalau Di kantor 30% dan di lapangan 70%, di lapangan ini 
mengatasi masalah masalah warga, menanggapi pengaduan dari warga, serta 
mengontrol pembangunan di lapangan. 
Berdasarkan 4 jawaban diatas mengenai unit analisis efisiensi waktu, 
peneliti simpulkan bahwa kepala desa sudah melaksanaan program 
pembangunan selesai tepat waktu. Hal ini karena trategi kepala desa beserta 
jajarannya yang dapat menyusun pembangunan berdasarkan skala prioritas 
agar selesai tepat waktu, namun ada beberapa kendala karena anggaran yang 
kurang. Program Desa diawali dari musyawarah Dusun yang dilanjutkan ke 
musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, 
RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalian gagasan. 
Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di 
Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi 
seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung. 
d. Peran Kepala Desa sebagai suatu tanggung jawab 
Yaitu dapat bertanggungjawab menyerahkan laporan kepada bupati. 
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah kepala desa 






Menurut Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada tanggal 
17 Oktober 2019 mengatakan : 
Setiap tahun menyampaikan laporan pertanggug jawaban pemerintah 
desa/LPPD. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap satu tahun 
sekali, disitu kepala desa melaporkan apa saja target-target yang delah 
dicapai sesuai anggaran. 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 
tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Selama periode yang pertama, kurang lebih lima tahun kepala desa 
melaksanakan tugasnya baik di bidang sarana dan prasarana sampai dengan 
laporan pertaggung jawaban tiap akhir tahun, selama ini tidak ada kendala. 
Artinya setya setiap tahun bapak kepala desa beserta seluruh perangkatnya 
dan aparat yang lain bisa melaksanakan tugas tepat waktu. 
Selanjutnya Bapak Rusdi (selaku tokoh masyarakat) pada tanggal 26 Oktober 
2019 mengatakan: 
Laporan pertanggungjawaban dari desa kepada kabupaten dilaporkan tiap 
satu tahun sekali yaitu pada akhir tahun. Selama ini sudah tepat waktu dan 
tidak ada masalah dalam pelaporannya. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan informan, disimpulkan bahwa  
kepala desa sudah  melaporkan tugas tanggung jawabnya sesai waktu yang 
ditetapkan oleh bupati yaitu satu tahun sekali setiap akhir tahun. Laporan 
pertanggug jawaban pemerintah desa/LPPD dilaporkan setiap satu tahun 






2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana kepala 
desa dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap aparatur desa selalu di 
beri sangsi ? 
Menurut Bapak Agus Sudibyo S.IP (selaku kepala desa Kaligelang) pada 
tanggal 15 Oktober 2019 mengatakan : 
Kepala desa harus tegas. Apabila ada aparatur desa yang dengan sengaja 
lalai dalam pekerjaannya maka terlebih dahulu dilakukan teguran jika 
belum berubah makan teguran tertulis sampai tiga kali. 
Adapun jawaban Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada 
tanggal 17 Oktober 2019 mengatakan : 
Setiap saat melakukan pengawasan kepada aparatur desa apabila ada yang 
menyimpang selalu di tegur atau di peringati. 
Selanjutnya jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) 
pada tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Bapak kepala desa melakukan pengawasan secara langsung ketika beliau di 
kantor, tau kinerja aparatur desa dan apabila beliau menemukan keganjalan 
maka akan segera ditegur tujuannya  agar tidak menyepelekan pekerjaan 
yang telah diamanatkan. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa  kepala 
desa dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap aparatur desa apabila 
ada kelalaian sampai pekerjaannya tidak selesai tepat waktu maka akan 





3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana kepala 
desa dalam menangani persoalan pembangunan fisik desa selalu melakukan 
pelaporan kepada atasannya (camat) ? 
Menurut Bapak Agus Sudibyo S.IP (selaku kepala desa Kaligelang) pada 
tanggal 15 Oktober 2019 mengatakan : 
Kewajiban memberikan laporan pembangunan kepada atasan merupaka 
tanggungjawab dalam kerja yaitu satu tahun sekali, hal ini karena desa 
sebagai penyelenggara pemerintah  terbawah maka melaporkan agar dapat 
dikoreksi. 
Adapun jawaban Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada 
tanggal 17 Oktober 2019 mengatakan : 
Selalu, setiap kegiatan pembangunan fisik desa selesai maka kepala desa 
segera membuat laporan pertanggung jawaban kepada atasannya dalam hal 
ini bupati melalui camat 
Selanjutnya jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) 
pada tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Sepengetahuan saya selaku ketua BPD, setiap ada pelaksanaan pembangunan 
selalu ada kordinasi kepada pihak atasan dalam hal ini yaitu kecamatan, 
buktinya selama pelaksanaan pembangunan tidak pernah ada surat teguran 
atau peringatan dari kecamatan. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
kepala desa dalam menangani persoalan pembangunan fisik desa selalu 
melakukan pelaporan kepada atasannya (camat) setiap satu  tahun sekali 





atasannya sekaligus agar dapat dikoreksi mengenai pembangunan fisik. 
Sebelumnya setiap akan diadakan pelaksanaan pembangunan selalu ada 
kordinasi kepada pihak atasan dalam hal ini yaitu kecamatan. 
4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana kepala 
desa dalam merespon warganya yang kurang mampu ? 
Menurut jawaban Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) 
pada tanggal 17 Oktober 2019 mengatakan : 
Mendata semua warga masyarakat yang tidak mampu, melalui kadus masing-
masing 
Adapun  jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) 
pada tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Untuk merespon warga yang kurang mampu ini sesuai dengan peraturan 
yang berlaku, kalau dari atasan memerintahkan untuk mencari atau mendata 
warga yang kurang mampu, dan Allhamdulillah bapak kepala desa di bantu 
oleh kepala dusun masing-masing dusun, mengajukan sebanyak-banyaknya 
warga yang kurang mampu, adapun turunnya suatu saat pengajuan kartu KIS 
mengajukan sebanyak mungkin, tapi terserah dari atasan. 
Selanjutnya Bapak Ustad Muhidin (selaku masyarakat desa kaligelang) pada 
tanggal 03 November 2019 mengatakan : 
Musrembang disamping musyawarah untuk menginformasikan proyek 
pembangunan juga sebagai wadah untuk menampung keluhan warga dan 
pendapat warga. Tidak jarang ada laporan mengenai bantuan-bantuan yang 
harus disalurkan kepada warga kita yang kurang mampu. Beliau selaku 
kepala desa berterimakasih kepada warga yang sudah mau bersuara untuk 





untuk menyalurkan bantuan kepada warga kurang mampu yang belum 
terdaftar. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
kepala desa dalam merespon warganya yang kurang mampu sudah baik. 
Dengan dibantu oleh kepala dusun data warga kurang mampu masuk ke desa 
dan dilaporkan kepada atasan untuk menjadi bahan pertimbangan pemberian 
bantuan. Musrembang disamping musyawarah untuk menginformasikan 
proyek pembangunan juga sebagai wadah untuk menampung keluhan warga 
dan pendapat warga. 
5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana peran 
kepala desa jika tejadi perselisihan antara warga desa dengan aparatur desa 
dalam menyelesaikan tugas pekerjaan ? 
Menurut Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada tanggal 
17 Oktober 2019 mengatakan : 
Kedua belah pihak di pertemukan di carikan jalan keluarnya 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 
tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Sepengetahuan saya ya mas, kepala desa dalam menyelesaikan masalah di 
desa seperti perselisihan antar warga ya kedua belah pihak di pertemukan di 
balai desa kemudian di runut permasalahannya dan di selesaikan secara 
kekeluargaan, agar tidak saling merugikan satu sama lain. 
Adapun jawaban Bapak Ustad Muhidin (selaku masyarakat desa kaligelang) 





Fungsi dari adanya Musrembang ini disamping untuk mendengarkan aspirasi 
warga, juga sebagai tempat untuk meminimalisir adanya perselisihan karena 
beda pendapat antara warga dengan aparatur desa. Sekalipun ada 
perselisihan, maka diselesaikan saat itu juga dengan mediasi. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
peran kepala desa jika tejadi perselisihan antara warga desa dengan aparatur 
desa dalam menyelesaikan tugas pekerjaan sebagai penengah, yaitu dengan 
mempertemukan kedua belah pihak dan mencari jalan keluarnya agar tidak 
terjadi perselisihan yang berlanjut. Fungsi dari adanya Musrembang ini 
disamping untuk mendengarkan aspirasi warga, juga sebagai tempat untuk 
meminimalisir adanya perselisihan karena beda pendapat antara warga dengan 
aparatur desa. Sekalipun ada perselisihan, diselesaikan saat itu juga dengan 
mediasi. Permasalahannya selesaikan secara kekeluargaan, agar tidak saling 
merugikan satu sama lain. 
Berdasarkan 5 jawaban diatas mengenai unit analisis tanggung jawab, 
peneliti simpulkan bahwa kepala desa sudah melaporkan tugas tanggung 
jawabnya sesai waktu yang ditetapkan oleh bupati yaitu satu tahun sekali 
setiap akhir tahun. Laporan pertanggug jawaban pemerintah desa/LPPD 
dilaporkan setiap satu tahun sekali, disitu kepala desa melaporkan apa saja 
target-target yang delah dicapai sesuai anggaran. Musrembang disamping 
musyawarah untuk menginformasikan proyek pembangunan juga sebagai 





Berdasarkan 4 kesimpulan diatas dapat peneliti simpulkan lagi untuk 
unit analisis pertama perilaku kepala desa bahwa peran kepala desa dalam 
melaksanakan tugas kepemimpinannya telah dilaksanakan dengan baik. 
Bertanggungjawab dengan pekerjaannya dan sudah melaksanakan tugas 
sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Selanjutnya 
mengenai unit analisis kedua efektivitas kerja, musyawarah rencana 
pembangunan (musrenbang) sesungguhnya adalah forum bagi masyarakat 
untuk menyampaikan usulan program pembangunan di daerahnya masing-
masing. Usulan program dari masyarakat itu kemudian diperingkatkan 
berdasarkan skala prioritas yang kemudian teralisasi. Selanjutnya mengenai 
unit analisis ketiga efektifitas waktu, pembangunan setiap tahun di 
musyawarahkan melalui RPJM selama lima tahun, kemudian untuk tahun 
tahun anggaran itu ada rencana kerja tahunan. Kepala Desa sebagai pemimpin 
yang ada di desa, hal ini juga merupakan fungsi dari pemerintah desa itu 
sendiri yaitu fungsi pembangunan. Dengan cara musyawarah mufakat yang 
sudah tercantum dalam RKPDES, dengan membentuk tim pelaksana kegiatan 
(TPK), dan yang mengerjakannya TPK. Selanjutnya mengenai unit analisis 
keempat tanggung jawab, kepala desa sudah  melaporkan tugas tanggung 
jawabnya sesai waktu yang ditetapkan oleh bupati yaitu satu tahun sekali 
setiap akhir tahun. Laporan pertanggug jawaban pemerintah desa/LPPD 
dilaporkan setiap satu tahun sekali, disitu kepala desa melaporkan apa saja 





2. Dana Desa dengan unit analisis : 
a. Dana Desa dalam penerimaan pajak dan retribusi 
Yaitu Penerimaan pajak bumi dan bangunan sector perkotaan dan perdesaan. 
Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dibagi imbangan 25% untuk 
Pemerintah Daerah dan 75% untuk Pemerintah Desa. 
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana proses 
penerimaan pajak dan retribusi sampai ke desa ? 
Menurut Bapak Agus Sudibyo S.IP (selaku kepala desa Kaligelang) pada 
tanggal 15 Oktober 2019 mengatakan : 
Pajak adalah salah satu sumber dari penerimaan negara yang digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan negara dan melaksanakan pembangunan 
untuk seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah desa tidak termasuk sebagai 
pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan pajak melalui peraturan 
desa. Namun desa akan memperoleh bagian hasil pajak daerah dan retribusi 
daerah kabupaten sebagai salah satu sumber pendapatan desa. 
Adapun jawaban Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada 
tanggal 17 Oktober 2019 mengatakan : 
Dari kabupaten uang di transfer ke rekening desa kemudian di desa 
mencairkan sesuai dengan kebutuhan yang sudah dicantumkan dalam 
APBDES. Jadi desa tidak memungut pajak secara langsung tapi ada pihak 
yang berwenang memungut pajak yang akhirnya juga sampai ke desa dan 
untuk kepentingan desa. 
Selanjutnya jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) 





Kepala desa tidak berwenang memungut pajak. Tapi desa akan menerima 
pajak dari kabupaten untuk menunjang pembangunan desa. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
mengenai proses penerimaan pajak dan retribusi sampai ke desa yaitu desa 
tidak memungut pajak secara langsung tapi ada pihak yang berwenang untuk 
memungut pajak yang selanjutnya desa akan mendapat bagian sebagai 
APBDES. 
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah berapa persen 
penerimaan pajak dan retribusi dalam satu tahun ? 
Menurut Bapak Agus Sudibyo S.IP (selaku kepala desa Kaligelang) pada 
tanggal 15 Oktober 2019 mengatakan : 
Desa memperoleh pajak dan retribusi dalam satu tahun kurang lebih 60% 
dari APBDES. 
Adapun jawaban Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada 
tanggal 17 Oktober 2019 mengatakan : 
Desa menerima 60% dalam satu tahun, retribusi dari pajak pajak yang lain. 
Selanjutnya jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) 
pada tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Pajak dan retribusi dierima desa selama satu tahun sekali yaitu sekitar 60% 
dari APBDES. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
mengenai berapa persen penerimaan pajak dan retribusi dalam satu tahun 





3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah dana 
penerimaan pajak dan retribusi sudah digunakan dengan bijak ? 
Menurut Bapak Agus Sudibyo S.IP (selaku kepala desa Kaligelang) pada 
tanggal 15 Oktober 2019 mengatakan : 
Selama itu dana desa maka saya gunakan sesuai dengan kebutuhannya. 
Harus melihat skala prioritas karena pajak ini dari rakyat dan untuk rakyat 
jadi harus dikembalikan untuk kemajuan desa Kaligelang. 
Adapun jawaban Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada 
tanggal 17 Oktober 2019 mengatakan : 
Di gunakan dengan bijak, dan digunakan sesuai dengan kebutuhan desa yang 
sudah dicantumkan dalam APBDES 
Selanjutnya jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) 
pada tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Dana penerimaan pajak yang masuk dalam APBDES sudah tentu digunakan 
untuk kepentingan-kepentingan di desa. Selama ini APBDES sudah digunakan 
sesuai rencana tidak menyalahi. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
mengenai dana penerimaan pajak dan retribusi sudah digunakan dengan bijak 
dengan mengacu pada rencana-rencana proyek yang akan dikerjakan.  
4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana cara 
melakukan pembayaran pajak dan retribusi di kantor kepala desa ? 
Menurut Bapak Agus Sudibyo S.IP (selaku kepala desa Kaligelang) pada 





Pembayar PBB bisa datang langsung membayar ke petugas pemungut 
maupun melakukan pembayaran melalui loket pembayaran di kantor desa 
atau menunggu petugas pemungut PBB desa Kaligelang datang ke rumah. 
Biasanya masing-masing Kadus akan mendatangi rumah warganya untuk 
membagikan tagihan PBB. 
Adapun jawaban Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada 
tanggal 17 Oktober 2019 mengatakan : 
Kadus dari masing-masing dusun mendatangi setiap rumah-rumah warga dan 
dimintai pajak dan retribusi 
Selanjutnya jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) 
pada tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Cara pembayaran pajak biasanya warga akan menerima surat tagihan pajak 
yang dibagikan oleh bapak Kadus masing-masing Dusun dan mereka bisa 
langsung membayar kepada bapak Kadus baik langsung maupun nanti. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
mengenai pembayaran pajak dan retribusi dapat dibayarkan ke loket kantor 
desa secara langsung atau bisa juga melalui kepala dusun yang sudah ditugasi 
memungut pajak. Biasanya masing-masing Kadus akan mendatangi rumah 
warganya untuk membagikan tagihan PBB. Cara pembayaran pajak biasanya 
warga akan menerima surat tagihan pajak yang dibagikan oleh bapak Kadus 
masing-masing Dusun dan mereka bisa langsung membayar kepada bapak 
Kadus. 
5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah siapa saja yang 





Menurut Bapak Agus Sudibyo S.IP (selaku kepala desa Kaligelang) pada 
tanggal 15 Oktober 2019 mengatakan : 
Secara umum setiap warga yang mempunyai tanah dan bangunan dikenakan 
pajak serta yang mempunyai usaha besar. 
Adapun jawaban Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada 
tanggal 17 Oktober 2019 mengatakan : 
Semua warga wajib pajak yang memiliki tanah dan bangunan serta 
pengusaha seperti rumah makan, alfamart, perusahaan bulu mata. 
Selanjutnya jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) 
pada tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Wajib pajak dikenakan bagi yang mempunyai tanah dan bangunan dan usaha 
besar yang ada di desa Kaligelang. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
mengenai siapa saja yang dikenakan pajak dan retribusi guna pembangunan 
desa secara umum yaitu setiap warga yang mempunyai tanah dan bangunan 
serta pengusaha besar yang ada di wilayah desa Kaligelang. 
Berdasarkan 5 jawaban diatas mengenai unit analisis penerimaan pajak 
dan retribusi, peneliti simpulkan bahwa desa tidak memungut pajak secara 
langsung tapi ada pihak yang berwenang untuk memungut pajak yang 
selanjutnya desa akan mendapat bagian sebagai APBDES. Kemudian, 
penerimaan pajak dan retribusi dalam satu tahun yaitu sekitar 60% dari 





dengan bijak dengan mengacu pada rencana-rencana proyek yang akan 
dikerjakan. 
b. Dana Desa dalam dana alokasi umum 
Yaitu Dana Alokasi Umum Desa di tetapkan sekurang-kurangnya 10% dari 
penerimaan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam APBD untuk seluruh desa. 
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah berapa persen desa 
memperoleh dana alokasi umum ? 
Menurut Bapak Agus Sudibyo S.IP (selaku kepala desa Kaligelang) pada 
tanggal 15 Oktober 2019 mengatakan : 
Dana Alokasi Umum  adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan 
Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi atau Kabupaten  
di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Jumlah 
keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari 
Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN, dan desa 
memperoleh bagian 10%. 
Adapun jawaban Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada 
tanggal 17 Oktober 2019 mengatakan : 
Desa mendapatkan 10% dari dana alokasi umum. Dana alokasi umum ini 
turun langsung dari Pemerintah  pusat yang diambilkan dari APBN. 
Selanjutnya jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) 
pada tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Proporsi Dana Alokasi Umum antara provinsi dan kabupaten  dihitung dari 





provinsi dan kabupaten. Jadi jumlah berapa persen itu tergantung 
kepentingang. Desa mendapatkan 10% dari total APBN yang diterima. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan desa 
memperoleh dana alokasi umum sebesar 10% dari total APBN. Setiap 
tahunnya dana alokasi umum tersebut diterima dan sebagai dana 
pembangunan. Dana Alokasi Umum  adalah sejumlah dana yang harus 
dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi atau 
Kabupaten  di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Jumlah 
keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari 
Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN. 
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah dana alokasi 
umum sudah digunakan secara maksimal guna pembangunan desa ? 
Menurut Bapak Agus Sudibyo S.IP (selaku kepala desa Kaligelang) pada 
tanggal 15 Oktober 2019 mengatakan : 
Dana alokasi umum diterima oleh desa selama satu tahun sekali dan dana 
tersebut sudah direncanakan dan di plot-plotkan sesuai kepentingannya. 
Tujuannya agar dana alokasi umum dapat digunakan untuk pembangunan 
secara maksimal sesuai dengan fungsinya. 
Adapun jawaban Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada 
tanggal 17 Oktober 2019 mengatakan : 
Sudah digunakan secara maksimal untuk kegiatan pemerintahan desa, karena 
jumlahnya terbatas maka hanya bisa digunakan untuk pengeluaran rutin 





Selanjutnya jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) 
pada tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Alhamdulillah pembangunan-pembangunan yang sudah teralisasi di desa 
Kaligelang termasuk dari kemanfaatan dana alokasi umum. Bisa dibilang 
sudah digunakan secara maksimal sesuai rencana pembangunan. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan dana 
alokasi umum sudah digunakan secara maksimal guna pembangunan desa 
sesuai dengan renca-rencana pembangunan. Setiap tahunnya desa 
memperoleh dana alokasi umum yang tujuannya untuk pembangunan desa 
dan untuk kepentingan-kepentingan kegiatan pemerintah desa. 
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah dana alokasi 
umum dapat menunjang kegiatan sosial di desa ? 
Menurut Bapak Agus Sudibyo S.IP (selaku kepala desa Kaligelang) pada 
tanggal 15 Oktober 2019 mengatakan : 
Dana alokasi umum ini memang sangat bermanfaat mas, contohnya saja 
untuk kegiatan pemerintah desa, termasuk juga kegiatan sosial di desa. 
Kegiatan sosial desa contohnya ada kegiatan desa yang melibatkan warga 
masyarakat bersama-sama bersih kampung. 
Adapun jawaban Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada 
tanggal 17 Oktober 2019 mengatakan : 
Karena jumlahnya sedikit dan kurang mencukupi, maka untuk kegiatan sosial 
kurang untuk mencukupi. 
Selanjutnya jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) 





Kegiatan sosial juga membutuhkan dana ya mas, ya kita ambilkan di dana 
alokasi umum karena jumlahnya tidak terlalu banyak. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan dana 
alokasi umum sudah dapat menunjang kegiatan sosial di desa. Dana alokasi 
umum digunakan untuk kepentingan kegiatan pemerintah desa termasuk juga 
kegiatan sosial di desa. Dana alokasi umum ini memang sangat bermanfaat 
contohnya saja untuk kegiatan pemerintah desa, termasuk juga kegiatan sosial 
di desa. Kegiatan sosial desa contohnya ada kegiatan desa yang melibatkan 
warga masyarakat bersama-sama bersih kampung. 
4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah  kepala desa 
melaporkan hasil dana alokasi umum sesuai dengan peraturan yang berlaku ? 
Menurut Bapak Agus Sudibyo S.IP (selaku kepala desa Kaligelang) pada 
tanggal 15 Oktober 2019 mengatakan : 
Seperti laporan Alokasi Dana Desa, Dana Alokasi Umum pelaporannya 
setiap satu tahun sekali yaitu pada akhir tahun. Desa kaligelang sudah 
melaporkannya sesuai aturan. Pelaporan ini disamping untuk pengawasan 
penggunaan dana juga untuk evaluasi kedepannya. 
Adapun jawaban Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada 
tanggal 17 Oktober 2019 mengatakan : 
Setiap tahun kepala desa melaporkan DAU atau ADD kepada bupati melalui 
camat sesuai dengan kegiatan yang sudah dicantumkan dalam APBDES. 
Selanjutnya jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) 





Laporan penggunaan dana alokasi umum setiap satu tahun sekali diikuti 
dengan laopran dana desa kepada pemerintah pusat. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan kepala 
desa melaporkan  dana alokasi umum sesuai dengan peraturan yang berlaku 
yaitu setiap satu tahun sekali pada akhir tahun. Tujuan dari laporan tersebut 
untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi evalusi kedepan. 
5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah dana alokasi 
umum di kelola secara efisien dan efektif dalam pembangunan desa ? 
Menurut Bapak Agus Sudibyo S.IP (selaku kepala desa Kaligelang) pada 
tanggal 15 Oktober 2019 mengatakan : 
Dana alokasi umum diterima setiap satu tahun sekali dan jumlahnya tidak 
begitu banyak. Walau begitu kami sebagai pemerintah desa sebisa mungkin 
memaksimalkan dana tersebut agar dapat tepat sasaran dalam pembangunan 
dan kepentingan desa. 
Adapun jawaban Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada 
tanggal 17 Oktober 2019 mengatakan : 
Dikelola secara tepat sasaran untuk penunjang kegiatan pemerintahan desa. 
Selanjutnya jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) 
pada tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Dana alokasi umum sudah kami kelola semaksimal mungkin secara efektif 
dan efisien untuk menunjang pembangunan desa Kaligelang. Karena kami 






Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan dana 
alokasi umum sudah di kelola secara efisien dan efektif dalam pembangunan 
desa. Dana alokasi umum sudah digunakan untuk pembangunan  dan 
kepentingan pemerintah desa. 
Berdasarkan 5 jawaban diatas mengenai unit analisis Dana Alokasi 
Umum  peneliti simpulkan bahwa dana alokasi umum diterima sebesar 10% 
dari total APBN. Setiap tahunnya dana alokasi umum tersebut diterima dan 
sebagai dana pembangunan. Dana Alokasi Umum  adalah sejumlah dana yang 
harus dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi 
atau Kabupaten  di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. 
Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 
26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN. Dana 
alokasi umum sudah di kelola secara efisien dan efektif dalam pembangunan 
desa dan kepentingan pemerintah desa Kaligelang. 
c. Dana Desa dalam alokasi khusus 
Yaitu Dana Alokasi Khusus dialokasikan dari anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah kepada desa tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan 
memperhatikan tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah berapa persen dana 
alokasi khusus yang diterima desa dalam satu tahun ? 
Menurut Bapak Agus Sudibyo S.IP (selaku kepala desa Kaligelang) pada 





Dana alokasi khusus adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara kepada provinsi atau kabupaten tertentu dengan tujuan untuk 
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan 
Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional yang kemudian sampai ke desa 
sesuai tingkat kebutuhan yang ada di desa yaitu sekitar 10% dari APBN yang 
diberikan bertahap. 
Adapun jawaban Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada 
tanggal 17 Oktober 2019 mengatakan : 
Seharusnya 10% dari APBN tapi yang sampai belum ada 10% mungkin 
bertahap, setiap desa kan beda beda berdasarkan jumlah penduduk atau 
pertumbuhan perkapita. 
Selanjutnya jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) 
pada tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Dana alokasi khusus diberikan 10% dari total APBN atau sesuai kebutuhan 
desa. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan dana 
alokasi khusus  yang diterima desa dalam satu tahun sesuai tingkat kebutuhan 
yang ada di desa. Dana alokasi khusus adalah alokasi dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi atau kabupaten tertentu 
dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan 
urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional yang 
kemudian sampai ke desa sesuai tingkat kebutuhan yang ada di desa yaitu 





2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah dana alokasi 
khusus di kelola sesuai pedoman yang berlaku ? 
Menurut Bapak Agus Sudibyo S.IP (selaku kepala desa Kaligelang) pada 
tanggal 15 Oktober 2019 mengatakan : 
Dana alokasi khusus diterima sesuai periode dan jumlahnya menyesuaikan 
kebutuhan desa. Sebelumnya kami lewat Musrembang merencanaan 
pembangunan sesuai rencana kerja yang berlaku berdasarkan kriteria umum, 
kriteria khusus, dan kriteria teknis. 
Adapun jawaban Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada 
tanggal 17 Oktober 2019 mengatakan : 
Untuk dana desa sudah dikelola sesuai dengan pedoman yang berlaku yang 
mana kegiatannya sudah tercantum di dalam APBDES. 
Selanjutnya jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) 
pada tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Pedoman pengelolaan dana alokasi umum tentunya dipraktekan oleh kami 
pemerintah desa, karena tanpa adanya tujuan pembangunan desa maka dana 
alokasi ini tidak akan cair. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan dana 
alokasi khusus sudah di kelola sesuai pedoman yang berlaku yaitu sesuai 
rencana pembangunan berdasarkan criteria umum, khusus, dan criteria teknis. 
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah dana alokasi khusus 
dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku ? 
Menurut Bapak Agus Sudibyo S.IP (selaku kepala desa Kaligelang) pada 





Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan 
pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana alokasi khusus. Penyampaian 
laporan triwulan dimaksud dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah 
triwulan yang bersangkutan berakhir. Penyaluran Dana alokasi khusus dapat 
ditunda apabila desa tidak menyampaikan laporan dimaksud mas. 
Adapun jawaban Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada 
tanggal 17 Oktober 2019 mengatakan : 
Untuk dana desa setiap pencairannya sudah dilakukan laporannya sesuai 
dengan peraturan yang berlaku yang mana kegiatannya dicantum dalam 
APBDES. 
Selanjutnya jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) 
pada tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Sebelum ditagih laporannya oleh kepala desa Kaligelang sudah harus siap 
dengan laporan pelaksanaan kegiatan yang mempergunakan dana alokasi 
khusus. Desa kaligelang Alhamdulillah sudah taat aturan mas. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan dana 
alokasi khusus sudah dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Penyampaian laporan dana alokasi khusus ada yang dinamakan triwulan, 
triwulan dimaksud dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah triwulan 
yang bersangkutan berakhir. Penyaluran Dana alokasi khusus dapat ditunda 
apabila desa tidak menyampaikan laporan tersebut. 
4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah dana alokasi 





Menurut Bapak Agus Sudibyo S.IP (selaku kepala desa Kaligelang) pada 
tanggal 15 Oktober 2019 mengatakan : 
Perencanaan Pembangunan bersama-sama dengan  warga melakukan 
evaluasi terhadap pemanfaatan dana alokasi khusus dan teknis pelaksanaan 
kegiatan yang didanai dari dana alokasi khusus. Karena sebelum 
melaksanakan pembangunan seperti biasa kita melaksanakan Musrembang 
bersama warga agar warga juga tau apa manfaat dari pembangunan. 
Adapun jawaban Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada 
tanggal 17 Oktober 2019 mengatakan : 
Sangat bermanfaat bagi kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan, contohnya 
pembangunan jalan, pengaspalan rabat beton untuk mengatasi banjir, 
kemudian rumah tidak layak huni, jambanisasi, untuk masyarakat yang 
kurang mampu, perbaikan lapangan. 
Selanjutnya jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) 
pada tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Sangat bermanfaat mas, buktinya desa Kaligelang sudah cukup banyak 
pembangunan yang terealisasi berkat adanya dana alokasi khusus ini, 
contohnya saja pembuatan jalan setapak yang tadinya batu bata jadi aspal, 
kemudian irigasi sawah. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan dana 
alokasi khusus sangat bermanfaat bagi pembangunan desa Kaligelang. 
Pembangunan yang sudah teralisasi karena adanya dana alokasi khusus 
diantaranya pembangunan jalan, pengaspalan rabat beton untuk mengatasi 
banjir, kemudian rumah tidak layak huni, jambanisasi, untuk masyarakat yang 





sama dengan  warga tujuannya untuk melakukan evaluasi terhadap 
pemanfaatan dana alokasi khusus dan teknis pelaksanaan kegiatan yang 
didanai dari dana alokasi khusus. Karena sebelum melaksanakan 
pembangunan seperti biasa kita melaksanakan Musrembang bersama warga 
agar warga juga tau apa manfaat dari pembangunan. 
Berdasarkan 4 jawaban diatas mengenai unit analisis Dana Alokasi 
Khusus  peneliti simpulkan bahwa dana alokasi khusus  yang diterima desa 
dalam satu tahun sesuai tingkat kebutuhan yang ada di desa. Dana alokasi 
khusus adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada 
provinsi atau kabupaten tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan 
khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan 
prioritas nasional yang kemudian sampai ke desa sesuai tingkat kebutuhan 
yang ada di desa yaitu sekitar 10% dari APBN yang diberikan bertahap. 
Penyampaian laporan dana alokasi khusus ada yang dinamakan triwulan, 
triwulan dimaksud dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah triwulan 
yang bersangkutan berakhir. Penyaluran Dana alokasi khusus dapat ditunda 
apabila desa tidak menyampaikan laporan tersebut. 
Berdasarkan 3 kesimpulan diatas dapat peneliti simpulkan lagi bahwa 
untuk unit analisis pertama, proses penerimaan pajak dan retribusi sampai ke 
desa yaitu desa tidak memungut pajak secara langsung tapi ada pihak yang 
berwenang untuk memungut pajak yang selanjutnya desa akan mendapat 





satu tahun yaitu sekitar 60% dari penerimaan APBDES. Dana penerimaan 
pajak dan retribusi sudah digunakan dengan bijak dengan mengacu pada 
rencana-rencana proyek yang akan dikerjakan. Selanjutnya mengenai unit 
analisis kedua Dana Alokasi Umum, setiap tahunnya dana alokasi umum 
tersebut diterima dan sebagai dana pembangunan sebesar 10% dari total 
APBN. Dana Alokasi Umum  adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan 
Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi atau Kabupaten  
di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Jumlah keseluruhan 
Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan 
Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN. Selanjutnya mengenai unit 
analisis ketiga Dana Alokasi Khusus, dana alokasi khusus adalah alokasi 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi atau 
kabupaten tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang 
merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional 
yang kemudian sampai ke desa sesuai tingkat kebutuhan yang ada di desa 
yaitu sekitar 10% dari APBN yang diberikan bertahap. Pembangunan yang 
sudah teralisasi karena adanya dana alokasi khusus diantaranya pembangunan 
jalan, pengaspalan rabat beton untuk mengatasi banjir, kemudian rumah tidak 
layak huni, jambanisasi, untuk masyarakat yang kurang mampu, perbaikan 
lapangan. 
3. Pembangunan Desa dengan unit analisis : 





Yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah lebih baik melalui upaya yang 
dilakukan secara terencana. 
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah 
pembangunan desa selalu di awali dengan sosialisasi ? 
Menurut Bapak Agus Sudibyo S.IP (selaku kepala desa Kaligelang) pada 
tanggal 15 Oktober 2019 mengatakan : 
Setiap akan melakukan program pembangunan desa kaligelang selallu 
mengawalinya dengan sosialisasi pada masyarakat desa mas. 
Adapun jawaban Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada 
tanggal 17 Oktober 2019 mengatakan : 
Iya, sebelum melakukan pekerjaan fisik, selalu di lakukan sosialisasi terlebih 
dahulu pada masyarakat, pertama dikumpulkan terlebih dahulu tim pelaksana 
kegiatan (TPK), perangkat, dan tokoh masyarakat. 
Selanjutnya jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) 
pada tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Nggeh mas setiap mau di adakannya program pembangunan desa kaligelang 
selalu mengadakan musyawarah terlebih dahulu atau biasa yang disebut 
musrembangdes dengan melibatkan langsung anggota TPK (Tim Pelaksana 
Kegiatan), anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan juga di hadiri oleh 
masyarakat dan tokoh masyarakat desa kaligelang. 
Selanjutnya Bapak H. Kaliri. M.Pd (selaku Tokoh masyarakat) pada tanggal 





Nggeh mas, sebelum melakukkan program pembangunan selalu di awali 
denagan sosialisasi dengan mengundang seluruh elemen masyarakat yang 
bersangkutan sperti saya yang tokoh masyarakat di sini. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
pembangunan desa Kaligelang selalu di awali dengan sosialisasi yang disebut 
dengan musrembangdes dengan melibatkan langsung anggota TPK (Tim 
Pelaksana Kegiatan), anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan juga di 
hadiri oleh masyarakat dan tokoh masyarakat desa Kaligelang. 
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah bagaimana materi 
pembangunan yang di sampaikan oleh kepala desa mudah dipahami ? 
Menurut Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada tanggal 
17 Oktober 2019 mengatakan : 
Iya mudah di pahami, Karena sudah dijabarkan di dalam APBDES dan di 
buatkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 
tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Materi yang di sampaikan oleh kepala desa dalam memaparkan teori di 
dalam rapat atau di saat penyampaian program kerja pembangunan mudah 
untuk di pahami, karena pemaparannya begitu jelas dan lengkap. 
Selanjutnya Bapak H. Kaliri. M.Pd. (selaku tokoh masyarakat) pada tanggal 
28 Oktober 2019 mengatakan : 
Materi yang di sampaikan oleh pak lurah mudah untuk di pahami mas, 





tindakan door to door mas datang ke rumah, untuk memperjelas apa yang 
akan di kerjakan. 
Selain itu Menurut Bapak Dulmanan (selaku masyarakat desa kaligelang) 
pada tanggal 02 November 2019 mengatakan : 
Mudah di pahami mas saya selalu paham apa yang di sampaikan oleh pak 
kades. 
Selanjutnya Bapak Ustad Muhidin (selaku masyarakat desa kaligelang) pada 
tanggal 03 November 2019 mengatakan : 
Allahamdulillah ketika pak kades menyampaikan saya bisa memahaminya 
mas. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
pembangunan yang di sampaikan oleh kepala desa mudah dipahami karena 
sudah dijabarkan di dalam APBDES dan di buatkan Rancangan Anggaran 
Biaya (RAB). 
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah rencana 
pembangunan yang disampaikan oleh kepala desa sesuai dengan aspirasi dari 
masyarakat desa ? 
Menurut Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada tanggal 
17 Oktober 2019 mengatakan : 
Sesuai, karena pembangunan yang di rencanakan berawal dari masyarakat 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 
tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Rencana program pembangunan desa kaligelang sudah sesuai dengan 





program pembangunan kepala desa menugaskan semua kepala dusun dari 
masing-masing dusun untuk melakukan pengecekan di dusunnya apa yang di 
perlukan warganya, contohnya saja seperti rumah layak huni, di dalam 
program ini kan langsung dari aduan dari masyarakat yang kurang mampu 
dan di realisasikan langsung oleh pemerintahan desa. 
Selanjutnya Bapak Dulmanan (selaku masyarakat desa kaligelang) pada 
tanggal 02 November 2019 mengatakan : 
Sudah sesuai mas, karena masyarakat selallu di libatkan baik dalam 
pekerjaannya maupun musyawarahnya. 
Selain itu Bapak Suharto (selaku tokoh masyarakat desa kaligelang ) pada 
tanggal 27 Oktober 2019 mengatakan : 
Iya mas rencana pembangunan itu sudah sesuai dengan aspirasi dari 
masyarakat, karena semua itu bermula dari adanya aduan dari masyarakat. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
pembangunan yang di sampaikan oleh kepala desa sesuai dengan aspirasi dari 
masyarakat desa. Karena sebelum melaksanakan pembangunan diadakan 
Musrembangdes yang berguna untuk menampung aspirasi masyarakat. Jadi 
dalam pembangunan kepala desa selalu melibatkan masyarakat. Disamping 
Musrembangdes sebelum melakukan program pembangunan kepala desa 
menugaskan semua kepala dusun dari masing-masing dusun untuk melakukan 
pengecekan di dusunnya apa yang di perlukan warganya, contohnya saja 
seperti rumah layak huni, di dalam program ini kan langsung dari aduan dari 






4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah pembangunan 
yang di rencanakan dan di realisasikan bermanfaat bagi masyarakat desa ? 
Menurut Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada tanggal 
17 Oktober 2019 mengatakan : 
Sangat bermanfaat, karena pembangunan tersebut berhubungan langsung 
dengan masyarakat, contohnya seperti pembangunan rabat beton, drainase, 
talud atau senderan, pengaspalan gang-gang atau jalan setapak 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 
tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Menurut saya mas program pembangunan yang rencanakan pemerintahan 
desa kaligelang yang sudah terealisasi sunggug bermanfaat bagi masyarakat 
desa, seperti yang saya katakan seblumnya salah satu contohnya yang 
mengenai rumah layak huni, di situ masyarakat langsung merasakan 
manfaatnya yang tadinya keadaan rumahnya kumuh dan reot tidak layak 
untuk di huni menjadi layak untuk di tinggali. 
Selanjutnya Bapak Rusdi (selaku tokoh masyarakat desa kaligelang) pada 
tanggal 26 Oktober 2019 mengatakan : 
Jelas bermanfaat mas bagi masyarakat, karena program pembangunan yang 
di kerjakan bermula dari aspirasi masyarakat. 
Kemudian Bapak Dulmanan (selaku masyarakat desa kaligelang) pada tanggal 
02 November 2019 mengatakan : 
Sangat bermanfaat mas, karena jalan di dusun saya tidak ada yang 
berlobang, saya berjualan yang menggunakan sepeda motor jadi lancar dan 





Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
pembangunan yang di rencanakan dan di realisasikan bermanfaat bagi 
masyarakat desa Kaligelang. Pembangunan yang sudah direncanakan bersama 
masyarakat melalui Musrembang kemudian terwujud maka masyarakat sangat 
merasakan manfaatnya. Karena apa yang diusulkan terselesaikan sesuai 
kebutuhan Dusunnya. 
5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah melalui 
pembangunan desa dapat meningkatkan perubahan desa menjadi lebih maju ? 
Menurut Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada tanggal 
17 Oktober 2019 mengatakan : 
Dapat meningkatkan perubahan desa, yang tadinya desa kumuh, menjadi 
desa bersih, dan melancarkan transfortasi 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 
tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Tentu mas meningkatkan perubahan desa jadi desa yang lebih maju, 
walaupun pembangunan ada yang belum 100% selesai di bangun tetapi sudah 
kelihatan kemajuan di desa kaligelang, yang tadinya jalan setapak becek, 
sempit yang susah untuk di lewati sekarang allhamdulillah dengan adanya 
pengaspalan dan betonisasi jalan setapak tidak kalah seperti jalan-jalan 
umum. 
Selanjutnya Bapak Ustad Muhidin (selaku masyarakat desa kaligelang) pada 
tanggal 03 November 2019 mengatakan : 
selama di pimpin kepala desa yang sekarang pak agus kelihatan mas 





masyarakat yang punya rumah tidak layak huni sekarang sudah di renovasi 
dan bangunannya yang awalnya Cuma gribik sekarang pakay batu bata untuk 
dindingnya. 
Adapun jawaban Bapak Rusdi (selaku tokoh masyarakat) pada tanggal 26 
Oktober 2019 mengatakan : 
Allhamdulillah mas dengan pembangunan di desa sekarang menjadikan desa 
kaligelang menjadi lebih maju dan juga meningkatkan perekonomian 
masyarakat desa. 
Kemudian Bapak Dulmanan (selaku masyarakat desa kaligelang) pada tanggal 
02 November 2019 mengatakan : 
Pembangunan yang di kerjakan pemerintah desa sudah berkontribusi besar 
mas dalam kemajuan desa kaligelang. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
pembangunan desa Kaligelang dapat meningkatkan perubahan desa menjadi 
lebih maju. Contohnya jalan setapak yang sekarang sudah dilebarkan dan 
sudah beraspal mempermudah warga untuk bekerja dan dapat meningkatkan 
perekonomian masyarakat desa Kaligelang. 
Berdasarkan 5 jawaban diatas mengenai unit analisis Proses Kegiatan 
Perubahan peneliti simpulkan bahwa pembangunan desa Kaligelang selalu di 
awali dengan sosialisasi yang disebut dengan musrembangdes dengan 
melibatkan langsung anggota TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), anggota Badan 
Permusyawaratan Desa, dan juga di hadiri oleh masyarakat dan tokoh 





oleh kepala desa mudah dipahami karena sudah dijabarkan di dalam APBDES 
dan di buatkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). 
b. Proses Perencanaan Pembangunan 
Yaitu menyusun sebuah perencanaan pembangunan desa harus sesuai 
kewenangannya sebagai pemerintah desa, namun harus tetap mengacu pada 
perencanaan pembangunan sudah di buat di tingkat Kabupaten/Kota. 
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah dalam 
pembagunan selalu dilakukan perencanaan terlebih dahulu ? 
Menurut Bapak Agus Sudibyo S.IP (selaku kepala desa Kaligelang) pada 
tanggal 15 Oktober 2019 mengatakan : 
Selalu direncanakan terlebih dahulu, dimana ada perencanaan yang bersifat 
perencanaan jangka menengan yaitu lima tahunan yaitu RPJM, kemudian 
setiap satu tahun direncanakan jangka pendek yaitu RKPDES dalam setiap 
satu tahun sekali. 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 
tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Nggeh mas sebelum melakukan pembangunan selalu di awali dengan 
perencanaan terlebih dahudu, program ini sekiranya selesai apa enggak 
dalam satu semester dana yang di terima, dan sudah sesuai apa belum dari 
aspirasi masyarakat desa, jadi tidak asal bangun mas jatuhnya. 
Selanjutnya Bapak H. Kaliri. M.Pd. (selaku tokoh masyarakat) pada tanggal 





Nggeh mas setiap akan melakukan pembangunan selalu di awali dengan 
perencanaan terlebih dahulu, dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat 
desa jadi tidak asal bangun. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
pembangunan desa Kaligelang selalu dilakukan perencanaan terlebih dahulu 
yaitu melalui APBDES dan Musrembangdes yang melibatkan masyarakat. 
Dimana ada perencanaan yang bersifat perencanaan jangka menengan yaitu 
lima tahunan yaitu RPJM, kemudian setiap satu tahun direncanakan jangka 
pendek yaitu RKPDES dalam setiap satu tahun sekali. 
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah perencanaan 
yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku ? 
Menurut jawaban Bapak Agus Sudibyo. S.IP (selaku kepala desa kaligelang) 
pada tanggal 15 Oktober 2019 mengatakan : 
Kami selaku pemerintah desa kaligelang setiap akan melakukan perencanaan 
selallu mengikuti prosedur yang ada mas, kami patuh dengan peraturan yang 
ada. 
Adapun jawaban Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada 
tanggal 17 Oktober 2019 mengatakan : 
Iya mas, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Selanjutnya jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) 
pada tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Perencanaan yang di lakukan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan 





akan di keluarkan, dan melibatkan BPD dan melibatkan masyarakat dan 
tokoh masyarakat. 
Adapun jawaban Bapak Rusdi (selaku tokoh masyarakat) pada tanggal 26 
Oktober 2019 mengatakan : 
Allhamdulillah ya mas setiap perencanaan yang akan dilakukkan sudah 
transfaran dengan memaparkan jumlah anggaran yang di pasang di sepanduk 
besar yang terletak di depan kantor balai desa dan juga di depan proyek 
pekerjaan, jadi menurut saya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
perencanaan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. Artinya rencana pembangunan sesuai tingkat kebutuhannya dan 
sesuai aturan pembangunan nasional. Sudah transparan dalam hal anggaran 
yang akan di keluarkan, dan melibatkan BPD dan melibatkan masyarakat dan 
tokoh masyarakat. Dengan memaparkan jumlah anggaran yang di pasang di 
sepanduk besar yang terletak di depan kantor balai desa dan juga di depan 
proyek pekerjaan, jadi menurut saya sudah sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. 
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah tokoh 
masyarakat dan masyarakat di ikut sertakan dalam proses perencanaan 
pembangunan ? 
Menurut Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada tanggal 





Diikut sertakan dari BPD, perangkat desa, Rt Rw, tokoh masyarakat, pemuda, 
dan yang bersangkutan lainnya semua diikut sertakan baik taunan maupun 
lima tahunan 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 
tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Nggeh mas, tokoh masyarakat dan masyarakat yang bersangkutan dalam 
perencanaan pembangunan di ikut sertakan di dalam proses perencanaan 
pembangunan. 
Selanjutnya Bapak H. Kaliri. M.Pd. (selaku tokoh masyarakat) pada tanggal 
28 Oktober 2019 mengatakan : 
Saya sebagai tokoh masyarakat selalu di ikut sertakan dalam proses 
perencanaan pembangunan mas. 
Kemudian Bapak Dulmanan (selaku masyarakat desa kaligelang) pada tanggal 
02 November 2019 mengatakan : 
Setiap ada perencanaan untuk pembangunan saya selalu hadir mas, dan 
selallu di undang dalam acara perencanaan pembangunan. 
Selanjutnya Bapak Suharto (selaku tokoh masyarakat desa kaligelang) pada 
tanggal 27 Oktober 2019 mengatakan : 
Nggeh mas saya selalu di undang kalau ada rapat perencanaan 
pembangunan, tapi saya tidak selallu hadir, saya hadir kalau sehat dan gak 
ada halangan mas. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
tokoh masyarakat dan  masyarakat sudah diikut sertakan dalam proses 
perencanaan pembangunan.  Anggota dari Musrembangdes tersebut terdiri 





dan yang bersangkutan lainnya semua diikut sertakan baik untuk 
pembangunan tahunan maupun lima tahunan. 
4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah tentang proses 
perencanaan merencanakan pembangunan desa ? 
Menurut Bapak Agus Sudibyo S.IP (selaku kepala desa Kaligelang) pada 
tanggal 15 Oktober 2019 mengatakan : 
Usulan dari masyarakat tiap-tiap dusun, dicatat kemudian dimasukkan 
kedalam notulen tiap dusun, kemudian di rangkum di kantor kepala desa dan 
diadakan musyawarah desa, dan di pilah mana yang prioritas mana yang 
tidak, dari situ disusun berdasarkan sekala prioritas, dan kemudian 
dimasukkan kedalam RPJM dan kemudian di jabarkan kedalam RKPDES 
yang bersifat tahunan. 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 
tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Proses perencanaan dalam pembangunan desa ya di awali terlebih dahulu 
dengan adanya aspirasi dari masyarakat desa mas, yang kemudian semua 
aspirasi tersebut dikumpulkan dan kemudian di kaji dalam rapat musyawarah 
yang mana terlebih dahulu untuk di kerjakan. 
Selanjutnya Bapak H. Kaliri. M.Pd. (selaku tokoh masyarakat desa 
kaligelang) pada tanggal 28 Oktober 2019 mengatakan : 
Menurut saya proses perencanaan dalam merencanakan pembangunan itu 
berawal dari adanya aspirasi masyarakat yang kemudian di tamping oleh 
pemerintahan desa yang kemudian di bahas dalam rapat musrenbangdes dan 






Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
proses perencanaan  merencanakan pembangunan desa sesuai prioritas yang 
paling dibutuhkan terlebih dahulu. Proses perencanaan dari kepala desa 
kepada Kadus masing-masing dusun untuk memberikan masukan yang 
kemudian dipilah masuk ke RPJM dan kemudian di jabarkan kedalam 
RKPDES yang bersifat tahunan. 
5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah proses 
perencanaan desa bermanfaat dalam pembangunan desa ? 
Menurut Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada tanggal 
17 Oktober 2019 mengatakan : 
Sangat bermanfaat, karena setiap pembangunan selalu di rencanakan melalui 
musrembang, dan berasal dari aspirsi masyarakat juga terlebih dahulu 
sehingga tidak asal asalan membangun 
Adapun Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada tanggal 
11 November 2019 mengatakan: 
Nggeh mas sangat bermanfaat bagi pembangunan desa, karena sebelum 
melakukan kegiatan pembangunan harus di awali perencanaan terlebih 
dahulu, sehingga pembangunannya nanti tidak sia-sia dibangun karena bukan 
dari aspirasi masyarakat. Jadi aspirasi masyarakat sangat bermanfaat untuk 
langkah awal proses perencanaan pembangunan, sehingga tidak asal bangun 
dan asal jadi. 
Selanjutnya Bapak Suharto (selaku tokoh masyarakat desa kaligelang) pada 





Proses perencanaan itu bermanfaat mas sebelum melakukan pembangunan, 
sehingga nanti hasilnya tidak salah kaprah dan tidak asal bangun juga. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
proses perencanaan desa Kaligelang bermanfaat dalam pembangunan desa. 
Karena tanpa adanya perencanaan maka pembangunan akan kurang 
kemanfaatannya. Sebelum melakukan kegiatan pembangunan harus di awali 
perencanaan terlebih dahulu, sehingga pembangunannya nanti tidak sia-sia 
dibangun karena bukan dari aspirasi masyarakat. Jadi aspirasi masyarakat 
sangat bermanfaat untuk langkah awal proses perencanaan pembangunan, 
sehingga tidak asal bangun dan asal jadi. 
Berdasarkan 5 jawaban diatas mengenai unit analisis proses 
perencanaan pembangunan peneliti simpulkan bahwa pembangunan desa 
Kaligelang selalu dilakukan perencanaan terlebih dahulu yaitu melalui 
APBDES dan Musrembangdes yang melibatkan masyarakat. Dimana ada 
perencanaan yang bersifat perencanaan jangka menengan yaitu lima tahunan 
yaitu RPJM, kemudian setiap satu tahun direncanakan jangka pendek yaitu 
RKPDES dalam setiap satu tahun sekali. Proses perencanaan dari kepala desa 
kepada Kadus masing-masing dusun untuk memberikan masukan yang 
kemudian dipilah masuk ke RPJM dan kemudian di jabarkan kedalam 







c. Pembangunan Jangka Pendek 
Yaitu peningkatan efektivitas, efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dalam 
pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber daya alam. 
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah pemerintah 
desa dalam merencanakan pembangunan desa di awali dengan pembangunan 
jangka pendek ? 
Menurut Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada tanggal 
17 Oktober 2019 mengatakan : 
Di awali dengan jangka menengah terlebih dahulu kemudian di susun setiap 
tahun, dan nanti di musyawarahkan kepada masyarakat sesuai anggaran 
yang ada 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 
tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Nggeh mas setiap mau melakukan pembangunan itu di awali dengan 
pembangunan jangka pendek. 
Selanjutnya Bapak Suharto (selaku tokoh masyarakat desa kaligelang) pada 
tanggal 27 Oktober 2019 mengatakan :  
Program pembangunan yang berjalan itu setau saya memang program jangka 
pendek mas, jadi iya setiap pembangunan yang di rencanakan itu di awali 
pembangunan jangka pendek terlebih dahulu. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan desa di awali dengan 





pendek. Sesuai visi pembangunan desa Kaligelang yaitu pembangunan untuk 
pembangunan perekonomian. 
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah 
pembangunan jangka pendek memprioritaskan kegiatan pembangunan desa ? 
Menurut Bapak Agus Sudibyo S.IP (selaku kepala desa Kaligelang) pada 
tanggal 15 Oktober 2019 mengatakan : 
Diprioritaskan untuk pembangunan fisik sebesar 70% dan yang 30% untuk 
pemberdayaan masyarakat, intinya mengutamakan pembangunan fisik sesuai 
usulan masyarakat. 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 
tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Tidak mas pembangunan jangka pendek hanya untuk menunjang kenerja 
aparatur desa agar pekerjaannya lebih mudah. 
Selanjutnya Bapak H. Kaliri. M.Pd. (selaku tokoh masyarakat) pada tanggal 
28 Oktober 2019 mengatakan : 
Sepertinya tidak semata-mata untuk kegiatan pembangunan desa mas. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
pembangunan jangka pendek memprioritaskan kegiatan pembangunan, untuk 
pembangunan fisik sebesar 70% dan yang 30% untuk pemberdayaan 
masyarakat. 
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah 





Menurut Bapak Agus Sudibyo S.IP (selaku kepala desa Kaligelang) pada 
tanggal 15 Oktober 2019 mengatakan : 
Sudah sesuai, karena dalam penyusunan pembangunan jangka pendek 
berdasarkan peraturan yang lebih atas yaitu peraturan bupati, perda, 
permendagri. 
Selanjutnya jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) 
pada tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Allhamdulillah ya mas pembangunan jangka pendek sudah sesuai dengan 
peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan kebutuhan kantor desa. 
Kemudian Bapak H. Kaliri. M.Pd. (selaku tokoh masyarakat ) pada tanggal 28 
Oktober 2019 mengatakan : 
Iya mas sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
pembangunan jangka pendek sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu 
sesuai dengan peraturan pembangunan bupati, perda, dan permendagri. 
4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah perencanaan 
jangka pendek bermanfaat dalam pembangunan desa ? 
Menurut Bapak Agus Sudibyo S.IP (selaku kepala desa Kaligelang) pada 
tanggal 15 Oktober 2019 mengatakan : 
Sangat bermanfaat karena sesuai dengan usulan dari masyarakat melalui 
musdes dan musrembangdes. 
Selanjutnya jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) 





Sejauh ini sih bermanfaat mas bagi pembangunan desa secara keseluruhan, 
karena hal tersebut untuk menunjang kinerja aparatur desa. 
Kemudian Bapak H. Kaliri. M.Pd. (selaku tokoh masyarakat ) pada tanggal 28 
Oktober 2019 mengatakan : 
Iya mas sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
perencanaan jangka pendek bermanfaat dalam pembangunan desa. Melalui 
Musrembangdes baik pembangunan jangka pendek maupun menengah di 
rencanakan. 
Berdasarkan 4 jawaban diatas mengenai unit analisis 
pembangunan jangka pendek peneliti simpulkan bahwa pemerintah desa 
dalam merencanakan pembangunan desa di awali dengan pembangunan 
jangka panjang yang kemudian dilanjut pembangunan jangka pendek. Sesuai 
visi pembangunan desa Kaligelang yaitu pembangunan untuk pembangunan 
perekonomian. Kemudian, pembangunan jangka pendek memprioritaskan 
kegiatan pembangunan, untuk pembangunan fisik sebesar 70% dan yang 30% 
untuk pemberdayaan masyarakat. 
d. Pembangunan Jangka Panjang 
Yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara langsung 
dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan 





dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi 
pembangunan nasional. 
1) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah pemerintah 
desa dalam merencanakan pembangunan setelah jangka pendek di lanjutkan 
dengan jangka panjang ? 
Menurut Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada tanggal 
17 Oktober 2019 mengatakan : 
Kebalik, jangka panjang dulu baru jangka pendek, perencanaan di awali 
dengan RPJM yang sifatnya limatahunan, kemudian di jabarkan dalam setiap 
tahun. Di mulai dari setiap dusun yaitu musdus, dari musdus kemudian di 
rangkum di tingkat desa kemudian di musyawarahkan mana mana yang di 
prioritaskan. Kemudian baru jangka pendek. 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 
tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Jadi pembangunan jangka pendek itu seperti sarana dan prasarana kantor, 
dan kemudian di lanjutkan pembangunan jangka menengah seperti 
infrastruktur jalan dan sebagainya, baru kemudian jangka panjang mas 
seperti pembangunan sarana penunjang kesehatan dan pendidikan bagi 
masyarakat. 
Selanjutnya Bapak H. Kaliri. M.Pd. (selaku tokoh masyarakat ) pada tanggal 
28 Oktober 2019 mengatakan : 
Iya mas setelah pembangunan jangka pendek maka akan di lanjutkan 
pembangunan jangka panjang, kalau semua pembangunan jangka pendek 
sudah selesai maka pembangunan jangka panjang juga akan otomatis selesai, 





Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
perencanaan pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan setelah 
jangka panjang kemudian jangka pendek, perencanaan di awali dengan RPJM 
yang sifatnya limatahunan, kemudian di jabarkan dalam setiap tahun. Di 
mulai dari setiap dusun yaitu musdus, dari musdus kemudian di rangkum di 
tingkat desa kemudian di musyawarahkan mana mana yang di prioritaskan. 
Kemudian perencanaan pembangunan jangka pendek. 
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah pembangunan 
jangka panjang memprioritaskan kegiatan pembangunan desa ? 
Menurut Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada tanggal 
17 Oktober 2019 mengatakan : 
Sangat memprioritaskan, karena setiap usulan dari masyarakat selalu di catat 
dan dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 
tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Sangat memperioritaskan mas, karena pembangunan desa jangka panjang 
berjalan itu karena adanya usulan dari masyarakat yang merasa sarana dan 
prasarana untuk menjunjang kesehatan dan meningkatkan kualitas pendidikan 
yang ada di desa kaligelang ada yang perlu untuk di benahi. 
Selanjutnya Bapak H. Kaliri. M.Pd. (selaku tokoh masyarakat ) pada tanggal 28 
Oktober 2019 mengatakan : 
Sejauh ini dalam masa jabatan pak lurah yang sudah dua periode sekarang, 
dari awal  masa jabatannya. Itu sudah bangyak mas pembangunan yang sudah 





pembangunan jangka panjangnya itu memperioritaskan kegiatan pembangunan 
desa. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
pembangunan jangka panjang memprioritaskan kegiatan pembangunan desa. 
Pembangunan jangka panjang diantaranya pengaspalan jalan, membangun 
sarana dan prasarana kantor desa, irigasi, dan pembetonan jalan setapak. 
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apa saja 
pembangunan jangka panjang yang telah di capai oleh pemerintah desa 
kaligelang tahun 2016-2018 ? 
Menurut Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada tanggal 
17 Oktober 2019 mengatakan : 
Pembangunan lapangan itu jangka panjang, jalan ya jangka panjang, 
drainase ya jangka panjang, namun belum selesai. Karena semua bertahap 
sesuai anggaran yang ada, menyesuaikan sesuai uang yang ada jadi bertahap 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 
tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Lumayan banyak mas pembangunan jangka panjang yang telah tercapai, 
salah satunya perbaikan gedung TK pertiwi untuk menunjang pendidikan bagi 
masyarakat desa, kemudian sekarang puskesmas pembantu sering buka 
walaupun bukanya di hari-hari tertentu. 
Selanjutnya Bapak H. Kaliri. M.Pd. (selaku tokoh masyarakat) pada tanggal 
28 Oktober 2019 mengatakan : 
Sudah banyak yang telah tecapai mas dari awal periode pertama masa 





infrastruktur jalan sudah bagus, pembangunan atau perenofasian kantor 
kepala desa, gedung TK pertiwi yang dekat rumah saya itu. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
pembangunan jangka panjang yang telah di capai oleh pemerintah desa 
kaligelang tahun 2016-2018 yaitu salah satunya perbaikan gedung TK pertiwi 
untuk menunjang pendidikan bagi masyarakat desa, kemudian puskesmas 
pembantu, serta tanggul irigasi sawah. 
4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah pembangunan 
jangka panjang sesuai dengan peraturan yang berlaku ? 
Menurut Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada tanggal 
17 Oktober 2019 mengatakan : 
Sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan 
perencanaannya sesuai dengan peraturan yang lebih atas, seperti peraturan 
bupati 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 
tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Pembangunan jangka penjang menurut saya sudah sesuai dengan peraturan 
yang berlaku, karena pemerintahan desa sudah cukup bagus dalam 
pengupayaan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi 
masyarakat yang membutuhkan. 
Selanjutnya Bapak H. Kaliri. S.Pd. (selaku tokoh masyarakat) pada tanggal 28 
Oktober 2019 mengatakan : 
Sudah sesuai mas dengan peraturan yang berlaku karena semua masyarakat 





Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
pembangunan jangka panjang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu 
pembangunan untuk kepentingan bersama guna kesejahteraan masyarakat. 
5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah perencanaan 
jangka panjang bermanfaat dalam pembangunan desa ? 
Menurut Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada tanggal 
17 Oktober 2019 mengatakan : 
Sangat bermanfaat, karena semua pembangunan itu untuk kepentingan dan 
kesejahteraan masyarakat desa 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 
tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Allhamdulillah mas dengan adanya perencanaan jangka panjang yang sudah 
berjalan sekarang sedikit banyaknya bermanfaat bagi masyarakat dan 
kemajuan pembangunan desa kaligelang. 
Selanjutnya Bapak Rusdi (selaku tokoh masyarakat ) pada tanggal 26 Oktober 
2019 mengatakan : 
Sangat bermanfaat mas, bermanfaatnya untuk kedepan anak cucu saya nanti, 
seperti pembenahan lapangan sepak bola itu kan yang merasakan manfaatnya 
nanti anak cucu saya mas, saya sih sudah sepuh ya mas. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
perencanaan jangka panjang bermanfaat dalam pembangunan desa yaitu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempermudah akses jalan. 
Berdasarkan 5 jawaban diatas mengenai unit analisis 





pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan setelah jangka panjang 
kemudian jangka pendek, perencanaan di awali dengan RPJM yang sifatnya 
lima tahunan, kemudian di jabarkan dalam setiap tahun. Di mulai dari setiap 
dusun yaitu musdus, dari musdus kemudian di rangkum di tingkat desa 
kemudian di musyawarahkan mana yang di prioritaskan. Pembangunan 
jangka panjang yang telah di capai oleh pemerintah desa kaligelang tahun 
2016-2018 yaitu salah satunya perbaikan gedung TK pertiwi untuk 
menunjang pendidikan bagi masyarakat desa, kemudian puskesmas pembantu, 
serta tanggul irigasi sawah. 
e. Kesejahteraan Masyarakat 
Yaitu melakukan perencanaan yang efektif sehingga menghasilkan suatu program 
kerja yang dapat memaksimalkan pembanguan di desa. 
1. Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah pemerintah 
desa pernah melakukan pembagian beras miskin (raskin) kepada masyarakat 
yang kurang mampu ? 
Menurut Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada tanggal 
17 Oktober 2019 mengatakan : 
Sudah melakukan pembagian raskin pada masyarakat yang kurang mampu, 
sesuai jatah yang ada untuk di kaligelang ada 471 rumah tangga miskin, 
sekarang masyarakat mengambil sendiri lewat kartu masyarakat miskin lewat 
petugas bank yang sudah di tunjuk 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 





Nggeh mas trimakasih, pemerintah desa melakukan pembagian raskin dengan 
rutin, dimana pengambilan jatah raskin tersebut langsung datang ke kantor 
kepala desa dengan menukarkan karcis yang sudah di bagikan oleh kadus 
tiap dusun. 
Selanjutnya Bapak Rusdi (selaku tokoh masyarakat) pada tanggal 26 Oktober 
2019 mengatakan : 
Saya akui mas pemerintahan desa sering melakukan pembagian beras untuk 
warga yang kurang mampu, tapi tidak semua warga yang kurang mampu 
mendapatkan jatahnya, itu di karenakan data yang di gunakan oleh 
pemerintah desa itu data lama, enggak tau saya dapat datanya dari mana. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
pemerintah desa Kaligelang pernah  melakukan pembagian beras miskin 
(raskin) kepada masyarakat yang kurang mampu. Program Raskin atau beras 
miskin dibagikan kepada warga yang kurang mampu setiap satu bulan sekali, 
tujuannya untuk membantu masyarakat miskin dalam hal pangan. 
2) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah tentang pelayanan 
kesehatan desa bermanfaat bagi masyarakat desa ? 
Menurut Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada tanggal 
17 Oktober 2019 mengatakan : 
Sangat bermanfaat, di kaligelang ada pustu puskesmas pembantu yang buka 
seminggu dua kal, untuk melayani masyarakat desa, dan pelayanan pustu 
dibuka hari rabu dan sabtu da nada juga posbindu posbimbingan terpadu. 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 





Jadi menurut saya mengenai pelayanan kesehatan yang di adakan oleh 
pemerintah desa sangat bermanfaat sekali untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa, dimana masyarakat desa kaligelang yang sudah jompo 
tidak perlu lagi pergi jauh ke rumah sakit untuk melakukan cek kesehatan 
seperti gula darah, kolesterol dan tensi darah, sekarang pos yandu lansia 
sudah rutin untuk keliling dusun guna menunjang fasilitas kesehatan 
masyarakat desa. 
Selanjutnya Bapak Rusdi (selaku tokoh masyarakat) pada tanggal 26 Oktober 
2019 mengatakan : 
Pelayanan kesehatan yang di jalankan dari pemerintah desa sudah bagus mas 
dan sudah bermanfaat bagi masyarakat desa. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
pelayanan kesehatan desa bermanfaat bagi masyarakat desa. Untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, misalkan ada masyarakat desa 
kaligelang yang sudah jompo tidak perlu lagi pergi jauh ke rumah sakit untuk 
melakukan cek kesehatan seperti gula darah, kolesterol dan tensi darah, 
sekarang pos yandu lansia sudah rutin untuk keliling dusun guna menunjang 
fasilitas kesehatan masyarakat desa, serta posyandu balita untuk mengecek 
kesehatan ibu dan anak. 
3) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah tentang keamanan 
desa yang dilakukan oleh perangkat desa ? 
Menurut Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada tanggal 





Keamanan desa sudah bisa berjalan dengan baik, baik di kantor desa ada 
yang piket, maupun di wilayah wilayah, sayangnya di wilayah-wilayah hanya 
sebagian kecil yang ada pos keamananannya seperti di perumahan, tapi di 
kampong-kamoung sudah tidak ada rondanya 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 
tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Untuk keamanan desa kaligelang menurut saya sudah aman ya mas, 
walaupun pos ronda sebagian besar sudah ada yang tidak berfungsi. 
Selanjutnya Bapak H. Kaliri. M.Pd. (selaku tokoh masyarakat) pada tanggal 
28 Oktober 2019 mengatakan : 
Desa kaligelang sudah cukup aman mas. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
keamanan desa yang dilakukan oleh perangkat desa Kaligelang untuk 
lingkungan kantor desa sudah baik dan diadakan piket malam. Namun, di 
dusun-dusun sendiri pos keamanan atau poskampling banyak yang sudah 
tidak berfungsi dan rusak. 
4) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah tentang pembangunan 
lapangan sepakbola yang di bangun oleh pemerintah desa bermanfaat bagi 
masyarakat desa ? 
Menurut Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada tanggal 
17 Oktober 2019 mengatakan : 
Sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk pembangunan lapangan sudah 
dimulai dari tahun 2017 dengan membangun pagar keliling lapangan, 





tribun sebeleh barat, dan rencananya tahun 2020 akan dibangun jogging 
track dan drainase lapangan 2021 baru pembangunan rumput lapangan dan 
tembok keliling lapangan sebelah utara. 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 
tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Kalau tentang pembangunan lapangan sepak bola yang di bangun pemerintah 
desa jelas ya mas bermanfaat bagi masyarakat desa khusus bagi kalangan 
anak muda karang tarunanya, bisa menyalurkan hobi mereka dalam bermain 
sepak bola, dan mengurangi perilaku negatif bagi anak-anak muda. 
Selanjutnya Bapak H. Kaliri. M.Pd. (selaku tokoh masyarakat ) pada tanggal 
28 Oktober 2019 mengatakan : 
Sangat bermanfaat mas untuk menunjang kegiatan pemuda. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
pembangunan  lapangan sepakbola yang di bangun oleh pemerintah desa 
bermanfaat bagi masyarakat desa. Manfaat yang dirasakan antara lain 
olahraga sepak bola tanpa harus sewa lapangan ke desa lain, dapat 
menyalurkan hobi sepak bola, serta warga lebih giat berolahraga. 
Pembangunan lapangan sudah dimulai dari tahun 2017 dengan membangun 
pagar keliling lapangan, kemudian tahun 2018 pengurukkan lapangan, tahun 
2019 pembangunan tribun sebeleh barat, dan rencananya tahun 2020 akan 
dibangun jogging track dan drainase lapangan 2021 baru pembangunan 
rumput lapangan dan tembok keliling lapangan sebelah utara. 
5) Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan adalah apakah dengan 





Menurut Bapak Casmad S.Pd (Selaku sekertaris desa kaligelang) pada tanggal 
17 Oktober 2019 mengatakan : 
Banyak mafaatnya dengan dana desa yang di kucurkan oleh pemerintah 
pusat, yang tadinya jalan becek sekarang sudah di aspal, yang tadinya banjir 
dengan adanya drainase bisa mengatasi banjir, yang tadinya pengairan 
sawah tidak lancar menjadi lancar karena terbangunnya saluran irigasi. 
Adapun jawaban Bapak Ali Jabidin (selaku ketua BPD Desa Kaligelang) pada 
tanggal 11 November 2019 mengatakan: 
Jujur ya mas, saya sebagai ketua BPD dan juga masyarakat merasa 
bersyukur dengan adanya dana desa, saya merasakan dampaknya mas, 
rumah saya yang berada di tengah dusun dimana hanya bisa di lewati dengan 
menggunakan motor jalan setapak yang tadinya kalau hujan itu bisa banjir 
dan becek Allhamdulillah mas sekarang jalan setapak sudah beraspal. Jadi 
dengan adanya dana desa ini masyarakat desa sudah merasakan dampaknya 
yaitu kemajuan desa kaligelang. 
Selanjutnya Bapak H. Kaliri. M.Pd. (selaku tokoh masyarakat) pada tanggal 
28 Oktober 2019 mengatakan : 
Dengan adanya dana desa, sangat membantu bagi meningkatkan 
perekonomian masyarakat. Desa kaligelang bisa di lihat sendiri kan mas ya, 
sekarang sudah seperti kota, jalan-jalan mulus sampai ke dalam 
perakampungan jalan setapaknya sudah mulus semua. 
Kemudian Bapak Dulmanan (selaku masyarakat desa kaligelang) pada tanggal 
02 November 2019 mengatakan : 
Saya sebagai masyarakat sedikit banyak sudah merasakan dampaknya mas, 





sawah-sawah juga sudah teraliri air dengan nyaman dan berlimpah karena 
adanya pembuatan saluran irigasi. 
Selanjutnya Bapak Ustad Muhidin (selaku masyarakat desa kaligelang) pada 
tanggal 03 November 2019 mengatakan : 
Allhamdulillah mas, dengan adanya dana desa saya yang berjualan tempe di 
pasar dan istri saya yang jual tempe keliling sudah merasakan manfaatnya, 
tadinya istri saya kesulitan kalau lewat jalan setapak yang becek, 
Allhamdulillah sekarang jalan setapak hampir semua yang ada di desa sudah 
di aspal, ada yang di beton juga jadi sudah tidak becek lagi, intinya dengan 
adanya dana desa saya dan keluarga saya sudah merasakan dampaknya. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan  informan, disimpulkan bahwa 
adanya dana desa masyarakat sudah merasakan dampaknya positifnya. 
Manfaat yang di dapat dengan adanya dana desa yaitu kesejahteraan 
masyarakat meningkat, dalam hal pendidikan, kesehatan, serta perekonomian 
meningkat salah satunya karena akses jalan sudah bagus dan bersih. 
Berdasarkan 5 jawaban diatas mengenai unit analisis kesejahteraan 
masyarakat peneliti simpulkan bahwa pemerintah desa Kaligelang   
melakukan pembagian beras miskin (raskin) kepada masyarakat yang kurang 
mampu yang dibagikan kepada warga yang kurang mampu setiap satu bulan 
sekali, Untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat desa, 
diadakan pos yandu lansia serta posyandu balita untuk mengecek kesehatan 
ibu dan anak. Kemudian, keamanan desa yang dilakukan oleh perangkat desa 
Kaligelang untuk lingkungan kantor. Namun, di dusun-dusun sendiri pos 





Kemudian, pembangunan  lapangan sepakbola yang di bangun oleh 
pemerintah desa bermanfaat bagi masyarakat desa. Pembangunan lapangan 
sudah dimulai dari tahun 2017 dengan membangun pagar keliling lapangan, 
kemudian tahun 2018 pengurukkan lapangan, tahun 2019 pembangunan 
tribun sebeleh barat, dan rencananya tahun 2020 akan dibangun jogging track 
dan drainase lapangan 2021 baru pembangunan rumput lapangan dan tembok 
keliling lapangan sebelah utara. 
Berdasarkan 5 kesimpulan diatas dapat peneliti simpulkan lagi bahwa 
untuk unit analisis pertama Proses Kegiatan Perubahan pembangunan, selalu 
di awali dengan sosialisasi yang disebut dengan musrembangdes dengan 
melibatkan langsung anggota TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), anggota Badan 
Permusyawaratan Desa, dan juga di hadiri oleh masyarakat dan tokoh 
masyarakat desa Kaligelang. Kemudian, pembangunan yang di sampaikan 
oleh kepala desa mudah dipahami karena sudah dijabarkan di dalam APBDES 
dan di buatkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Selanjutnya mengenai 
unit analisis kedua Proses perencanaan pembangunan, desa Kaligelang selalu 
dilakukan perencanaan terlebih dahulu yaitu melalui APBDES dan 
Musrembangdes yang melibatkan masyarakat. Dimana ada perencanaan yang 
bersifat perencanaan jangka menengan yaitu lima tahunan yaitu RPJM, 
kemudian setiap satu tahun direncanakan jangka pendek yaitu RKPDES 
dalam setiap satu tahun sekali. Selanjutnya mengenai unit analisis ketiga 





untuk pembangunan fisik sebesar 70% dan yang 30% untuk pemberdayaan 
masyarakat. Pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan jangka 
panjang kemudian jangka pendek, perencanaan di awali dengan RPJM yang 
sifatnya lima tahunan, kemudian di jabarkan dalam setiap tahun. Di mulai dari 
setiap dusun yaitu musdus, dari musdus kemudian di rangkum di tingkat desa 
kemudian di musyawarahkan mana yang di prioritaskan. Selanjutnya 
mengenai unit analisis keempat pembangunan jangka panjang, 
memprioritaskan kegiatan pembangunan desa. Pembangunan jangka panjang 
yang telah di capai oleh pemerintah desa kaligelang tahun 2016-2018 yaitu 
salah satunya perbaikan gedung TK pertiwi untuk menunjang pendidikan bagi 
masyarakat desa, kemudian puskesmas pembantu, serta tanggul irigasi sawah. 
Selanjutnya mengenai unit analisis kelima kesejahteraan masyarakat, 
pemerintah desa Kaligelang melakukan pembagian beras miskin (raskin) 
kepada masyarakat yang kurang mampu setiap satu bulan sekali, pelayanan 
kesehatan desa bermanfaat bagi masyarakat desa. Untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa, keamanan desan namun, di dusun-dusun 
sendiri pos keamanan atau poskampling banyak yang sudah tidak berfungsi 
dan rusak, dan pembangunan  lapangan sepakbola yang di bangun oleh 
pemerintah desa bermanfaat bagi masyarakat desa. 
V.2. Pembahasan atas Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa perilaku 





melaksanakan pembangunan di desa secara merata dengan unit analisis : 1)  Perilaku 
kepala desa, dapat di ketahui bahwa peran kepala desa dalam melaksanakan tugas 
kepemimpinannya telah dijalankan dengan baik. Bertanggungjawab dengan 
pekerjaannya dan sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. Meski demikian desa memiliki hak dan wewenang 
berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan desa itu sendiri, dengan 
demikian kepala desa dalam membuat peraturan yang bersifat formal dan memiliki 
kekuatan hukum yang mengikat secara positif dalam bentuk peraturan desa. 
Kemudian, dalam berkomunikasi kepada aparatur desa maupun masyarakat guna 
pembangunan fisik desa yaitu bapak kepala desa dalam kesempatannya rapat desa 
bersama aparatur desa dan masyarakat guna mengkomunikasikan pembangunan desa 
secara transparan dan akuntabel. Tanpa adanya hubungan komunikasi ke segala arah 
dalam suatu kegiatan, akan sulit diketahui apa yang sudah dicapai, apa yang akan 
diraih dan bagaimana kendala dalam pelaksanaan pekerjaan dan komunikasi adalah 
sumber informasi bagi pimpinan dalam menginformasikan berbagai kebijakan 
ataupun tentang pembangunan. Kemudian, kepala desa merespon atau 
memperhatikan aspirasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa bahwa kepala 
desa menyikapi usulan ataupun masukan dari masyarakat mengenai pembangunan 
desa dengan baik. Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) sesungguhnya 
adalah forum bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan program pembangunan di 
daerahnya masing-masing. Usulan program dari masyarakat itu kemudian 





tersebut mendorong masyarakat ikut aktif dalam proses pembangunan, dengan 
demikian masyarakat menjadi lebih merasa di hargai karena ikut serta dalam setiap 
pembangunan dan menghidupkan lagi nilai-nilai gotong royong sesama masyarakat. 
Kemudian kepala desa selalu melibatkan BPD selaku badan eksekutif desa supaya 
peraturan yang di buat kepala desa dapat bermanfaat bagi masyarakat. kecerdasan 
kepala desa dalam mengambil keputusan pembangunan fisik desa pengambilan 
keputusan yang di buat kepala desa harus tetap mengacu pada peraturan yang berlaku, 
dan melihat skala prioritas. Meski demikian masyarakat memiliki hak dan wewenang 
berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan desa itu sendiri yaitu dengan 
adanya musyawarah. kepala desa selalu jujur dan terbuka dalam anggaran 
pembangunan fisik desa. Musrembang sebagai wadah aspirasi masyarakat dan 
menyampaikan anggaran pembangunan secara transparan oleh kepala desa. Dalam 
program pembangunan desa masyarakat bukan hanya sebagai penentu keputusan, 
melainkan juga sebagai sumber identifikasi, sehingga dalam penggunaan dan 
pengelolaan ADD menjadi tepat sasaran dan rill dengan kepentingan masyarakat itu 
sendiri. Selanjutnya indikator 2) Peran Kepala Desa Sebagai Peningkatan Efektifitas 
Kerja, dapat di ketahui bahwa program atau misi pembangunan yang direncanakan 
kepala desa sudah tercapai sesuai tujuan dan secara umum sudah di selesaikan, tetapi 
untuk pembuatan lapangan desa belum terselesaikan karena membutuhkan dana yang 
cukup banyak. Pembangunan setiap tahun di musyawarahkan melalui RPJM selama 
lima tahun, kemudian untuk tahun tahun anggaran itu ada rencana kerja tahunan. Jadi 





bisa di jangkau, sesuai dengan anggran yang di tetapkan untuk tahun anggaran di 
tahun tersebut. Kemudian, kepala desa mengatur kegiatan pembangunan fisik desa 
dan kebijakan pembangunan, masih didasarkan pada program yang telah dirumuskan 
pada musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap 
tahunnya. Kepala Desa sebagai pemimpin yang ada di desa, hal ini juga merupakan 
fungsi dari pemerintah desa itu sendiri yaitu fungsi pembangunan. Dengan cara 
musyawarah mufakat yang sudah tercantum dalam RKPDES, dengan membentuk tim 
pelaksana kegiatan (TPK), dan yang mengerjakannya TPK. Kemudian, kepala desa 
membagikan atau mengintrupsikan kerja terhadap aparatur desa dalam menyelesaikan 
pekerjaan dengan asas kerjasama dan gotong royong agar pembangunan desa cepat 
selesai, yaitu dengan membagi tugas sesuai porsinya. Kemudian, kepala desa 
menggunakan fasilitas sarana dan prasarana kantor guna menyelesaikan tugas 
pekerjaan, karena sarana prasarana memang milik kantor dan digunakan untuk 
menyelesaikan tugas kantor. Untuk memperlancar pekerjaan, bapak kepala desa 
menggunakan fasilitas yang ada dan untuk menunjang pekerjaan. Sarana dan 
prasarana dibeli, dibikin, dan tersedia tujuannya untuk memfasilitasi aparatur desa 
yang kerja di kantor desa. Kemudian, kepala desa sudah melakukan kontrol atau 
pengawasan terhadap aparatur desa dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan, yaitu 
dengan mengoreksi dan memantau setiap satu bulan sekali. Hal itu dilakukan agar 
yang sudah diamanahkan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya indikator 3) 
Peran Kepala Desa sebagai efisiensi waktu, dapat diketahui bahwa peran kepala desa 





tepat waktu. Hal ini karena trategi kepala desa beserta jajarannya yang dapat 
menyusun pembangunan berdasarkan skala prioritas agar selesai tepat waktu, namun 
ada beberapa kendala karena anggaran yang kurang. Program Desa diawali dari 
musyawarah Dusun yang dilanjutkan ke musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-
tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam 
rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui 
permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat 
sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung. Sebagai wakil dari 
masyarakat lembaga desa berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam 
menggerakkan program Pembangunan. Pemerintah Desa beserta Lembaga Desa 
merumuskan program Pembangunan Desa, dalam hal ini menyusun pembangunan 
apa yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun 
skala prioritas dan selesai tepat waktu. Kemudian, kepala desa dan aparatur desa 
dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa sudah baik dan tidak 
mempersulit urusan warganya. Kepala desa dan aparatur desa melayani masyarakat 
desa sesuai prosedur undang-undang yang berlaku yaitu setiap warga sipil berhak atas 
pelayanan. Negara berkewajiban memenuhi setiap kewajiban setiap warga Negara 
melalui sistem pemerintahan dalam hal ini yaitu desa yang mendukung terciptaanya 
penyelenggaraan pelayanan publik  dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak 
sipil setiap warga Negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. 
Kemudian, kepala desa dalam  memberikan materi pencerahan tentang pemerintahan 





dan rapat desa sebagai wadah menginformasikan apa yang akan menjadi proyek desa. 
Kemudian, kepala desa dalam membagi tugas pekerjaan di kantor dengan kegiatan 
tugas di luar kantor sudah seimbang. Dilihat dari bagimana kepala desa mengerjakan 
tugas kantor dan diluar kantor sesuai kepentingannya. Tugas kepala desa jika di 
kantor 30% dan di lapangan 70%, di lapangan ini mengatasi masalah masalah warga, 
menanggapi pengaduan dari warga, serta mengontrol pembangunan di lapangan. 
Selanjutnya indikator 4) peran kepala desa sebagai tanggung jawab, dapat di ketahui 
bahwa peran kepala desa dalam suatu tanggung jawab kepala desa sudah  melaporkan 
tugas tanggung jawabnya sesai waktu yang ditetapkan oleh bupati yaitu satu tahun 
sekali setiap akhir tahun. Laporan pertanggug jawaban pemerintah desa/LPPD 
dilaporkan setiap satu tahun sekali, disitu kepala desa melaporkan apa saja target-
target yang delah dicapai sesuai anggaran. Kemudian, kepala desa sudah melaporkan 
tugas tanggung jawabnya sesai waktu yang ditetapkan oleh bupati yaitu satu tahun 
sekali setiap akhir tahun. Kemudian, kepala desa dalam menangani persoalan 
pembangunan fisik desa selalu melakukan pelaporan kepada atasannya (camat) setiap 
satu tahun sekali sebagai pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan terbawah 
kepada atasannya sekaligus agar dapat dikoreksi mengenai pembangunan fisik. 
Sebelumnya setiap akan diadakan pelaksanaan pembangunan selalu ada kordinasi 
kepada pihak atasan dalam hal ini yaitu kecamatan. Kemudian, kepala desa dalam 
merespon warganya yang kurang mampu sudah baik. Dengan dibantu oleh kepala 
dusun data warga kurang mampu masuk ke desa dan dilaporkan kepada atasan untuk 





musyawarah untuk menginformasikan proyek pembangunan juga sebagai wadah 
untuk menampung keluhan warga dan pendapat warga. Kemudian, peran kepala desa 
jika tejadi perselisihan antara warga desa dengan aparatur desa dalam menyelesaikan 
tugas pekerjaan sebagai penengah, yaitu dengan mempertemukan kedua belah pihak 
dan mencari jalan keluarnya agar tidak terjadi perselisihan yang berlanjut. Fungsi dari 
adanya Musrembang ini disamping untuk mendengarkan aspirasi warga, juga sebagai 
tempat untuk meminimalisir adanya perselisihan karena beda pendapat antara warga 
dengan aparatur desa. Sekalipun ada perselisihan, diselesaikan saat itu juga dengan 
mediasi. Permasalahannya selesaikan secara kekeluargaan, agar tidak saling 
merugikan satu sama lain. 
Selanjutnya, dana desa dengan unit analisis 1) penerimaan pajak dan retribusi 
dapat diketahui bahwa mengenai proses penerimaan pajak dan retribusi sampai ke 
desa yaitu desa tidak memungut pajak secara langsung tapi ada pihak yang 
berwenang untuk memungut pajak yang selanjutnya desa akan mendapat bagian 
sebagai APBDES. Kemudian, penerimaan pajak dan retribusi dalam satu tahun yaitu 
sekitar 60% dari penerimaan APBDES. Dana penerimaan pajak dan retribusi sudah 
digunakan dengan bijak dengan mengacu pada rencana-rencana proyek yang akan 
dikerjakan. Kemudian, pembayaran pajak dan retribusi dapat dibayarkan ke loket 
kantor desa Kaligelang secara langsung atau bisa juga melalui kepala dusun yang 
sudah ditugasi memungut pajak. Biasanya masing-masing Kadus akan mendatangi 
rumah warganya untuk membagikan tagihan PBB. Cara pembayaran pajak biasanya 





masing Dusun dan mereka bisa langsung membayar kepada bapak Kadus. 
Selanjutnya indikator 2) dana alokasi umum, dapat diketahui bahwa mengenai dana 
alokasi umum sebesar 10% dari total APBN. Setiap tahunnya dana alokasi umum 
tersebut diterima dan sebagai dana pembangunan. Dana Alokasi Umum  adalah 
sejumlah dana yang harus dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah 
Otonom (Provinsi atau Kabupaten  di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana 
pembangunan. Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-
kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN. 
Dana alokasi umum sudah digunakan secara maksimal guna pembangunan desa 
Kaligelang sesuai dengan renca-rencana pembangunan. Setiap tahunnya desa 
Kaligelang memperoleh dana alokasi umum yang tujuannya untuk pembangunan desa 
dan untuk kepentingan-kepentingan kegiatan pemerintah desa Kaligelang. Kemudian, 
dana alokasi umum sudah dapat menunjang kegiatan sosial di desa. Dana alokasi 
umum digunakan untuk kepentingan kegiatan pemerintah desa termasuk juga 
kegiatan sosial di desa. Dana alokasi umum ini memang sangat bermanfaat contohnya 
saja untuk kegiatan pemerintah desa, termasuk juga kegiatan sosial di desa. Kegiatan 
sosial desa contohnya ada kegiatan desa yang melibatkan warga masyarakat bersama-
sama bersih kampung. Kemudian, kepala desa melaporkan  dana alokasi umum sesuai 
dengan peraturan yang berlaku yaitu setiap satu tahun sekali pada akhir tahun. Tujuan 
dari laporan tersebut untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi evalusi 
kedepan. Kemudian, dana alokasi umum sudah di kelola secara efisien dan efektif 





dan kepentingan pemerintah desa Kaligelang. Selanjutnya dengan indikator 3) dana 
alokasi khusus dapat diketahui bahwa dana alokasi khusus  yang diterima desa dalam 
satu tahun sesuai tingkat kebutuhan yang ada di desa. Dana alokasi khusus adalah 
alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi atau 
kabupaten tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan 
urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional yang kemudian 
sampai ke desa sesuai tingkat kebutuhan yang ada di desa yaitu sekitar 10% dari 
APBN yang diberikan bertahap. Kemudian, dana alokasi khusus sudah di kelola 
sesuai pedoman yang berlaku yaitu sesuai rencana pembangunan berdasarkan criteria 
umum, khusus, dan criteria teknis. Kemudian, dana alokasi khusus sudah dilaporkan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyampaian laporan dana alokasi khusus ada 
yang dinamakan triwulan, triwulan dimaksud dilakukan selambat-lambatnya 14 hari 
setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Penyaluran Dana alokasi khusus dapat 
ditunda apabila desa tidak menyampaikan laporan tersebut. Dana alokasi khusus 
sangat bermanfaat bagi pembangunan desa Kaligelang. Pembangunan yang sudah 
teralisasi karena adanya dana alokasi khusus diantaranya pembangunan jalan, 
pengaspalan rabat beton untuk mengatasi banjir, kemudian rumah tidak layak huni, 
jambanisasi, untuk masyarakat yang kurang mampu, perbaikan lapangan. 
Perencanaan Pembangunan bersama-sama dengan  warga tujuannya untuk melakukan 
evaluasi terhadap pemanfaatan dana alokasi khusus dan teknis pelaksanaan kegiatan 





seperti biasa kita melaksanakan Musrembang bersama warga agar warga juga tau apa 

























Berikut data APBDes Desa Kaligelang tahun anggaran 2016-2018 : 
Tabel : V. 01 








1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2.2.52 PEMBANGUNAN DRAINASE
 - Pembangunan Drainase RW 01 dan RW 02 M1 Juli s/d M 2 Sep. 153.5 meter 645,772          99,126,000        
 - Operasional Kegiatan Desa M1 Juli s/d M 2 Sep. 1 Paket 3,975,000       3,975,000          
2 2.2.50 PEMBANGUNAN TALUD  JALAN LOMBOK  
 - Pembangunan Talud/ Senderan Jalan Jalan Lombok M1 Juli s/d M 2 Sep. 367.74 meter 303,816          111,726,000      
 - Operasional Kegiatan Desa M1 Juli s/d M 2 Sep. 1 Paket 3,365,200       3,365,200          
3 2.2.44
PEMBANGUNAN RABAT BETON DAN SENDERAN SALURAN 
SEKUNDER
- Pembangunan Rabat Beton dan Senderan Saluran Sekunder RW 03 dan RW 04 M1 Juli s/d M 2 Sep. 267 meter            645,333       172,303,800 
- BOP Desa M1 Juli s/d M 2 Sep. 1 Paket 6,425,000       6,425,000          
4 2.2.45
PEMBANGUNAN JEMBATAN MENUJU LAPANGAN DESA 
KALIGELANG
 - Pembangunan Jembatan Desa M1 Sep. s/d M 3 Des. 48 m3 1,544,958       74,158,000        
 - Operasional Kegiatan Desa M1 Sep. s/d M 3 Des. 1 Paket 3,675,000       3,675,000          
5 2.2.43 PEMBANGUNAN REHABILITASI TK PERTIWI
 - Pembangunan / Rehabilitasi TK Pertiwi RW 03 M1 Sep. s/d M 3 Des. 95 M2         2,028,747       192,731,000 
 - Operasional Kegiatan Desa M1 Sep. s/d M 3 Des. 1 Paket 6,465,000       6,465,000          
673,950,000      
RENCANA KERJA KEGIATAN DESA KALIGELANG
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2016










Tabel : V. 02 








1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2.2.52 PEMBANGUNAN DRAINASE
 - Pembangunan Drainase RW 06 M1 Juli s/d M 2 Sep. 203 meter 426,108     86,500,000        
 - Operasional Kegiatan Desa M1 Juli s/d M 2 Sep. 1 Paket 3,250,000  3,250,000          
2 2.2.50 PEMBANGUNAN TALUD  JALAN LOMBOK  DAN FLORES
 - Pembangunan Talud/ Senderan Jalan Jalan Lombok dan FloresM1 Juli s/d M 2 Sep. 231 meter 502,165     116,000,000      
 - Operasional Kegiatan Desa M1 Juli s/d M 2 Sep. 1 Paket 3,500,000  3,500,000          
3. 2.2.45 PENGASPALAN JALAN SETAPAK
 - Pengaspalan Jalan Setapak Desa M1 Sep. s/d M 3 Des. 1656 meter 118,056     195,500,000      
 - Operasional Kegiatan Desa M1 Sep. s/d M 3 Des. 1 Paket 4,250,000  4,250,000          
4. 2.2.43 PEMBANGUNAN REHABILITASI TK PERTIWI
 - Pembangunan / Rehabilitasi TK Pertiwi RW 03 M1 Sep. s/d M 3 Des. 105 M2       977,495       102,637,000 
 - Operasional Kegiatan Desa M1 Sep. s/d M 3 Des. 1 Paket 3,363,000  3,363,000          
5. 2.2.44 PEMBANGUNAN RABAT BETON 
- Pembangunan Rabat Beton RW 01 dan RW 02 M1 Juli s/d M 2 Sep. 665 meter       274,514       182,552,000 
- BOP Desa M1 Juli s/d M 2 Sep. 1 Paket 4,000,000  4,000,000          
6. 2.2.43 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BUMDES DAN BKD
- Pembangunan Kantor BUMDES dan BKD Desa M1 Sep. s/d M 3 Des. 83 M2 2,305,916     191,391,000         
- Operasional Kegiatan Desa M1 Sep. s/d M 3 Des. 1 Paket 3,609,000     3,609,000              
896,552,000      
RENCANA KERJA KEGIATAN DESA KALIGELANG
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2017












Tabel : V. 03 








1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2.4.22 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DESA Desa M1 Juni. s/d M 3 Juli. 1 Paket 5,000,000      5,000,000              
2 2.2.45 PENGASPALAN JALAN SETAPAK
 - Pengaspalan Jalan Setapak RW 01s/d RW 06 M1 Juni. s/d M 23 Agustus.3144.2 M2 90,794         285,476,000      
 - Operasional Kegiatan Desa M1 Juni. s/d M 23 Agustus. 1 Paket 4,500,000    4,500,000          
3 2.2.108 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA KOMUNIKASI DAN INFORMASI
M1 Juli s/d M 21 
Agustus
- Belanja Modal E-Voting Desa
M1 Juli s/d M 21 
Agustus
1 Unit 49,700,000    49,700,000            
4 2.2.44 PEMBANGUNAN RABAT BETON 
- Pembangunan Rabat Beton 
RW 03, 04, 05 dan 
RW 06
M1 Agusts s/d M 2 
Oktober.
1,914 M2        145,397       278,290,000 
- BOP Desa
M1 Agusts s/d M 2 
Oktober.
1 Paket 4,994,000    4,994,000          
5 2.2.57 PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN LAPANGAN
 - Revitalisasi/ Pengurugan Lapangan Desa M1 Sep. s/d M 3 Des. 2730 M3          66,388       181,240,000 
 - Operasional Kegiatan Desa M1 Sep. s/d M 3 Des. 1 Paket 3,466,000    3,466,000          
PERUBAHAN RENCANA KERJA KEGIATAN DESA KALIGELANG
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2018








6 2.2.52 PEMBANGUNAN DRAINASE
 - Pembangunan Drainase RW 01 dan RW 02 M1 Sep. s/d M 23 Des. 144 meter 185,771       26,751,000        
 - Operasional Kegiatan Desa M1 Sep. s/d M 23 Des. 1 Paket 2,000,000    2,000,000          
7 2.2.50 PEMBANGUNAN TALUD  JALAN  FLORES
 - Pembangunan Talud/ Senderan Jalan Jalan Flores M1 Sep. s/d M 23 Des. 167 meter 258,826       43,224,000        
 - Operasional Kegiatan Desa M1 Sep. s/d M 23 Des. 1 Paket 2,250,000    2,250,000          
8 2.2.102 PENGUATAN PERMODALAN BUMDESA
- Permodalan BUMDes Bersama Desa M1 Sep. s/d M 3 Des. 1 paket 100,000,000  100,000,000         
9 2.4.25 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa M1 Sep. s/d M 3 Des. 1 Paket 5,000,000      5,000,000              
JUMLAH 991,891,000      
FORM  XIII
 











Dari tabel diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pemerintahan desa Kaligelang 
hanya terfokus pada pembangunan yang sama pada setiap tahunnya, contohnya pada tahun 
2016-2018 pembangunan drainase tidak kunjung selesai dan masih banyak lagi pembangunan 
yang serupa yang tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Hasil RKPDES  
Kaligelang diatas sudah melalui audit dari inspektorat Kabupaten Pemalang dan tim 
monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa (Monev) dari Kecamatan Taman. 
Selanjutnya pembangunan desa dengan unit analisis 1) proses kegiatan 
perubahan bahwa pembangunan desa Kaligelang selalu di awali dengan sosialisasi 
yang disebut dengan musrembangdes dengan melibatkan langsung anggota TPK 
(Tim Pelaksana Kegiatan), anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan juga di hadiri 
oleh masyarakat dan tokoh masyarakat desa Kaligelang. Kemudian, pembangunan 
yang di sampaikan oleh kepala desa mudah dipahami karena sudah dijabarkan di 
dalam APBDES dan di buatkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Kemudian, 
pembangunan yang di sampaikan oleh kepala desa sesuai dengan aspirasi dari 
masyarakat desa. Karena sebelum melaksanakan pembangunan diadakan 
Musrembangdes yang berguna untuk menampung aspirasi masyarakat. Jadi dalam 
pembangunan kepala desa selalu melibatkan masyarakat. Disamping Musrembangdes 
sebelum melakukan program pembangunan kepala desa menugaskan semua kepala 
dusun dari masing-masing dusun untuk melakukan pengecekan di dusunnya apa yang 
di perlukan warganya, contohnya saja seperti rumah layak huni, program ini  
langsung dari aduan dari masyarakat yang kurang mampu dan di realisasikan 





di realisasikan bermanfaat bagi masyarakat desa Kaligelang. Pembangunan yang 
sudah direncanakan bersama masyarakat melalui Musrembang kemudian terwujud 
maka masyarakat sangat merasakan manfaatnya. Karena apa yang diusulkan 
terselesaikan sesuai kebutuhan Dusunnya. Kemudian, pembangunan desa Kaligelang 
dapat meningkatkan perubahan desa menjadi lebih maju. Contohnya jalan setapak 
yang sekarang sudah dilebarkan dan sudah beraspal mempermudah warga untuk 
bekerja dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa Kaligelang. 
Selanjutnya indikator 2) proses perencanaan pembangunan dapat diketahui bahwa 
pembangunan desa Kaligelang selalu dilakukan perencanaan terlebih dahulu yaitu 
melalui APBDES dan Musrembangdes yang melibatkan masyarakat. Dimana ada 
perencanaan yang bersifat perencanaan jangka menengan yaitu lima tahunan yaitu 
RPJM, kemudian setiap satu tahun direncanakan jangka pendek yaitu RKPDES 
dalam setiap satu tahun sekali. Kemudian, perencanaan pembangunan yang dilakukan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Artinya rencana pembangunan sesuai tingkat 
kebutuhannya dan sesuai aturan pembangunan nasional. Pembangunan desa sudah 
transparan dalam hal anggaran yang akan di keluarkan, dan melibatkan BPD dan 
melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat. Dengan memaparkan jumlah anggaran 
yang di pasang di sepanduk besar yang terletak di depan kantor balai desa dan juga di 
depan proyek pekerjaan, jadi menurut saya sudah sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. Kemudian, tokoh masyarakat dan  masyarakat sudah diikut sertakan dalam 
proses perencanaan pembangunan.  Anggota dari Musrembangdes tersebut terdiri dari 





bersangkutan lainnya semua diikut sertakan baik untuk pembangunan tahunan 
maupun lima tahunan. Kemudian, proses perencanaan  merencanakan pembangunan 
desa sesuai prioritas yang paling dibutuhkan terlebih dahulu. Proses perencanaan dari 
kepala desa kepada Kadus masing-masing dusun untuk memberikan masukan yang 
kemudian dipilah masuk ke RPJM dan kemudian di jabarkan kedalam RKPDES yang 
bersifat tahunan. Kemudian, proses perencanaan desa Kaligelang bermanfaat dalam 
pembangunan desa. Karena tanpa adanya perencanaan maka pembangunan akan 
kurang kemanfaatannya. Sebelum melakukan kegiatan pembangunan harus di awali 
perencanaan terlebih dahulu, sehingga pembangunannya nanti tidak sia-sia dibangun 
karena bukan dari aspirasi masyarakat. Jadi aspirasi masyarakat sangat bermanfaat 
untuk langkah awal proses perencanaan pembangunan, sehingga tidak asal bangun 
dan asal jadi. Selanjutnya indikator 3) pembangunan jangka pendek dapat diketahui 
bahwa pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan desa di awali dengan 
pembangunan jangka panjang yang kemudian dilanjut pembangunan jangka pendek. 
Sesuai visi pembangunan desa Kaligelang yaitu pembangunan untuk pembangunan 
perekonomian. Kemudian, pembangunan jangka pendek memprioritaskan kegiatan 
pembangunan, untuk pembangunan fisik sebesar 70% dan yang 30% untuk 
pemberdayaan masyarakat. Kemudian, pembangunan jangka pendek sesuai dengan 
peraturan yang berlaku yaitu sesuai dengan peraturan pembangunan bupati, perda, 
dan permendagri. Kemudian, perencanaan jangka pendek bermanfaat dalam 
pembangunan desa. Melalui Musrembangdes baik pembangunan jangka pendek 





panjang dapat diketahui bahwa perencanaan pemerintah desa dalam merencanakan 
pembangunan setelah jangka panjang kemudian jangka pendek, perencanaan di awali 
dengan RPJM yang sifatnya lima tahunan, kemudian di jabarkan dalam setiap tahun. 
Di mulai dari setiap dusun yaitu musdus, dari musdus kemudian di rangkum di 
tingkat desa kemudian di musyawarahkan mana yang di prioritaskan. Kemudian, 
pembangunan jangka panjang memprioritaskan kegiatan pembangunan desa. 
Pembangunan jangka panjang diantaranya pengaspalan jalan, membangun sarana dan 
prasarana kantor desa, irigasi, dan pembetonan jalan setapak. Pembangunan jangka 
panjang yang telah di capai oleh pemerintah desa kaligelang tahun 2016-2018 yaitu 
salah satunya perbaikan gedung TK pertiwi untuk menunjang pendidikan bagi 
masyarakat desa, kemudian puskesmas pembantu, serta tanggul irigasi sawah. 
Kemudian, pembangunan jangka panjang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu 
pembangunan untuk kepentingan bersama guna kesejahteraan masyarakat. 
Perencanaan jangka panjang bermanfaat dalam pembangunan desa yaitu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempermudah akses jalan. Selanjunya 
indikator 5) kesejahteraan masyarakat desa dapat diketahui bahwa pemerintah desa 
Kaligelang   melakukan pembagian beras miskin (raskin) kepada masyarakat yang 
kurang mampu. Program Raskin atau beras miskin dibagikan kepada warga yang 
kurang mampu setiap satu bulan sekali, tujuannya untuk membantu masyarakat 
miskin dalam hal pangan. Kemudian, pelayanan kesehatan desa bermanfaat bagi 
masyarakat desa. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, misalkan ada 





sakit untuk melakukan cek kesehatan seperti gula darah, kolesterol dan tensi darah, 
sekarang pos yandu lansia sudah rutin untuk keliling dusun guna menunjang fasilitas 
kesehatan masyarakat desa, serta posyandu balita untuk mengecek kesehatan ibu dan 
anak. Kemudian, keamanan desa yang dilakukan oleh perangkat desa Kaligelang 
untuk lingkungan kantor desa sudah baik dan diadakan piket malam. Namun, di 
dusun-dusun sendiri pos keamanan atau poskampling banyak yang sudah tidak 
berfungsi dan rusak. Kemudian, pembangunan  lapangan sepakbola yang di bangun 
oleh pemerintah desa bermanfaat bagi masyarakat desa. Manfaat yang dirasakan 
antara lain olahraga sepak bola tanpa harus sewa lapangan ke desa lain, dapat 
menyalurkan hobi sepak bola, serta warga lebih giat berolahraga. Pembangunan 
lapangan sudah dimulai dari tahun 2017 dengan membangun pagar keliling lapangan, 
kemudian tahun 2018 pengurukkan lapangan, tahun 2019 pembangunan tribun 
sebeleh barat, dan rencananya tahun 2020 akan dibangun jogging track dan drainase 
lapangan 2021 baru pembangunan rumput lapangan dan tembok keliling lapangan 
sebelah utara. Kemudian, adanya dana desa masyarakat sudah merasakan dampaknya 
positifnya. Manfaat yang di dapat dengan adanya dana desa yaitu kesejahteraan 
masyarakat meningkat, dalam hal pendidikan, kesehatan, serta perekonomian 
meningkat salah satunya karena akses jalan sudah bagus dan bersih. 
Apabila dikaitkan dengan yang dijadikan landasan penelitian sebagaimana 
dikemukakan oleh Suharto (2006 :32), serta analisis peneliti bahwa peran kepala desa 
dapat dicermati dari 1) perilaku kepala desa, 2) efektifitas kerja, 3) efisiensi waktu, 





Kepala Desa Kaligelang, sudah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat 
kendala. 
Mengacu pada temuan penelitian, tenyata kendala-kendala yang di temui di 
lapangan dari pembangunan desa Kaligelang yaitu dana desa yang minim 
mengakibatkan melambatnya pembangunan. Kemudian untuk sarana prasarana 
lingkungan masih adanya program yang belum terselesaikan, khususnya di dusun 
Buaran yang akses jalan utamanya masih sangat rusak. Untuk keamanan desa 
Kaligelang belum sepenuhnya mempunyai pos kampling yang layak dan ronda rutin 
contohnya di dusun Tembara yang penduduknya lebih banyak dibandingkan dusun 
yang lain. Selanjutnya sarana prasarana Ekonomi belum adanya Pasar desa, koperasi 
simpan pinjam hanya ada 1 (satu), belum bisa menunjang perekonomian masyarakat 
desa Kaligelang, dan yang terakhir sarana prasarana kesehatan tidak adanya poliklinik 
desa yang siap 24 jam. 
Untuk mengatasi kendala yang ada dalam penelitian ini maka kepala desa 
mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, jadi masyarakat tidak 
hanya menikmati hasil pembangunan tapi ikut dalam pembangunan desa demi 
terlaksananya pembangunan desa Kaligelang, seperti mengikuti Musyawarah 
pembangunan desa serta lebih aktif dalam forum musyawarah desa tersebut untuk 
menyampaikan program yang seharusnya dibangun secara merata dan pembangunan 
infrastruktur yang lebih penting, seperti pemerataan perbaikan jalan desa agar fokus 
pada perbaikan jalan terlebih dahulu dalam RKPDES. Kemudian  untuk solusi 





dalam rapat musyawarah pembangunan dan menjalankan ronda bergilir di dusunnya 
masing-masing. Kemudian  untuk solusi pemanfaatan dan menikmati hasil – hasil 
pembangunan, sebagai kepala desa yaitu membeikan pengertian–pengertian kepada 
masyarakat akan pentingnya pemeliharaan pembangunan yang sdah ada. Selanjunya 
solusi untuk sarana prasarana lingkungan khusunya masyarakat desa Buaran yang 
merasa kurang puas akan jalan utama yang ada di desa yaitu dengan kepala desa 
berkoordinsi dengan pemkab untuk proses perbaikan jalan tersebut untuk segera di 
lakukan perbaikan. Adapun solusi untuk sarana prasarana ekonomi yaitu dengan 
selalu membimbing kelompok-kelompok yang ada agar tahu tentang koperasi desa 
mau membentuk pasar desa supaya desa memiliki pendapatan tambahan. Dan yang 
terakhir solusi untuk sarana prasarana kesehatan yaitu dengan selalu mengupayakan 



















Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan mengenai Peran Kepala Desa 
Dalam Mengoptimalkan Dana Desa Tahun Anggaran 2016-2018 Untuk 
Pembangunan Fisik Desa Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Peran kepala desa diukur dengan unit analisis perilaku kepala desa, efektifitas 
kerja, efisiensi waktu, dan tanggung jawab. Dari unit analisis tersebut bahwa 
peran kepala desa dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya belum 
berjalan dengan baik, artinya kepala desa belum melaksanakan tugas secara 
optimal. Selanjutnya dana desa diukur dengan unit analisis penerimaan pajak 
dan retribusi, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus mengenai 
penerimaan pajak dan retribusi dalam satu tahun yaitu sekitar 60% dari 
penerimaan APBDES. Dana penerimaan pajak dan retribusi belum digunakan 
dengan bijak dengan mengacu pada rencana-rencana proyek yang akan 
dikerjakan. Dana alokasi umum sebesar 10% dari total APBN. Setiap 
tahunnya dana alokasi umum tersebut diterima dan sebagai dana 
pembangunan. Dana alokasi khusus bertujuan untuk mendanai kegiatan 
khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan 





2. yang ada di desa. pemerintahan desa Kaligelang hanya terfokus pada 
pembangunan yang sama pada setiap tahunnya, contohnya pada tahun 2016-
2018 pembangunan drainase tidak kunjung selesai dan masih banyak lagi 
pembangunan yang serupa yang tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun 
anggaran. Hasil RAKER desa Kaligelang diatas sudah melalui audit dari 
inspektorat Kabupaten Pemalang dan tim monitoring dan evaluasi pengelolaan 
keuangan desa (Monev) dari Kecamatan Taman. Kemudian yang terakhir 
pembangunan desa dengan unit analisis proses kegiatan perubahan, proses 
perencanaan pembangunan, pembangunan jangka pendek, pembangunan 
jangka panjang, dan kesejahteraan masyarakat desa, pembangunan desa 
Kaligelang sudah berjalan dengan baik. Pembangunan desa Kaligelang selalu 
di awali dengan sosialisasi yang disebut dengan musrembangdes dengan 
melibatkan langsung anggota TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), anggota Badan 
Permusyawaratan Desa, dan juga di hadiri oleh masyarakat dan tokoh 
masyarakat desa Kaligelang. Perencanaan pembangunan ada yang bersifat 
perencanaan jangka menengan yaitu lima tahunan yaitu RPJM, kemudian 
setiap satu tahun direncanakan jangka pendek yaitu RKPDES dalam setiap 
satu tahun sekali 
3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat serta solusi dalam peran 
kepala desa untuk mengoptimalkan dana desa tahun anggaran 2016-2018 






Adapun faktor pendukung dari dana desa yaitu, desa Kaligelang 
memperoleh APBDes dengan kisaran anggaran ± 3 Miliar rupiah. 
Adapun faktor penghambat dari pembangunan desa Kaligelang yaitu 
melambatnya proses penyelesaian pembangunan dikarenakan focus 
pembangunan hanya pada pembangunan yang sama pada setiap tahunnya. 
Kemudian untuk sarana prasarana lingkungan masih adanya program yang 
belum terselesaikan, khususnya di dusun Buaran yang akses jalan utamanya 
masih sangat rusak. 
Adapun solusi untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu kepala desa 
mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, jadi 
masyarakat tidak hanya menikmati hasil pembangunan tapi ikut dalam 
pembangunan desa demi terlaksananya pembangunan desa Kaligelang, seperti 
mengikuti Musyawarah pembangunan desa serta lebih aktif dalam forum 
musyawarah desa tersebut untuk menyampaikan program yang seharusnya 
dibangun secara merata dan pembangunan infrastruktur yang lebih penting. 
Seperti pemerataan pembangunan agar tidak terfokus pada pembangunan 
yang sama setiap tahunnya, yaitu agar pembangunan merata dalam 
penyusunan RKPDES. 
IV. 2. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan penelitian maka peneliti memberikan rekomendasi 






1. Peran kepala desa dalam hal pembangunan seharusnya lebih berperan aktif 
dan kalau bisa turun ke lapangan meninjau langsung apa saja yang 
diprioritaskan untuk dibangun.  
2. Diharapkan dengan meratanya pembangunan desa Kaligelang dapat lebih 
maju baik dalam bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, maupun 
perekonomian. 
3. Masyarakat agar dapat menggunakan fisilitas, sarana dan prasarana yang 
sudah dibangun dengan sebaik mungkin, saling menjaga dan tidak merusak 
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1. Judul Penelitian 
PERAN KEPALA DESA DALAM MENGOPTIMALKAN DANA DESA 
TAHUN ANGGARA 2016-2018 UNTUK PEMBANGUNAN FISIK DESA 
KALIGELANG KECAMATAN TAMAN KABUPETEN PEMALANG 
2. Petunjuk Wawancara : 
Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan 
studi program S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Program Studi 
Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal, peneliti mohon kesediaan Bapak 
/Ibu/Saudara untuk memberikan informasi dan data mengenai Peran Kepala Desa 
dalam Mengoptimalkan Dana Desa Tahun Anggaran 2016-2018 Untuk 
Pembangunan Fisik Desa Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. 
Keberhasilan penelitian ini akan sangat bergantung kepada kelengkapan jawaban, 
untuk itu mohon dengan sangat agar Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban 
dengan lengkap, jujur dan benar. 
3. Identitas Informan 
Nama   : …………………... 
Jenis Kelamin  : L/P 
Pekerjaan (Jabatan) : ………………….. 
Alamat   : ………………….. 






1. Peran Kepala Desa 
A. Peran Kepala Desa sebagai suatu perilaku kepemimpinan dalam pembangunan 
a) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara tentang peran kepala desa dalam 
melaksanakan tugas kepemimpinannya ? 
b) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara kepala desa dalam berkomunikasi kepada 
aparatur desa maupun masyarakat guna pembangunan fisik desa ? 
c) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara kepala desa merespon atau memperhatikan 
aspirasi masyarakat dalam pembangunan fisik desa ? 
d) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara mengenai kecerdasan kepala desa dalam 
mengambil keputusan pembangunan fisik desa ? 
e) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara apakah kepala desa selalu jujur dan terbuka 
terhadap anggaran pembangunan fisik desa ? 
B. Peran Kepala Desa sebagai suatu peningkatan efektifitas kerja 
a) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara apakah program atau misi pembangunan 
yang direncakan kepala desa sudah tercapai sesuai tujuan ? 
b) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara kepala desa mengatur kegiatan 
pembangunan fisik desa ? 
c) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara kepala desa membagikan atau 
mengintrupsikan kerja terhadap aparatur desa dalam menyelesaikan pekerjaan ? 
d) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara kepala desa menggunakan fasilitas sarana 





e) Bagaiman menurut bapak/ibu/saudara kepala desa melakukan kontrol atau 
pengawasan terhadap aparatur desa dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan ? 
C. Peran Kepala Desa sebagai suatu efisiensi waktu 
a) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara apakah waktu pelaksanaan program 
pembangunan selesai tepat waktu ? 
b) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara kepala desa dan aparatur desa dalam 
memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa ? 
c) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara kepala desa dalam memberikan materi 
pencerahan tentang pemerintahan desa dalam pembangunan fisik desa ? 
d) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara kepala desa dalam membagi tugas 
pekerjaan di kantor dengan kegiatan tugas di luar kantor ? 
D. Peran Kepala Desa sebagai suatu tanggung jawab 
a) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara kepala desa dalam melaporkan tugas 
tanggungjawabnya sesai waktu yang ditetapkan oleh bupati ? 
b) Bagaiman menurut bapak/ibu/saudara kepala desa dalam melakukan kegiatan 
pengawasan terhadap aparatur desa selalu di beri sangsi ? 
c) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara kepala desa dalam menangani persoalan 
pembangunan fisik desa selalu melakukan pelaporan kepada atasannya (camat) ? 
d) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara kepala desa dalam merespon warganya 
yang kurang mampu ? 
e) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara/ peran kepala desa jika tejadi perselisihan 





2. Dana Desa 
A. Dana Desa dalam penerimaan pajak dan retribusi 
a) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara mengenai proses penerimaan pajak dan 
retribusi sampai ke desa ? 
b) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara berapa persen penerimaan pajak dan 
retribusi dalam satu tahun ? 
c) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara apakah dana penerimaan pajak dan 
retribusi sudah digunakan dengan bijak ? 
d) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara cara melakukan pembayaran pajak dan 
retribusi di kantor kepala desa ? 
e) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara siapa saja yang dikenakan pajak dan 
retribusi guna pembangunan desa secara umum ? 
B. Dana Desa dalam dana alokasi umum 
a) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara berapa persen desa memperoleh dana 
alokasi umum ? 
b) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara apakah dana alokasi umum sudah 
digunakan secara maksimal guna pembangunan desa ? 
c) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara apakah dana alokasi umum dapat 
menunjang kegiatan sosial di desa ? 
d) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara apakah kepala desa melaporkan hasil dana 





e) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara apakah dana alokasi umum di kelola secara 
efisien dan efektif dalam pembangunan desa ? 
C. Dana Desa dalam alokasi khusus 
a) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara berapa persen dana alokasi khusus yang 
diterima desa dalam satu tahun ? 
b) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara apakah dana alokasi khusus di kelola 
sesuai pedoman yang berlaku ? 
c) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara dana alokasi khusus dilaporkan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku ? 
d) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara dana alokasi khusus bermanfaat dalam 
pembagunan desa ? 
3. Pembangunan Desa 
A. Proses Kegiatan Perubahan 
a) Bagaiman menurut bapak/ibu/saudara apakah pembangunan desa selalu di awali 
dengan sosialisasi ? 
b) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara pembangunan yang di sampaikan oleh 
kepala desa mudah dipahami ? 
c) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara apakah rencana pembangunan yang 
disampaikan oleh kepala desa sesuai dengan aspirasi dari masyarakat desa ? 
d) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara apakah pembangunan yang di rencanakan 





e) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara apakah melalui pembangunan desa dapat 
meningkatkan perubahan desa menjadi lebih maju ? 
B. Proses Perencanaan Pembangunan 
a) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara apakah dalam pembagunan selalu 
dilakukan perencanaan terlebih dahulu ? 
b) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara apakah perencanaan yang dilakukan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku ? 
c) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara apakah tokoh masyarakat dan masyarakat 
di ikut sertakan dalam proses perencanaan pembangunan ? 
d) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara tentang proses perencanaan merencanakan 
pembangunan desa ? 
e) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara apakah proses perencanaan desa 
bermanfaat dalam pembangunan desa ? 
C. Pembangunan Jangka Pendek 
a) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara apakah pemerintah desa dalam 
merencanakan pembangunan desa di awali dengan pembangunan jangka pendek ? 
b) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara apakah pembangunan jangka pendek 
memprioritaskan kegiatan pembangunan desa ? 
c) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara apa saja pembangunan jangka pendek yang 
telah di capai oleh pemerintah desa kaligelang tahun 2016-2018 ? 
d) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara apakah pembangunan jangka pendek sesai 





e) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara apakah perencanaan jangka pendek 
bermanfaat dalam pembangunan desa ? 
D. Pembangunan Jangka Panjang 
a) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara apakah pemerintah desa dalam 
merencanakan pembangunan setelah jangka pendek di lanjutkan dengan jangka 
panjang ? 
b) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara apakah pembangunan jangka panjang 
memprioritaskan kegiatan pembangunan desa ? 
c) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara apa saja pembangunan jangka panjang 
yang telah di capai oleh pemerintah desa kaligelang tahun 2016-2018 ? 
d) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara apakah pembangunan jangka panjang 
sesuai dengan peraturan yang berlaku ? 
e) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara apakah perencanaan jangka panjang 
bermanfaat dalam pembangunan desa ? 
E. Kesejahteraan Masyarakat 
a) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara apakah pemerintah desa pernah melakukan 
pembagian beras miskin (raskin) kepada masyarakat yang kurang mampu ? 
b) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara tentang pelayanan kesehatan desa 
bermanfaat bagi masyarakat desa ? 
c) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara tentang keamanan desa yang dilakukan 





d) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara tentang pembangunan lapangan sepakbola 
yang di bangun oleh pemerintah desa bermanfaat bagi masyarakat desa ? 
e) Bagaimana menurut bapak/ibu/saudara apakah dengan adanya dana desa 
masyarakat sudah merasakan dampaknya ? 
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